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ABSTRAK

Nama : Melinda
Program Studi . Imu Hukum/Hukum Tentang KegiaEkonomi
Judul Skripsi : Perlindungan Investor Atas GugaRembatalainitial

Public Offering (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero) Thk

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Investas gugatarCitizen
Lawsuit pembatalannitial Public Offering (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero)
Tbk ditinjau dari peraturan perundang-undangantuybil No. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, UU No 40 Tahun 2007 TentarmrgeRean Terbatas dan
Peraturan Bapepam. Penelitian ini membahas mengerajebab timbulnya
gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk ya#reKa harga jual saham IPO
yang dinilai terlalu rendah, penjatahan yang tiddK, dan tidak ada transparansi
penentuan harga saham IPO PT. Krakatau Steel (Bgirb&. Dapat disimpulkan
bahwa Prosedur IPO sudah dilakukan dengan beefr PT. Krakatau Steel
(Persero)Tbk dan sudah sesuai dengan UU No. 8 TH®mtentang Pasar Modal
, Peraturan Bapepam serta peraturan pelaksanaar@ligh karena itu gugatan
yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak bisa dikam oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dikarenakan Kurang Pihak dan Pengdudg& memiliki Legal
Standing. Dilihat dari perlindungan investor malkOl tidak dapat dibatalkan
karena akan berisiko pada kepercayaan investor ntiasyarakat umum serta
perekonomian Indonesia secara menyeluruh yang wiikan akan
mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. irSeta, investor publik
dilindungi dalam Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 gyanengatur setiap
pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan selansapiBO PT. Krakatau Steel
(Persero)Tbk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kata kunci:
Initial Public Offering (IPO), GugatarCitizen Lawsuit, Perlindungan Investor
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ABSTRACT

Name : Melinda
Study Program : Law/Majoring Economy Law
Title . Investor protection related to the caratdin of PT.

Krakatau Steel’s Initial Public Offering (IPO).

This paper discusses investor protection in reléethe citizen lawsuit for the
cancellation of Initial Public Offering PT Krakat&ieel (Persero) Tbk from legal
perspective, namelyaw no. 8 Year 1995 concerning Capital Market Law KO
Year 2007 concerning Limited Liability Companiesiddapepam Regulation.
This study discusses the cause of the lawsuit enl©O of Krakatau Steel
(Persero) Tbk as a result of the suspected undesgradf the share selling price,
unfair share allotment, and lack of transparencghare pricing during the IPO.
Based on the study, it is concluded that the PTk#teu Steel (Persero) Tbk has
followed the procedure of IPO in accordance with @apital Market Law No 8
Year 1995 and The Bapepam Regulation. The lawsag not granted by the
Central Jakarta District Court due to insufficigrdrties involves in the lawsuit
and the fact that the plaintiff do not have legahsling. Form investor protection
point of view, the IPO cannot be cancelled dueh®mrisk of ruining the investor
and public trust thus may destabilifee economy of Indonesidn addition,
public investor is protected in Article 111 of Lawo.8 of 1995 that governs any
violation and misconduct in the process of IPO. réf@e, if there has been
violation and/ or misconduct in the IPO processedby Krakatau steel, public
has the right to file compensation claim.

Key Words:
Initial Public Offering (IPO), Citizen Lawsuit, Plib Investor Protection,
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber aeadn, baik yang
berasal dari dalam maupun dari luar perusahaaarndtif pendanaan dari dalam
perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yaagardi perusahaan.
Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusatia@aait berasal dari kreditur
berupa utang maupun pendanaan yang bersifat peagedalam bentuk saham
(equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan pada gasdiakukan
dengan menjual saham perusahaan kepada masyaekaeang dikenal dengan
Penawaran Umum. Dalam hal melakukan pernawaran usuatu perusahaan
perlu melakukan persiapan internal dan menyiaplakumentasi sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasdal Mtan Lembaga
Keuangan (Bapepam — LK).

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek ditalgikan oleh
emiten untuk menjual efek kepada masyarakat bekiasdata cara yang diatur
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Résdal (UU No. 8 Tahun
1995Y dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran sahaanpesdring disebut
sebagai Initial Public Offering (IPO), merupakan suatu proses dalam hal
menawarkan saham perusahaan kepada masyarakatsghatymnya dimiliki
oleh perorangan atau beberapa pihak saja. Penawawam dilaksanakan melalui

pasar perdana yang berlangsung relatif singkat yahya beberapa hari.

! SunariyahPengantar Pengetahuan Pasar ModBH. 6, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi
IImu Manajemen YKPN, 2011), hal. 32.

Z Indonesia (a)Undang-undang Tentang Pasar ModblU No. 8 Tahun 1995, LN No.
64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
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Emiten atau perusahaan yang melakukan penawaranm umapat
berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badamahis Milik Daerah
(BUMD), perusahaan swasta nasional, perusahaarnawasmg, dan perusahaan
campuran(joint venturg. Mayoritas emiten di Pasar Modal Indonesia adalah
perusahaan swasta yang menawarkan saham dalamhjtentsatas, umumnya
hanya 15% (lima belas persen) dari total jumlatasaf

Adapun pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepegan langsung
adanya IPO adalah calon emiten itu sendiri, investgeenjamin emisi
(underwrite), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal irenptapan harga
saham perdana menjadi perhatian yang utama balgg &eaangan, dimana akan
berkaitan erat dengan sukses tidaknya penawaramspbrdana atau IPO. IPO
tersebut dapat dikatakan sukses, apabila IPO memgaler subscribedyaitu
jumlah saham yang diminta investor lebih besarpdaa jumlah saham yang
ditawarkan.

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah Badan U$difiz Negara
(BUMN), yang dapat dikategorikan sehat yang memkdndisi industri strategis
bagi Indonesia. Selain itu, PT. Krakatau Steel &) Thk memiliki aset yang
jelas, dengan perkembangan yang sangat tirggi menghasilkan keuntungan
yang baik. Melihat tingkat kebutuhan baja lebihi d®% (sepuluh persen) per
tahun, maka diprediksikan konsumsi baja nasionah akeningkat dari 6,5 (enam
setengah) juta ton pada Tahun 2009 menjadi 12 {dl#s) ton pada Tahun 2014,
maka investasi yang dilakukan PT. Krakatau Steetrsgto) Tbk pasti
menguntungkan.

Dengan demikian, PT. Krakatau Steel (Persero) Eblagai BUMN yang
memiliki keuangan yang sehat dan pertumbuhan yaag, ielah membuat
kebijakan untuk melakukan IPO dengan menjual salfd@m Krakatau Steel
(Persero) Tbk dengan harga yang sangat murah KRu850,00 (delapan ratus
lima puluh Rupiah) per lembar saham. Apabila dilidgkhn dengan nilai

perusahaan yang sejenis maka harga per lembar satheah 11 - 12 kali atau

% |swi Hariyani dan Purnomo SerfiantBuku Pintar Hukum Bisnis Pasar Moda&let. 1,
(Jakarta: VisiMedia, 2010), hal. 293.
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sekitar Rp1.100,00 (seribu seratus Rupiah), sehinggnjadi pertanyaan besar
oleh sejumlah pihak, diantaranya adanya gugatag géakukan oleh :
1. Prof. Adler H. Manurung, beralamat di JI. Cikini Aglan RT/RW
013/001, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

2. Abdul Razak Lestahulu, beralamat di JI. KP. Panj&/RW 05/07,
Rawa Panjang, Bojong Gede.

3. Marwan Batubara, beralamat di JI. Depsos | No. ZIRR®V 005/001,
Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mereka berpendapat bahwa ada kejanggalan dalantapaneharga IPO
PT. Krakatau Steel (Persero) Thk dalam menentulagahsaham perdananya
dengan sangat murah pada harga Rp. 850,00 (detapsnlima puluh Rupiah)
per lembar, dari sisi waktuirhing) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbhk sudah tepat
melakukan penerbitan saham pada saat harga sahagalamai peningkatan.
Perusahaan akan memanfaatkan momen peningkataa yxang menyebabkan
harga saham pada kelompok industri tersebut memgakzervalued Overvalued
akan terjadi apabila harga prediksi lebih rendaipdda harga sekarang, sehingga
terjadi penurunan harga (selisin negatif) atau &aekarang lebih tinggi daripada
harga besok.

Keputusan yang harus diambil untuk saham yang sudmlervalued
adalah Beli, sedangkan untuk saham yang sodahvaluedadalah Jual.Strategi
ini dikenal dengan istilalindows of Opportunitydimana strategiVindows of
Opportunity sering dipakai oleh perusahaan yang akan melakiR@nkarena
mengurangi resiko perbedaan harga komoditas ygeyahigangkan dalam pasar
maupun biayarfispricing)® Windows of Opportunitjuga dapat diartikan sebagai
ukuran pasar dan jarak dari jendela peluang yangjadedasar utama dalam
menentukan risiko serta imbal hasil. Risiko melefikan pasar, persaingan,

teknologi, dan jumlah modal yang digunak&n.

* Mohamad SamsuRasar Modal & Manajemen Portofoli€Cet. 1, (Surabaya: Erlangga,
2006), hal. 323.

® Muhamad Sulaiman & Aizuddinur Zakaridejak Bisnis RaspCet. 1, (Jakarta: Hikmah
PT Mizan Publika, 2010), hal. 89.

® Robert D. Hisrichget. al, Entrepreneurship Kewirausahaa@et. 7, (Jakarta: Salemba
Empat, 2008), hal. 15.
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Apabila dicermati IPO PT. Krakatau Steel (Persdrbk lebih didorong
oleh pertimbangammarket valuationdaripada desakan kebutuhan pembiayaan.
Salah satu indikator yang lazim digunakan untukimaémarket valuatioradalah
market to book ratioyang akan mengalami peningkatan jika peningkatmnga
saham lebih tinggi dari peningkatan nilai bukunyauasebaliknya. Probabilitas
perusahaan melakukan IPO pada saat mkaiket to book rationeningkat akan
semakin membesar. Dengan demikian, terdapat hubwagey erat antara kondisi
pasar dan kebutuhan IPO perusahaan itu sendiri.

Pada saat pasar sedang mengalawervalued PT. Krakatau Steel
(Persero) Tbk seharusnya dapat meminimalisasi kerugerusahaan karena
perusahaan masih dapat menetapkan harga perdaamdepatlyang cukup tinggi
dan bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena Kt@katau Steel (Persero)
Tbk ketika melakukan IPO memiliki tingkablvabilitasyang cukup baik terlihat
dari indikatordebt to equity ratiyang relatif rendaH.

Hal tersebutlah yang melatar belakangi, untuk iditldbih lanjut yaitu
mengapa saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbhkl digngan harga murah
padahal jika dilihat dari kesehatan dan gambaranidperusahaan menunjukkan
harga saham yang ditawarkan seharusnya tidak skmturaSelain itu, perlu
ditinjau juga bagaimana nasib investor setelah yaagugatan terhadap PT.
Krakatau Steel (Persero) Thk.

1.2. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup

IPO atau yang lebih dikenal dengan istilah PenanvBerdana merupakan
salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiagtaun akses modal bagi suatu
perusahaan. Melalui IPO, perusahaan mendapatkaa degar dengan jalan
menawarkan kepemilikan sahamnya atau surat utanigliggdei) yang
dikeluarkannya pada masyarakat. Mekanisme penawimiaikenal sebagai
Penawaran Umum. Pihak atau perusahaan yang melakegmawaran Umum
disebut Emiten. IPO diatur secara umum dalam UU 8laahun 1995 dan

" Solvabilitasdiartikan sebagai kemampuan untuk membayar ugmgkp panjang, baik
utang pokok maupun bunganya, lihat Kuswahditmahami Rasio Rasio Keuangan Bagi Orang
Awam Cet. 2, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008}, ©82.
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Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseresbatbs (UU No. 40
Tahun 2007 Sedangkan secara khusus diatur dalam Peraturanteile
Keuangan dan Peraturan Bapepam-LK.

Oleh karena itu, penelitian ini membatasi ruanggkupnya pada
komponen struktur hukum dan substansi hukum yamkghian dengan prosedur
IPO dan perlindungan hukum bagi investor PT. Kraltabteel (Persero) Tbk
setelah adanya gugatan dari para ekonom, terutdioleuskan pada masalah-
masalah sebagai berikut:

1. Apakah prosedur IPO sudah dilakukan dengan berdr BT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk dikaitkan dengan adanya gugptnbatalan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

2. Mengapa muncul gugatan terhadap IPO PT. Krakatel Gersero) Thk?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investorilpuddlam kasus
gugatan PT. Krakatau Steel (Persero) Thk?

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari penelitian sewaumum dan tujuan
khusus adapun tujuan tersebut yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah besikan gambaran
mengenai proses IPO secara umum sehingga perusamagadi perusahaan
terbuka dan menjelaskan perlindungan hukum terhawagstor publik dengan
adanya IPO.

1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagakbi:
1. Menijelaskan prosedur IPO yang sudah dilakukan BlEhKrakatau Steel
(Persero) Tbk.
2. Menjelaskan penyebab munculnya gugatan IPO PT.&aakSteel Tbk.

8 Indonesia (b)Undang-undang Tentang Perseroan Terbatdsl No. 40 Tahun 2007,
LN No. 106, TLN No. 4756.
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3. Menjelaskan sejauhmana perlindungan hukum terhaagstor publik
dalam kasus PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

1.4. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok pedatzn, akan
diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapalah umum yang terkait
dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini dilaraplapat menjawab
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini slgraya terjadi persamaan
persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedgzengertian tentang
konsep-konsep yang dipergunakan, maka perlu unbgkiklan pengertian yaitu :

a. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan @smyediakan sistem
dan atau sarana untuk mempertemukan penawarand@mlbeli Efek
Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan difaktara mereka.

b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengaktemgusurat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, URenyertaan kontrak
investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efekn dtiap derivatif dari
efek®

c. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Uhhum.

d. Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum adalah kegiatan
penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untukjoarEfek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur daratang-undang inf

e. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa panitgfek dan harta
lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainpdsuk menerima
dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikamsaksi Efek, dan

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabathya.

° Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 1 Angka 4.
1%1pid., Pasal 1 Angka 5.

% bid., Pasal 1 Angka 6.

21bid., Pasal 1 Angka 15.

3bid., Pasal 1 Angka 8.
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f.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yangyelenggarakan
jasa kliring dan penjaminan penyelesaian TrandBissa™*

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan defggawaran
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yargitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesig berkaitan
dengan Efek®

. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat ké&rdiengan Emiten

untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentinganefBrdiengan atau
tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tigajaal '°

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajmgiaikan kepada
Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam raRgkeawaran
Umum atau Perusahaan Pubiik.

Perseroan dalah perseroan terbatas sebagaimanksdandalam Pasal 1
angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 TdR@5 tentang
Perseroan Terbatas.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiestaha sebagai
Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dam #anajer
Investast-’

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehgdaumiengan Penawaran

Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

. Pengertian perlindungan hukum adataiatu perlindungan yang diberikan

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hudaiknyang bersifat
preventifmaupun yang bersifaepresif baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sabagatu gambaran

bid., Pasal 1 Angka 9.

%bid., Pasal 1 Angka 13.
'8 bid., Pasal 1 Angka 17.
7 bid., Pasal 1 Angka 19.
8|bid., Pasal 1 Angka 20.
bid., Pasal 1 Angka 21.

?bid., Pasal 1 Angka 26.
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dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapamberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan ddarkeaiarf™

1.5 Metode Penelitian
1.5.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah piiaal yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yamgnya dilakukan dengan cara
meneliti terhadap asas-asas hukum, sistematik hukenbandingan hukum dan
sejarah hukunf? Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yendgpat dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mddatlang-undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peratuaep&a No IX.A.12 (Kep-
05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegahgn§adan peraturan-
peraturan pelaksanaannya, Kustodian Sentral Efedonkesia (KSEI), Self
Regulatory OrganizationSRO), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KWPE

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah bersifatrnmadif, yaitu
menganalisis substansi hukum yang berkaitan dempgasedurlnitial Public
Offering (IPO), dan perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatteel

(Persero) Tbk setelah adanya gugatan.

1.5.2. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang akan dipergunakan adalah gegkr yaitu
memberikan gambaran secara tepat sifat suatu thwjikieadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekusnsitu gejal®. Kaitannya
dengan penelitian ini, gambaran secara umum adalahgenai bagaimana
memberikan penjelasan berdasarkan peraturan-pamatarengenai substansi
hukum yang berkaitan dengan prosedur IPO dan perigan hukum bagi
investor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk setelddnga gugatan. Kemudian

dituangkan dalam pemaparan untuk memberikan gambgaag lebih jelas.

21etd.eprints.ums.ac.id. diunduh pada tanggal 10aigr2012, jam 09.35

*’Sperjono Soekanto dan Sri MamudRenelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkaf (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 1983), Bal. 1

%3 Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunCet. 3, (Jakarta: Ul Press 2010), hal.
10.
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Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitiarurni yaitu penelitian ini
bertujuan mengembangkan pengetahuan, khususnymgeRO di Pasar Modal

Indonesia.

1.5.3 Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustaka@ang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempukg&uatan
mengikat berupa peraturan perundang-undangan Isgneseperti
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mddliatlang-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas EFaturan Bapepam
No IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umaleh Pemegang
Saham serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan diurst8entral Efek
Indonesia (KSEI),Self Regulatory Organization (SRO), dan Kliring
Penjaminan Efek Indonesia (KPEP);

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang eti&érinya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganaiismahami, dan
menjelaskan bahan hukum prinféryang antara lain adalah teori para
sarjana, buku pasar modal, putusan hakim, bukuwafirhukum, dokumen-
dokumen hukum. penelusuran internet pasar modgkebilmiah pasar
modal, jurnal pasar modal; dan

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merkdoeripetunjuk
maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan deiinmisalnya
artikel ilmiah pasar modal, prospektus, penelusiumgarnet, artikel ilmiah,

surat kabar, dan kamus.

24 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudjip. Cit.,hal. 13.
% |bid.
% |bid.

" Ibid.
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1.5.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kuliagitu mendalami
mana dibalik realitas atau tindakan atau data ylperoleh dan yang diteliti atau
dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Daf@nelitian ini apa yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undanganagipesecara lebih mendalam
khususnya mengenai perlindungan investor terhadgatgn 1PO.

1.5.5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalallistiokumen yaitu suatu
alat pengumpulan data yang dilakukan melalui datatults dengan
mempergunakaontent analysi$® yang dalam penelitian ini adalah buku-buku
yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal dalam ga&h@ian IPO di Pasar
Modal . Hal ini disebabkan karena penelitian yaegobntuk yuridis normatif dan
jenis data yang digunakan adalah data sekundemggghi digunakan studi
dokumer??

1.5.6. Penyajian Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dari sembata primer dan
sumber data sekunder akan dianalisis menggunaktodenpendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tatea gaenelitian yang
menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang diaam oleh responden secara
tertulis atau lisan, dan perilaku nydfaDalam hal ini, penulis memberikan
interprestasi dan penjelasan atas setiap data galapatkan. Kemudian, hasil

penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparag parsifat deskriptif.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis
Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaati h@bak-pihak yang
terlibat dalam pasar modal dan akademisi pasaramiodonesia. Bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam pasar modal, mereka akangetahui aspek-aspek

% Soerjono Soekant@p. Cit.,hal. 21
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjip. Cit.,hal. 24.

% Soerjono Soekant@p. Cit.,hal. 32
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hukum IPO dan perlindungan hukum bagi investor Rfbkatau Steel (Persero)
Tbk setelah adanya gugatan. Sedangkan bagi akad@assar modal Indonesia,
penelitian ini akan membantu untuk memahami asgekia hukum IPO dan
perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatau St{@wrsero) Tbk setelah
adanya gugatan, sehingga di masa depan akan mammbuat peraturan
perundang-undangan yang lebih baik untuk mengapelkaaspek hukum IPO
dan perlindungan hukum bagi investor Perseroan afasb (PT) dalam hal
statusnya adalah BUMN.

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masggdrduas Indonesia
untuk memahami aspek-aspek hukum IPO dan perliraduhgkum bagi investor

Perseroan Terbatas (PT) dalam hal statusnya aBbal&iN.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibahas dalam lima bab yang terdirii ggandahuluan, tinjauan
umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangag mengatur
prosedur Initial Public Offering (IPO) tinjauan umum mengenai peraturan-
peraturan perundang-undangan yang mengatur TalRagaawaran umum IPO
dalam Penawaran Umumgd publig suatu saham.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan diuraikan tkkang masalah
yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasakan belakang masalah
tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan pemelibalam bab ini, Penulis
juga menjelaskan mengenai kerangka konsepsionatpdeepenelitian, dan
sistematika penulisan.

Pada bab dua, yaitu bab tinjauan peraturan pergrgiatiangan, akan
dibahas tinjauan umum mengenai peraturan-perapgaimdang-undangan yang
mengatur proseduinitial Public Offering (IPO) yang sudah dilakukan dan
perlindungan hukum bagi investor PT Krakatau S{efsero), Tbk. Dalam bab
tinjauan umum dijelaskan secara singkat mengemaUmslang-undang No. 8
tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-unddmgd0 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (PT). Dalam tinjauan Undang-sundéo. 8 tahun 1995
dijelaskan makna IPO, alasan perusahaan melakii{an syarat perusahaan

melakukan IPO, menjelaskan bagaimana proses IP@kamsme tahapan IPO
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suatu saham, menjelaskan lembaga apa saja yanpattedari IPO, serta
konsekuensi dari IPO, siapa saja yang bisa menjadistor IPO. Sedangkan
dalam tinjauan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ladii@n mengenai
pengertian Perseroan Terbatas, syarat perusahamn akan melakukan IPO,
perubahan kepemilikan saham perusahaan tertutupadig@erusahaan terbuka.

Pada bab tiga, yaitu menjelaskan latar belakangradej berdirinya
perusahaan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk, Iptofgkat kesehatan
perusahaan, kekayaan perusahaan sebelum dan séB@jaimnjauan perusahan
badan usaha milik Negara (BUMN) menjadi milik umuan keterkaitan Negara
yang diwakili oleh Menteri BUMN dan menteri Keuangdidalam menyetujui PT
Krakatau Steel menjual saham kepada masyarakat ytatanbelakang gugatan,
sampai timbulnya gugatan.

Pada bab empat, yaitu bab yang akan membahas dergnalisa
Perlindungan Investor terhadap gugatan IPO PT Kaak&teel TBK ditinjau dari
UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No.taltun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (PT), dan Peraturan BapepdkiAad?2 (Kep-05/PM/2004)
tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, supaltsisan, dan pendapat
penulis terhadap putusan hakim.

Pada bab lima, yaitu penutup yang terdiri dari rkgsilan dan saran.
Kesimpulan diperoleh berdasarkan penjelasan kesear dari bab-bab
sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan usgledalis terhadap topik

yang dibahas.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL

2.1.  Tinjauan Singkatlnitial Public Offering (IPO)

Pasar modal memperjual belikan efek (surat berhasgaerti saham,
obligasi, derivatif, dan reksadana. Perusahaan yaegqbutuhkan tambahan
modal usaha bisa menjual sebagian sahamnya mepasar modal atau
menerbitkan surat utang (obligasi). Penambahan maodaha dengan cara
menerbitkan saham atau obligasi dilakukan perusahkaaena dianggap lebih
murah daripada mengajukan kredit di bank. Dengaa lk@n, pasar modal adalah
pasar tempat memperdagangkan berbagai instrumesng@o jangka panjang
yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (elpgtiyertaan), obligasi (surat
utang), reksadana, produk derivatif, maupun inseémunhainnya. Pasar Modal
merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maogtitosi pemerintah,
sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untukkukela kegiatan investasi.
Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagaana dan prasarana
kegiatan jual beli surat-surat berharga dan kegitekait lainnya™

Pasar Modal sesuai UU No. 8 Tahun 1995 diartikelagai kegiatan
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan pengageefek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkemrserta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efekPasar Modal memiliki peranan penting bagi
kemajuan perekonomian suatu Negara, yang merupsh@ma bagi perusahaan
untuk mendapatkan dana dari masyarakat investaraang diperoleh dari dari
pasar modal dapat digunakan untuk pengembangara,usambayar hutang,

penambahan modal kerja, dan lain-1&m.

31 |swi Hariyani dan Purnomo Serfian®p.Cit, hal. 295.

% bid., hal. 7.
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Selain itu, alternatif pendanaan dari dalam permsahumumnya dengan
menggunakan laba yang ditahan diperusahaan, semtaradternatif pendanaan
dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditwplehutang, pembiayaan bentuk
lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, nsmppndanaan yang bersifat
penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalkanmme penyertaan
umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahg@adé masyarakat atau
sering dikenal dengago public.*®

Selain mengumpulkan dana dari pihak ketiga dengamygrtaan yang
dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepaslig@rakat melalui proses
IPO, perusahaan atau calon emiten juga wajib mk&akuketerbukaan atau
disclosure yang merupakan komponen utama dan terpenting datalustri
sekuritas (Pasar Modal) dimanapun. Keterbukaan rbukaja merupakan
kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dah ralakukan IPO, tetapi juga
merupakan hak investor. Karena hanya dengan kd&@sbuinilah perlindungan
terhadap investor dapat dilakukan, dan oleh karnenarerupakan kewajiban yang
mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan pulik.

Dengan adanya keterbukaan yang diwujudkan dengpapdaikannya
keadaan, peristiwva dan fakta yang ada di dalamspbBaanlah, maka investor
dapat mengambil keputusan untuk melakukan inveatasiefek perusahaan, baik
untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebigih karena itu, sebelum
emiten dapat melakukan [PO atas saham/efek, eniiterus melakukan

keterbukaan kepada publik menyangkut segala semexigenai dirinya>

2.1.1. Pengertian Initial Public Offering (IPO)

Penawaran umum perdana atau lebih popular dikezrajashgo public
atau IPQ merupakan gejala yang mulai dikenal di Indonesiaksakhir tahun
1980, dan memasuki masa popular di awal tahun 188@&h penawaran umum

perdana saham adalah kegiatan emiten (pihak yarakaokan penawaran umum)

% SunariyahQp. Cit.,hal. 32.

% Hamud M. BalfasHukum Pasar Modal Indonesia€Cet.1, (Jakarta: PT. Tatanusa,
2006), hal. 166.

% Ibid., hal. 166 — 167.
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untuk menjual efek yang dikeluarkannya kepada nrakgh maupun investor,
yang diharapkan akan membeli dan memberikan peraasudana untuk
mengembangkan usaha, membayar hutang maupun kediaitanya yang
diinginkan oleh emiten tersebift.

Suatu perusahaan untuk pertama kalinya akan mesghaim atau obligasi
kepada masyarakat umum disemitial Public Offering(IPO)3’ Pasal 1 Angka
15 UU No. 8 Tahun 1995 merumuskan istilah Penawdiamum/IPO adalah
kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiteénk menjual efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalgang-undang ini dan

peraturan pelaksanaannia.

2.1.2. Manfaat IPO
Setiap perusahaan memliki kesempatan yang sana da@gembangkan
usaha, salah satu caranya adalah merubah statusapaan dari perusahaan
tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Pelpengsahaan Tbk lebih banyak
mendapatkan keuntungan dalam hal memperluas ekskag®tan usahanya
dalam bentuk tambahan modal melalui kegiatan p&muefek di pasar modal.
Suatu perusahaan yang melakukan IPO dapat memipero@nfaat-manfaat
sebagai berikut®
a. Memperoleh dana murah dan basis pemodal yang sdngstuntuk
keperluan penambahan modal, yang tentunya dapatanéaetkan
perusahaan untuk keperluan pengembangan usaha,iayamberbagai
rencana investasi termasuk proyek yang memilikaisinggi.
b. Memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kel perusahaan yang
merupakan nilai ekonomis dan jerih paya para pefidiunde). Melalui
mekanisme pasar sekunder, para pemegang sahani getidp saat bisa

menjual sebagian atau seluruh sahamnya (likuiditas)

% |swi Hariyani dan R. Serfiant@p. Cit, hal. 289.
37 SamsulOp.Cit, hal. 70.
¥ Indonesia (a)Qp.Cit, Pasal 1 Angka 15.

%9 Sunariyahloc. Cit.
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c. Mengangkat pandangan masyarakat umunage terhadap perusahaan
sehingga menjadi incaran para profesional sebagapdt untuk bekerja.
Daya tarik para profesional maupun manajer perwsalmblik adalah
kelangsungan hidup lebih terjamin dan evaluasiajggjkarir yang lebih
obyektif. Selain itu, proses suksesi manajemen gadvaan publik akan
berjalan lebih mudah dan lancar serta transparan.

d. Pemegang saham, khususnya individu akan cenderengdi konsumen
yang setia kepada produk perusahaan, karena adasgakut memiliki
perusahaarsénse of belonging

e. Perusahaan publik menikmati secara cuma-cuma promeslui media
masa, terutama perusahaan yang sahamnya aktiddgsergkan, likuid,
dan pemilikan sahamnya tersebar luas serta kaaitalyang besar.

f. Keikutsertaan masyarakat sebagai pemegang sahaat dagnaikkan
kinerja perusahaan karena adanya prinsip keterbullaa akuntabilitas
publik.

g. Beban kerugian perusahaan dapat ditanggung lehiyakapemegang
saham.

h. Dapat mempercepat kemajuan perusahaan, terutamanpestor yang
masuk memang memiliki keahlian khusus di bidanghasgang digeluti

perusahaan.

2.1.3. Syarat Perusahaan Melakukan IPO

UU No. 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa setiap pexasayang
memiliki status Tbk harus tunduk pada ketentuanpuawaturan yang berlaku di
bidang pasar modal berikut dengan peraturan pelaksmya. Sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republionesia (RI) No.
859/KMK.01/1989 tentang emisi efek di bursa daraperan pelaksanaan emisi
dan perdagangan saham yang tercantum dalam kepuB&®EPAM No.
011/PM/1987, adapun persyaratan yang harus dipetalam rangka melakukan

IPO, antara lain sebagai beriKit:

40 Sapto RaharjoKiat Membangun Aset Kekaygafet. 2, (Jakarta : Elex Media
Komputindo, 2006), hal. 50-51.
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Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);

PT yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 l§dlas) bulan;
Bertempat kedudukan di Indonesia,;

Memiliki  aktiva  bersih  berwujud  sekurang-kurangnyaRp
5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan lapokeuangan audit
tahun buku terakhir memperoleh opini “Wajar Tanmgadecualian” dari
akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM;

Menjual sekurang-kurangnya 50 juta (lima puluh)j@@ham atau 35 (tiga
puluh lima) persen dari jumlah saham yang ditednitkmana yang lebih
kecil) dan jumlah pemegang saham publik sekuramgrgnya 500 (lima
ratus) pihak, dapat menjadi perusahaan publik yssshamnya
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI);

Masa beroperasi dalam usaha yang utama yang ral@ama, 6 (enam)
bulan penuh berturut-turut;

Laporan keuangan audit minimal 12 (dua belas) hulan

. Nilai aktiva bersih minimal Rp5.000.000.000,00 @mmiliar Rupiah).

Tahapan IPO
Perubahan status PT dari tertutup menjadi terbipexldkan tahapan atau

proses yang cukup panjang sebelum sebuah PT mashirka saham. Tahapan

tersebut menurut Iswi Hariyani dan Purnomo Ser@iaatidaknya dikelompokkan

menjadi 4 (empat) tahapéh:

a.

b
C.
d

Tahap Persiapan;

. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;

Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana;

. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek.

“!|swi Hariyani dan Purnomo Serfian®p. Cit.,hal. 295.
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2.2.1. Tahap Persiapan IPO

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mmsmapkan segala
sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran .uBardasarkan ketentuan
SK Menteri Keuangan No. 1199/KMK.013/1991, yang atapmelakukan
penawaran umum adalah emiten yang telah menyanmpaje@rnyataan
pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menjual atamamarkan efek kepada
masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebul telaktif. Sedangkan
berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, perusahaan yamgaksud menawarkan
efeknya kepada masyarakat melalui pasar modabtertahulu melakukan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka penawaram usaham
perdana, untuk mengubah anggaran dasarnya, sessali 2L Ayat (2) huruf g
UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan pengubahatusstmenjadi
perusahaan terbuka termasuk mengubah anggaran d@sas mendapat
persetujuan dari RUPS, selanjutnya emiten melakys@munjukkan penjamin
emisi efek (nderwriten, lembaga penunjang pasar modal (biro administfek
dan bank kustodian), dan profesi penunjang pasadaméakuntan publik,
konsultan hukum, notaris).

Penjamin emisi efekufiderwritef) merupakan pihak yang paling banyak
terlibat membantu emiten dalam rangka penerbitdrarsa Beberapa kegiatan
yang dilakukan penjamin emisi efek adalah sebagalt:**

a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadaytagtpenawaran
umum sesuai jadwal yang tercantum dalam prospektasliputi
pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembadiag pembayaran
pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan;

b. Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil peaawanum kepada
emiten sesuai kontrak yang disepakati;

c. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepadaizap-LK.

Selanjutnyaunderwriterakan memberikan pilihan kontrak penjaminan kepada

calon emiten sebagai berikut’:

2 Mohamad SamsuQp. Cit, hal. 76.

*1bid., hal. 76.
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a. Full commitmen{penjaminan penuh), penjamin emisi berkomitmemkint
membayar penuh pada saat IPO usai dilaksanakamai seésngan yang
tertera dalam perjanjian penjaminan, halam hal imderwriter
bertanggung jawab penuh atas terjualnya saham caiuten. Jumlah
penuh yang dimaksud disini adalah jumlah saham ydawarkan
dikalikan dengan harga perdana ;

b. Best effort commitment(kesanggupan terbaik), penjamin emisi
berkomitmen untuk membayar kepada emiten sebesar didapat dalam
penawaran umum atau dengan kata lain, tidak peKomitmen ini
muncul karena kondisi pasar sedang lesea(ist) sehingga penjamin
emisi tidak berani memberi komitmen pembayaran penu

c. Standby commitmentkesanggupan siaga), penjamin emisi memberi
komitmen siap untuk membeli sendiri atau ada pilaétk yang bersedia
membeli apabila kondisi pasar sangat lemah sehirgggaran yang
ditargetkan dalam penawaran umum tidak tercapaijaRen emisi atau
pihak lain akan membeli dengan harga lebih rendahipada harga
perdana seperti yang disepakati dari awal.

Selainunderwriter, perusahaan juga harus menunjuk lembaga penunjang
dan profesi penunjang pasar modal. Lembaga Pergyrigmbaga ini membantu
terlaksananya persiapan penawaran saham perdanayd@ diantaranya
adalah**

a. Kustodian, merupakan lembaga penunjang pasar myatal bertugas
untuk melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efdlk pemegang
rekening. Lembaga Kustodian ini diselenggarakanh oleembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), Perusahadn Bésk Umum
yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

b. Biro Administrasi Efek, merupakan lembaga yang memygi wewenang
untuk mendaftarkan pemilikan efek dalam daftar bpkemegang saham

emiten dan melakukan pembagian hak yang berkakagah efek. Biro

* Munir Fuady,Pasar Modal ModernCet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.
39.
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administrasi efek ini diselenggarakan oleh suattsggean yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK.
Wali amanat, bertindak selaku wali bagi kepentingamegang obligasi

(untuk emisi obligasi).

. Event Organizerlembaga ini membantu calon emiten dalam mengadaka

kegiatanpublic exposadimana dalam acara ini masyarakat dan investor
diundang agar dapat mendengarkan paparan caloneremitan
berkesempatan mengajukan pertanyaan dan mendépatasi.

Percetakan, lembaga ini membantu calon emiten undncetak
prospektus awal, prospektus akhir serta menyiagkaspektus ringkas
dan tambahan informasi atas informasnderwriter sebagai bentuk
informasi yang disampaikan ke calon investor daoritats pasar modal

dan bursa efek.

Profesi Penunjang dalam pasar modal, mempunyai ngerapenting

memperlancar kegiatan perdagangan efek di pasamlm®&dofesi penunjang

dalam pasar modal harus terdaftar di Bapepam-LKd&aran profesi penunjang

profesi pasar modal di Bapepam menjadi batal apahih profesi penunjang

profesi pasar modal wajib menaati kode etik dandsa profesi yang ditetapkan

oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang bdalentangan dengan undang-

undang pasar modal dan aturan pelaksanaannyasPpeieunjang pasar modal

tersebut adalah sebagai berikft :

a.

Akuntan publik éuditor independen bertugas melakukan audit atau
pemeriksaan atas laporan keuangan calon emitenilaiPdertugas
melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusal@am menentukan
nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Akuntan lgubmemberikan 4
(empat) pendapat, yaitu :
- Unqualifed OpinioWajar Tanpa Syarat, bila laporan keuangan
telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi teda/PAl tanpa

suatu catatan atau kekurangan ;

> |swi Hariyani dan Purnomo Serfian®p. Cit.,hal. 119.
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- Qualified OpinioPendapat Kualifikasi, Akuntan publik
memberikan pendapat wajar. Dengan kualifikasi gtesyajian
laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai déhyyi;

- AdverséPendapat tidak setuju, akuntan publik tidak setafjas
penyusunan laporan keuangan terselisclaimer of Opinion
akuntan publik menolak memberikan pendapat ata®rdap
keuangan perusahaan yang diperiksanya, karena amkuidak
mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk
memberikan pendapatnya secara profesional sepeatig y
dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA)

b. Konsultan hukum pasar modal bertugas memberikanlgpet dari segi
hukum (egal opinior), untuk melakukan, membuat dan bertanggung
jawab terhadap dokumeriegal audit dan legal opinion yang
mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dem@am kdari suatu
perusahaan.

c. Notaris bertugas membuat akta-akta perubahan amggdasar, akta
perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umden, juga notulen-
notulen rapat.

d. Penilai @ppraisa) bertugas untuk menilai asset-asset dari sebuah
perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan méroama-cara yang
digariskan oleh ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, hal-hal yang harus dilakyderusahaan yang akan
melakukan IPO pada tahap persiapan selain yanpuliskatas setelah mendapat
persetujuan RUPS, penunjukan penjamin emisdérwrite), menunjuk profesi
penunjang dan lembaga penunjang. Maka langkah jswiga adalah ;
mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi, kontrakgiailuan dengan bursa
efek, public exposekepada masyarakat luas, penandatanganan berbagai
perjanjian-perjanjian emisi, dan menyampaikan paiagn pendaftaran beserta
dokumen-dokumennya kepada Bapepam-LK.

Kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum keaptapengajuan
pendaftaran IPO, maka pihak emiten harus melengkigtiumen-dokumen

sebagai syarat pendaftaran sesuai peraturan Bapdpdifi A. 1 dan Keputusan
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Ketua Bapepam-LK No. KEP-111/PM/1996, tanggal 24ddeber 1996 adalah
sebagai berikut*
1. Rencana jadual penawaran umum ;

. Prospektus, prospektus awal dan prospektus ringkas

. Contoh surat efek ;

2

3

4. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntauiilet

5. Surat dari akuntarcOmfort lettej ;

6. Surat Pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi ;

7. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan gbaoyeksi dalam
prospektus;

8. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum ;

9. Riwayat hidup dari Komisaris dan Direksi ;

10. Perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada) ;

11.Perjanjian Perwaliamanatan (jika ada) ;

12.Perjanjian Penanggungan (jika ada) ;

13.Perjanjian pendahuluan dengan satu atau dengamapebleursa efek jika
akan dicatatkan di bursa efek.

2.2.2. Tahap Pengajuan Pendaftaran

Pada tahap selanjutnya yaitu pengajuan pendaftaraka emiten wajib
menyampaikan kepada Bapepam dalam rangka penawaraom/IPO.
Berdasarkan Keputusan Bapepam No. 111/PM/1996 ngrkatentuan Umum
Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Ketua Badan Pamdaasar Modal, dan
Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-25/PM/2003 mendatang Tata Cara
Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (PerafXirar?) Berdasarkan
aturan ini, untuk melaksanakan penawaran umum.eentiirus menyampaikan
pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnyad&epBapepam sesuai
Peraturan No. IX.A.1] tentang Ketentuan Umum PeragajuPernyataan
Pendaftaran Penawaran Umum baru bisa dilakukan ex@ten jika pernyataan

pendaftaran sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam.

6 Alexander Layget. al, Ikhtisar Ketentuan Pasar Moda{Jakarta : NLRP, 2010), hal.
277-280.
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Emiten mengajukan pernyataan pendaftaran kepadaepBapLK,
kemudian menunggu tanggapan dari Bapepam-LK. ApaBdpepam meminta
data tambahan, emiten wajib memenuhinya, hal imalklsudkan agar emiten
atau perusahaan publik memperoleh kepastian bakavagrnyataan pendaftaran
yang disampaikannya telah lengkap dan telah memegmersyaratan maupun
prosedur yang ditetapkan. Bapepam akan mengelugr&myataan efektif atas
pernyataan pendaftaran setelah emiten memenuhiipgaen data tambahan itu.
Apabila dalam waktu tertentu, misalnya 45 (empalulpuima) hari setelah
tanggal pernyataan pendaftaran diajukan atau bketalaggal penyerahan data
tambahan dimaksud berlalu dan Bapepam belum mekabelFiernyataan Efektif,
berarti Pernyataan efektif itu berlaku secara aiiisf’

Jika emiten atau perusahaan publik menyampaikambpkan atau
tambahan informasi, pernyataan pendaftaran tersbanggap telah disampaikan
kembali pada tanggal diterimanya perubahan atababen informasi tersebut.
Jika Bapepam meminta perubahan dan atau tambaftemasi dari emiten atau
perusahaan publik, penghitungan waktu untuk efeyaifpernyataan pendaftaran
dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan infairagau perubahan tersefiti.

Pernyataaan pendaftaran tidak dapat menjadi efetiipai saat informasi
tambahan atau perubahan diterima dan telah memeayahat yang ditetapkan
oleh Bapepam. Ada kemungkinan bahwa pernyataan affterah yang
disampaikan kepada Bapepam belum lengkap dan belemenuhi persyaratan
sehingga efektifnya pernyataan pendaftaran dapaébihe jangka waktu 45
(empat puluh lima) hari. Dalam hal ini Bapepam dapaminta perubahan dan
atau tambahan informasi kepada Emiten atau PeraisalRublik yang
bersangkutan. Pernyataan pendaftaran baru dapgatakan efektif apabila
perubahan dan atau tambahan informasi yang dinoéa Bapepam telah
dipenuhi dan telah memenuhi persyardfan.

4" Mohamad SamsuQp. Cit.,hal.77.
“8 |swi Hariyani dan Purnomo Serfiant®p.Cit., hal. 92.

% Indonesia (a)Qp. Cit, lihat Pasal 74 dan penjelasannya.
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Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan kecukupdyektifitas,
kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumenyatan pendaftaran
untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran tel@menuhi prinsip
keterbukaan. Bapepam tidak akan memberikan pemilatas keunggulan dan
kelemahan suatu efek yang ditawarkan. Keputusaokumtelakukan investasi
sepenuhnya ada di tangan pemadal.

Jika dalam pernyataan pendaftaran dinyatakan bafekaakan dicatatkan
pada bursa efek dan ternyata persyaratan pencaidéndipenuhi, penawaran
atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesdaknwajib dikembalikan
kepada pemesan. Rencana pencatatan efek di beksmefupakan salah satu hal
penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusdmk melakukan investasi
oleh pemodal. Oleh karena itu, jika janji terselidek dipenuhi, penawaran
umum tersebut menjadi batal demi hukum dan emiggta penjamin emisi efek
wajib mengembalikan uang pesanan efek kepada patasan.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara peay@ampernyataan
pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Kietem tersebut meliputi : (a)
persyaratan tentang jenis dokumen yang termas@ndpérnyataan pendaftaran;
(b) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yaeigkukan IPO; (c) tata cara
penyampaian pernyataan pendaftaran.

Pernyataan pendaftaran serta semua dokumen pergiykunharus
diajukan ke Bapepam secara lengkap walaupun infrteatentu seperti harga
penawaran dan tanggal efektif belum dapat ditemysada saat penyampaian
pernyataan pendaftaran. Pengajuan pernyataan penmdiaftersebut wajib
dilaksanakan oleh emiten atau perusahaan pubBlik.

Emiten atau perusahaan publik bertanggung jawalensémya atas
ketelitian, kecukupan, serta kebenaran dan kejojupandapat dari semua
informasi yang ada di dalam pernyataan pendaft@ema semua dokumen

lainnya yang diajukan kepada Bapepam. Jika ketantomengenai keterbukaan

%0 |swi Hariyani dan Purnomo Serfian®@p. Cit.,hal.161.
*! Indonesia (a)Qp. Cit.,lihat Pasal 76 dan penjelasannya.
%2 |swi Hariyani dan Purnomo Sefiantoc. Cit.,hal. 161.

3 |pid., hal. 162.
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dalam peraturan atau formulir Bapepam tidak relelvagi emiten, perusahaan
publik, atau penawaran umum tertentu, hal terseiolatk perlu diungkapkan
didalam pernyataan pendaftaran.

Perusahaan publik bersamanderwriter membawa dokumen yang
terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan repBan. Prospektus ringkas
merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaammah kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir. Sehingga prospektus rindkasis dibuat ringkas dan padat
yang memuat berbagai informasi terkait dengan pdaen, mulai datompany
profile, kinerja operasional perusahaan seperti neragdaba, proyeksi kinerja
perusahaan serta untuk kepentingan apa dana miestyamedibutuhkari®

Disamping keterangan dan dokumen yang secara khgiis disertakan
dalam pernyataan pendaftaran, emiten dan perusghddik yang mengajukan
pernyataan pendaftaran harus pula menyertakanmafrmaterial lainnya yang
diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peraodal telah memperoleh
informasi yang cukup tentang keadaan keuangan egmatikn usaha emiten atau
perusahaan publik tersebut dan pengungkapan yamgjiltkan tersebut tidak
menyesatkan:® Penjamin pelaksana emisi efek, profesi penunjasgupmodal,
maupun pihak lain yang memberikan pendapat ataerdegan dan atas
persetujuannya dimuat di dalam pernyataan pendaftharus bertanggung jawab
atas pernyataan dan pendapat yang diberikannygaeiana tercantum di dalam
dokumen yang disampaikan kepada Bapepam.

Pengajuan pernyataan pendaftaran dan dokumen pamglhlarus dalam 4
(empat) rangkap dan setiap berkas tersebut hajilid dtau disatukan dengan
cara lain sebagai satu kesatuan atau terdiri ather@pa bagian. Sekurang-

kurangnya, satu naskah pernyataan pendaftaran diameén lainnya harus

% | bid.
%5 Ibid.
%6 |bid.

*"Ibid.
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ditandatangani secara langsung oleh pihak yang mganalisebut dalam
pernyataan pendaftaran dan dibubuhi materai yakigpce?

Pernyataan pendaftaran harus diajukan pada kestasaina terang yang
berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 (duabusatu) x 30 (tigapuluh)
sentimeter. Tabel, grafik, laporan keuangan, dakueh@n lainnya dapat
berukuran lebih besar, tetapi harus dilipat selanggenjadi kurang lebih 21
(duapuluh satu) x 30 (tigapuluh) sentimeter. Prkge dapat berukuran lebih
kecil daripada pernyataan pendaftaran jika dikeakincf

Pernyataan pendaftaran, dan semua dokumen lain ¢@pgkan harus
dicetak (jika mungkin) diketik, atau dipersiapkaendan cara proses lain yang
sama. Dengan demikian, isi berkas tersebut jelagdamdibaca, dan mudah untuk
difotokopi maupun disimpan. Pernyataan pendaftaenas ditulis dalam bahasa
Indonesia, jika dokumen penunjang menggunakan bakas, harus disertai
dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dantégsrhahan tersebut harus
disahkan oleh penerjemah resfii.

Perusahaan bersammaderwriter membawa dokumen yang terangkum
dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepaspdkios ringkas merupakan
keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam nhikiman waktu tiga tahun
terakhir. Untuk itu prospektus ringkas harus secargkas dan padat memuat
berbagai informasi terkait dengan perusahaan, ndalkcompany profilekinerja
operasional perusahaan seperti neraca rugi labgeksi kinerja perusahaan serta
untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhka

Disamping itu, surat pengantar untuk pernyataandg@isran dan
dokumen lain yang diajukan harus diberi nomor sedagrurutan disamping
penomoran intern dan bagian yang berdiri sendpégeprospektus dan dokumen
lain yang diwajibkan. Jumlah dari seluruh halamamngy diserahkan harus
dinyatakan pada surat pengantar pernyataan peratafta

%8 | bid.
%9 |bid., hal.163.
0 Ibid.

*!Ibid.
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Setiap dokumen pendukung dari pernyataan, baik karggung diberikan
maupun yang diberikan dalam rangka memenuhi peaanBapepam yang tidak
merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dmaifat rahasia harus
dipisahkan dari dokumen yang diwajibkan dalam rang&rnyataan pendaftaran.
Dokumen rahasia ini diberi tanda secara jelas demgamintaan supaya tidak
terbuka untuk umun??

Pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO harus nienfoamasi yang
benar tentang fakta material. Apabila dalam propemdaftaran memuat
keterangan yang tidak benar mengenai fakta mhtet@u tidak memuat
informasi tentang fakta material, maka sesuai derkggentuan Undang-undang
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perapeeturan pelaksanaannya
tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nmdsr yang menyesatkan
(misleading information Adapun pihak yang dapat menyesatkan informasi
adalah sebagai berikut®

a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan penaaift

b. Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyatgeemdaftaran

menjadi efektif;

c. Penjamin pelaksana emisi; dan

d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yaegnberikan pendapat

atau keterangan dan atas persetujuannya dimuaimdal@rnyataan

pendaftaan;

Dari tindakan penyesatan tersebut, maka konsekumrsim yang terjadi
adalah wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendaiupun bersama-sama atas
kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebutfeBrgpenunjang pasar modal
hanya bertanggung jawab atas pendapat atau kederayang diberikannya.
Tanggung jawab masing-masing profesi penunjangrpasalal terbatas pada
pendapat atau keterangan yang diberikannya dalangkaa pernyataan

pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya damatumut ganti rugi atas

®2bid.

% Ibid.
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kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau lpem yang diberikan oleh
profesi penunjang pasar mod¥l.

Penjamin emisi efek dan profesi penunjang pasaramtidak perlu
bertanggung jawab jika mereka dapat membuktikaahtdbertindak secara
profesional dan telah mengambil langkah-langkalgyaukup untuk memastikan
bahwa pernyataan atau keterangan yang dimuat aimdpérnyataan pendaftaran
adalah benar. Penjamin emisi efek dan profesi gangmpasar modal juga tidak
perlu bertanggung jawab jika tidak ada fakta mateyang diketahuinya yang
tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yangrldiggn agar pernyataan
pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. Tuntutauti gagi dalam hal terjadi
pelanggaran hanya dapat diajukan dalam jangka wdékta tahun sejak
pernyataan pendaftaran efekff.

Setelah menyampaikan pernyataan pendaftaran, peasgublik wajib
mengumumkan prospektus ringkas yang merupakan rbadgai pernyataan
pendaftaran, sekurang-kurangnya di satu surat Kadn@an berbahasa Indonesia
yang mempunyai peredaran nasional, paling lambédu2) hari kerja setelah
penyampaian pernyataan pendaftaran atau di medaamang lain. Kewajiban
ini tidak berlaku dalam hal IPO di perusahaan kdain menengah atau ditujukan
ke pihak tertentu dan sifat penawarannya terbaResusahaan juga wajib
menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman ptosperingkas,
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah peogwuan prospektus ringkas.

Pernyataan efektif oleh Bapepam merupakan tahapg yaangat
menentukan apakah efek yang akan diterbitkan daj@warkan kepada
masyarakat. Masa sejak pernyataan efektif dikehrarklBapepam hingga

pencatatan di bursa efek disebut Pasar Perdaimadry Markej.

2.2.3. Tahap Penawaran Saham
Tahapan ini merupakan tahapan utama, dimana peasapublik

menawarkan saham kepada masyarakat investor. émw@gpat membeli saham

% Ibid., hal. 164.

% Ibid.
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tersebut melalui agen-agen penjual yang telah jdikunDimulai dengan
penyebarluasan prospektus lengkap kepada inveatorcdlon investor melalui
penjamin emisi dan agen penjual. Selain itu, pengnan prospektus ringkas dan
tambahan informasi di surat kabar cukup memberikbormasi kepada investor
dan calon investor dalam rangka pengambilan kepotinvestasi®

Calon emiten perlu melakukan kegiatan yang disebat showyang
bertujuan untuk menyerap penawaran saham. Dalanmatkagini, calon emiten
bersama dengan pihak terkait lainnya memperkenatfak dan perusahaannya
kepada investor asing dengan cara berkunjung kearaegereka dan melakukan
presentasi di depan investor asifg.

Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hga.keerlu diingat pula
bahwa tidak seluruh keinginan investor dapat tarpedalam tahapan ini, karena
keterbatasan jumlah saham yang ditawarkan. Bijadiehal demikian berlaku
pengaturan tentang penjatahan saham. Sebagah¢eattam yang ingin dilepas
ke pasar perdana sebanyak 100 (seratus juta) sakamntara yang ingin dibeli
seluruh investor berjumlah 150 (seratus lima pulidta saham. Jika tidak
mendapatkan saham di pasar perdana, investor degrabeli saham tersebut di
pasar sekunder, yaitu setelah saham tersebut tii@atdi bursa efek. Pada tahap
ini, harga saham masih ditentukan oleh emiten @ajemin emisi efeR®

Penjatahan saham pada saat penawaran umum dilakiléanmanajer
penjatahan. Manajer penjatahan adalah penjaminkgaeia emisi efek yang
bertanggung jawab atas penjatahan efek dalam fetawaran umum, atau
emiten dalam hal tidak menggunakan penjamin enfigl. eManajer penjatahan
harus mengisi dan mengajukan laporan manajer péRyatmengenai pembagian
efek dalam suatu penawaran umum dalam rangkap gafgrkepada Bapepam

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah thgenjatahan.

 Marzuki Usman,et. al, ABC Pasar Modal Indonesia(Jakarta: Institut Bankir
Indonesia, 1994), hal. 116.

7 Munir Fuady,Pasar Modal ModernCet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996),
hal. 72.

% |swi Hariyani dan Purnomo Serfian®p. Cit, hal. 296.
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Di Indonesia dikenal ada dua metode penjatahan yhkenal, yaitu
penjatahan pastfiked allotment dan terpusatppoling) Dalam penjatahan pasti,
maka penjatahan tersebut dilakukan dengan cargaberikut :

a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentasepiiak-pihak
yang akan mendapatkan penjatahan pasti;

b. Bila terjadi kelebihan permintaan beli, penjaminignefek, agen penjual
efek atau pihak terafiliasi dengannya dilarang melivddau memiliki efek
untuk rekening sendiri ; dan

c. Sedangkan bila terjadi kekurangan permintaan pehjamin emisi efek,
agen penjualan efek, atau pihak terafiliasi dengandilarang menjual
efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkamirak penjaminan
emisi efek, kecuali melalui bursa efek jika telalungkapkan dalam
prospektus bahwa efek akan dicatatkan di bursa efek

Sistem penjatahan lain adalah terpusat yang tehdalijumlah efek yang

dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melailatu penawaran umum.
Bila hal ini terjadi maka manajer investasi haruslakukan prosedur penjatahan
sebagai berikut :

a. Jika setelah mengecualikan pemesan efek terafifiasi masih terdapat
sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besajutalah yang dipesan,
maka pemesan tidak dikecualikan itu akan menerghagh jumlah efek
yang dipesan;

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan efek tesafidedapat sisa efek
yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah dipesan, maglenjatahan bagi
pemesan yang tidak dikecualikan, harus mengikuterkean sebagai
berikut :

1. Efek tersebut dialokasikan secara proporsional @apgecahan, jika

tidak akan dicatatkan di bursa dan;

2. Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyatzerikut, jika

akan dicatatkan di bursa :
a. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang wliepggawai
emiten, sampai jumlah paling banyak 10% (sepuluisgrg dari

jumlah penawaran umum;
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b. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memersétu
satuan perdagangan di bursa, jika terjadi cukupasgberdagangan
yang tersedia. Jika tidak mencukupi, satuan perdgga yang
tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah yHeky termasuk
dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satudagpegan
penuh terbesar yang ditetapkan oleh bursa dimasia tefsebut
akan tercatat; dan

c. Apabila terdapat efek yang tersisa, maka setelgh-ssduan
perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengaloldikikakan
secara proporsional dalam satuan perdagangan ntejpumniah
yang dipesan oleh para pemesan.

Selain itu, ada pula penjatahan bagi pihak tegsiiljika para pemesan
telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masipterdisa, maka sisa efek
dibagikan secara proporsional kepada para pemesitiasi®®

2.2.4. Tahap Pencatatan Bursa Efek

Setelah selesai penjualan saham di pasar perdsat@m tersebut
kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BSBham dicatatkan di BEI,
dibagi atas 2 (dua) papan pencatatan yaitu PapaamaJtdan Papan
Pengembangan. Papan Utama ditujukan untuk Perusdleseatat yang berskala
besar, khususnya dalam hal nilai Aktiva Berwujudste (Net Tangible Asséts
sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratuisrmiSementara Papan
Pengembangan untuk perusahaan-perusahaan yang lpat memenuhi
persyaratan pencatatan di Papan Utdma.

Calon perusahaan tercatat baik yang akan menaata&ham di Papan
Utama maupun yang di Papan Pengembangan wajib nudim@ersyaratan

sebagai berikut*

% |ndonesia (c)Peraturan Bapepam-LK tentang Perubahan Peraturambio|X.A.7
tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan DalamgRarPemesanan Dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran UmumKeputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nd{ad?-
45/PM/2000 (Peraturan No. IX. A.7).

0 |swi Hariyani dan Purnomo Serfian®p. Cit.,hal. 296.

" Alexander Layet. al, Op. Cit, hal. 908.
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. Badan Hukum berbentuk PT.
b. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapdépi@m menjadi

efektif.

Memiliki komisaris independen sekurang-kurangny&@63Qiga puluh

persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yapgtddipilih terlebih

dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan muéditiEfbertindak

sebagai komisaris independen setelah saham peamstdraebut tercatat.

. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kuranga 1 (satu) orang dari
jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terledéhulu melalui RUPS
sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak gab®irektur tidak

terafiliasi setelah saham perusahaan tersebutaérca

. Memiliki komite audit atau menyampaikan pernyataatuk membentuk
komite audit paling lambat 6 (enam) bulan setetahatat, dan memiliki
sekretaris perusahaan.

Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100,0{se Rupiah).

. Calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam Sengkieum.

. Bidang usaha tidak dilarang oleh undang-undang yaedaku di

Indonesia.

Calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam trndpabrikan,

memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALdan yang

bergerak dalam industri kehutanan memiliki seréficolabelling(ramah

lingkungan).

Tabel 1 Persyaratan Pencatatan Papan Utama dan Pap&engembangaff

Papan Utama

Papan Pengembangan

Telah memenuhi persyaratan umum

Telah memenuhygratan umum

Minimal operasional usaha utama
(tiga puluh enam) bulan

3Blinimal operasional usaha 12 (d
belas) bulan

ta

Audit Laporan Keuangan 3 tahun bu
terakhir (2 (dua) tahun terakh
memperoleh pendapat Wajar Tar
Pengecualian)

kAudit

Laporan Keuangan 12 (dU
ibelas) bulan tahun buku terakhir d
paemperoleh pendapat Wajar Tan
Pengecualian

ha
an

pa

Aktiva Berwujud Bersih et Tangible

Aktiva Berwujud Bersih Nlet Tangible

2 Mohamad SamsuQp. Cit, hal. 332.
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Asset) minimal Rp100.000.000.000,0Asset) minimal Rp5.000.000.000.00

(seratus miliar Rupiah) (lima miliar Rupiah)

Jumlah saham pemegang sahalumlah saham pemegang saham

minoritas minimal  100.000.000.00minoritas minimal 50.000.000.00 (lima

(seratus juta) saham atau 35% (tigauluh juta) saham atau 35% (tiga puluh

puluh lima persen) dari modal disetptima persen) dari modal disetor, mana

mana yang lebih kecil yang lebih kecil

Minimal 1.000 (seribu) pemegandMinimal 500 (lima ratus) pemegang

saham memiliki rekening Efek disaham memiliki rekening Efek di

Anggota Bursa Efek dengan Ketentyalinggota Bursa Efek dengan ketentuan

bagi Calon Perusahaan Tercatat bila:| bagi Calon Perusahaan Tercatat bila:

1. Melakukan penawaran umum, makh Melakukan penawaran  umum,
jumlah tersebut, jumlah pada maka jumlah tersebut, jumlah
penawaran umum perdana penawaran umum perdana

2. Berasal dari perusahaan publik. Berasal dari perusahaan publik,
maka dihitung dari pemegamng maka dihitung dari pemegang
saham 1 (satu) bulan terakhir. saham 1 (satu) bulan terakhir

3. Tercatat di Bursa Efek lain, mak&. Tercatat di Bursa Efek lain, maka
dihitung rata-rata pemegang selama dihitung rata-rata pemegang selama
6 (enam) bulan terakhir 6 (enam) bulan terakhir.

Perusahaan tercatat belym
membukukan keuntungan atau
beroperasi kurang 2 (dua) tahun, pada
akhir tahun buku kedua sudah
memperoleh laba dalam proyeksi
keuangan (maksimum tahun buku
keenam).

Apabila  ingin  melakukan  IPOQ
perjanjian penjaminan emisi
menggunakan prinsip kesanggupan
penuh

Prosedur pencatatan calon

perusahaan yang telabkukeh IPO,

mengajukan permohonan pencatatan ke bursa dan rjambiaya pendaftaran
Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk paps#ama dan Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk paparg@mbang dan memenuhi

lampiran sesuai peraturan No.

I-A tentang Penaatédaham dan Efek.

Permohonan pencatatan tersebut harus dilengkapint&k dan informasi, antara

lain, akta pendirian/anggaran dasar, struktur osgan perusahaan (jika ada),

riwayat hidup terbaru masing-masing anggota direksn komisaris, daftar

pemegang saham berikut jumlah persentase kepempikmegang saham beserta

perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir, lapkeaangan tahunan auditan 3
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(tiga) tahun buku terakhir dan laporan keuanganitaud3 (tiga) tahun buku
terakhir dan laporan Keuangan Interim auditan tarafika ada), Sejarah singkat
perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), damlé&n. "

Berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa, bursgangaikan penolakan
atau memberikan persetujuan prinsip atas permohgentatatan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa sejak bursa mestgbe dokumen dan atau
informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi pgamohonan pencatatan
tersebut, bursa akan meminta calon perusahaantaenmelakukan presentasi
mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan buessmg@igkukarcompany visit
ke calon Perusahaan Tercdfat.

Apabila permohonan pencatatan dari calon perusatexaatat disetujui
secara prinsip oleh bursa, maka calon perusahaaratde dan bursa
menandatangani perjanjian pendahuluan dengan betdokisi sesuai dengan
lampiran I-A.2. Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Né.”® Setelah Pernyataan
Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam menjakiifef€alon Perusahaan
Tercatat wajib menyampaikan informasi kepada Bui@a dokumen antara lain
Bukti Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK, prospekiBO, Laporan komposisi
pemegang saham setelah hasil IPO yang bentuk dayaisesuai dengan
Lampiran I-A.3 dan lain sebagain{faPersetujuan pencatatan diberikan Bursa
(setelah memenuhi ketentuan 1V.1.7) selambat-lanyeat (lima) hari Bursa
setelah Bursa menerima dokumen ketentuan IV.1.&ulken diumumkan 1

(satu) hari sebelum perdagangan saham dinfdlai.

2.3. Konsekuensi IPO Sebagai Perusahadso Public
Perusahaan yang telah melaksanakan IPO, sebagaapaan publik

harus siap dengan berbagai konsekuensi dan peahasala yaitu memenuhi

3 Alexander Layet. al, op. cit, hal. 915.
Ibid., hal. 920.

5 |bid.

" Ibid., hal. 922.

" Ibid., hal. 923.
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ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangagrthesturan pelaksanaan
yang mengikutinya. Sebagai perusahaan publik, panailik lama ataupun para
pendiri harus menerima, keterlibatan pihak-pihak, laalam perusahaan yang
didirikannya tersebut. Kenyataan ini harus diterisedbagai suatu sinergi untuk
melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, balgeaa pesaing sekalipun.
Sebagaimana yang diwajibkan oleh Menteri Keuangan 1¥%48/KMK.013/1990,
perusahaan publik harus memenuhi beberapa kesaamgyaitu ;"2
a. Keharusan untuk keterbukadnl( disclosuré
Emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasseieut sesuai
peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK dan #&uEek
Indonesia. Dari segi lain, masalah keterbukaan musemata-mata
tanggung jawab emiten saja, tetapi akuntan puliik imemikul
tanggung jawab mengenai keterbukaan, khususnya kiean
disclosureyang dimuat dalam laporan keuangan yang dipenjsan
Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menga¢mgenai
prinsip keterbukaan ini pada Pasal 85 sampai deRgaal 86.
b. Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasaal mengenai
kewajiban pelaporan.
Setelah perusahago publicdan mencatatkan efeknya di bursa, maka
emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampailkgooran
secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadiepada Bapepam-
LK dan BEI. Seluruh laporan yang disampaikan oletiten kepada
bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, sdoga akan
dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemadalalui
pengumuman di lantai bursa maupun melalui paparfornmasi.
Masyarakat pemodal dapat memperoleh langsung iafgirnersebut
ataupun melalui perusahaan pialang. Hal ini pentiagena sebagian
investor tidak memiliki akses informasi langsungp&ea emiten.
Untuk mengetahui kinerja perusahaan, investor sdeggantung pada

informasi tersebut. Oleh karena itu kewajiban petap dimaksudkan

8 Sunariyahpp. cit.,hal. 36.
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untuk membantu penyediaan informasi, sehingga nmésr tersebut
dapat sampai secara tepat waktu dan tepat gund&éapaestor.

. Gaya manajemen yang berubah dari informal ke farmal
Sebelumgo public manajemen tidak mempunyai kewajiban untuk
menghasilkan laporan apapun, tetapi seswgtalpublic manajemen
harus mempunyai komunikasi dengan pihak luar, mygaBapepam-
LK, akuntan publik, darstakeholder Hubungan-hubungan tersebut
merupakan hubungan formal yang dilakukan kepadakpibar. Dan
aturan-aturan yang berlaku merupakan aturan yapgtddigunakan
oleh semua pihak yang membutuhkan tersebut.

. Kewajiban membayar dividen

Pemodal membeli saham karena mengharapkan adaikgantdalam
hal ini dividen yang dibagi setiap periode. Managanmenjual saham
dengan konsekuensi harus memenuhi tujuan pemodal. itd
merupakan kewajiban manajemen terhadap pemodalbilapaal
tersebut tidak terpenuhi, kredibilitas manajememnakurun. Oleh
karena itu, manajemen harus bekerja keras untukakngsan para
pemodal, dalam arti bahwa manajemen harus membdayden secara
teratur, konstan dan naik.

. Senantiasa berusaha untuk meningkatkan tingkatumpbrthan
perusahaan. Selain kewajiban membayar dividen, jmaea harus
menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dalam ghemsaingan.
Dari segi lain, manajemen senantiasa bekerja keuasuk
memenangkan persaingan. Hal itu semua memerlukaa. daadi,
manajemen harus mencapai titik yang optimal supkyst membagi
dividen yang memadai disamping itu dapat melakukaestasi secara
fisik sesuai dengan lingkungan bisnis.

Tidak melakukan penipuan harga dalam transaksirnateyang
mengandungconflict of interest misalnya transfer pricing dan
pinjaman tanpa bunga.

. Tidak melakukan tindakan yang menjatuhkan hargareati pasar.
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h. Menyampaikan laporan keuangan yang sudah diawsthiorf{ form
report) langsung ke alamat pemegang saham.

I.  Menyampaikan laporan insidentil atas suatu perésirang terjadi dan
dapat mempengaruhi harga saham di pasar, misaleypakiran

pabrik, gudang, atau mesin, dan demo buruh yangsakmpabrik.

2.4.Tahap Persiapan Yang Dilakukan PT. Krakatau Stel (Persero) Tbk
2.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham PT. Krakatau Ste@lersero) Tbk

Tahap awal yang telah dilakukan oleh PT. KrakatelSPersero) Tbhk
adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RURBK memutuskan
status perseroan dari tertutup menjadi persercanka yang termuat dalam akta
No 135/201 tanggal 21 Agustus 2010, dimana Angpdasar Perseroan yang
termaktub dalam Akta No. 135/2010 telah memuat tamiss dari ketentuan (a)
Peraturan [X.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran DaBarseroan Yang
Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Réaen Publik (“Peraturan
IX.J.1"), (b) Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesdafek Terlebih Dahulu
(HMETD), (c) Peraturan IX.D.4 tentang PenambahanddoTanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, (d) Peraturan IX.E4dn (e) Peraturan IX.E.2.
Perubahan tersebut telah didaftarkan Menteri Hukdam Ham dan telah
mendapatkan persetujuan dengan No. AHU-43147. AHA2DTahun 2010 pada
tanggal 1 September 2010, sesuai dengan ketentmalang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbétas.

Selanjutnya perusahaan melakukan RUPS 7 OktoberO, 2@¢ang
dituangkan dalam Akta No. 75/2010, telah disetupgningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan oleh Negara Rkplrigdonesia sebesar
Rp1.310.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratusuggp miliar) dimana sebesar
Rp1.303.465.272.478,00 (satu triliun tiga ratus tgiliar dua ratus tujuh puluh
dua juta empat ratus tujuh puluh delapan Rupiahupakan Pernyetaan Modal
Negara (PMN) pada Perseroan berdasarkan Perateraaridftah No. 52 Tahun
2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK2080 tanggal 6 Oktober
2010 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Megmda Perusahaan

" Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Perserk) fill. 72.
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Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel, dan Rp&5R%22,00 merupakan
kapitalisasi Laba DitaharRetained Earningper 30 Juni 2010 sehingga modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkatri dsemula
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) menj&h6.310.000.000.000,00
(enam triliun tiga ratus miliar) anggaran dasardyabah sesuai Pasal 21 Ayat (2)
huruf f UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroabaftas bahwa pengubahan
status menjadi perusahaan terbiRa.

Perubahan anggaran dasar tersebut kemudian dimmandalam Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 75 tangdeober 2010, dibuat
dihadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sptiyj S.H., Notaris di Jakarta.
Akta No 75/2010 dimaksud telah diterima dan dicdiadlalamdatabaseSistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hakash Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pentgasita Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.10-25693 tanggal 11 Okt&Hr0.

2.4.2. Penjaminan Emisi Efek PT. Krakatau Steel (Asero) Tbk
2.4.2.1. Ketentuan Tentang Penjaminan Emisi Efek PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang akayatlalam Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran UmunsdPean, sebagaimana
termaktub dalam Akta No. 29 Tanggal 4 SeptemberO2@l dengan Akta
Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PenawabUmum Saham
Pendanaan Perseroan, sebagaimana termaktub dalemNak 317 tanggal 26
Oktober 2010, keduanya dibuat dihadapan Aulia Tauf&, pengganti dari
Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, para Penjaminidenkfek yang namanya
tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyeuntuk menawarkan dan
menjual saham baru yang dikeluarkan dari porteppb#dla masyarakat sebesar
bagian penjaminannya masing-masing dengan kesaaggupenul full

commitmentsebesar 100% (seratus persen) dari jumlah salbag gitawarkan

¥ 1bid., hal. 2.
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dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar Rp3.15800@0 (tiga milyar
seratus lima puluh lima juta Rupiah) saham biaas aama baru (saham bafth).

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatajerse baik tertulis
maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnyaydaig akan ada dikemudian
hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikutasddlam penjaminan
emisi saham perseroan telah sepakat untuk meldt@anmgasnya masing-
masing sesuai dengan peraturan Bapepam No. IXghfarig Tanggung Jawab
Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dantdhamaEfek Dalam
Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketuee@ep No. Kep-
45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Entiéek menyatakan
menjamin secara kesanggupan perfuth ¢ommitmentterhadap penawaran ifff.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serseptase dari anggota
sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran UmunseP@an adalah sebagai

berikut:®*

Tabel 2 Anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek IPO . Krakatau Steel %

NO Penjamin Emisi (saham) Porsi Penjaminarn Persentase
(Rp)

Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek

1. | PT. Bahana Securities 1.048.400.000 891.140.000.00(B3,23%
2. | PT. Danareksa Sekuritas 1.048.400.0P0 891.140.000/0 33,23%
3. | PT. Mandiri Sekuritas 1.048.400.000 891.140.000.000 33,23%
Para Penjamin Emisi Efek
1. PT AAA Securities 200.000 170.000.000 0,01%
2. | PT Asjaya Indosurya 200.000 170.000.000 0,01%
Securities
3. | PT Bapindo Bumi 200.000 170.000.000 0,01%
Sekuritas
4. | PT Bhakti Securities 200.000 170.000.000 0,019
8 |pid., hal. 200.
8 | pid.
8 |bid.
8 |bid.
% Ibid., hal. 201.

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



41

5. | PT Bumiputera Capital 200.000 170.000.000 0,01%
Indonesia

6. | PT BNI Securities 200.000 170.000.000 0,01%

7. | PT CIMB Securities 200.000 170.000.000 0,01%

8. | PT Ciptadana Securities ~ 200.000 170.000.000 0,01%

9. | PT Citi Pacific 200.000 170.000.000 0,01%

10. | PT Danasakti Securities 200.000 170.000.000 0,01%

11. | PT Dhanawibawa 200.000 170.000.000 0,01%
Arthacemerlang

12.| PT Danpac Securities 200.000 170.000.000 0,01%

13.| PT Erdikha Elit 200.000 170.000.000 0,01%
Sekurities

14.| PT Evergreen Capital 200.000 170.000.000 0,01%

15. | PT Equity Securities 200.000 170.000.000 0,01%
Indonesia

16. | PT e-Capital Securities 200.000 170.000.000 0,01%

17.| PT HD Capital Thk 200.000 170.000.000 0,01%

18. | PT Henan Putihrai 200.000 170.000.000 0,01%

19. | PT Indomitra Securities 200.000 170.000.000 0,01%

20. | PT Inti Fikasi Securindg 200.000 170.000.000 0,01%

21.| PT Investindo Nusantarfa  200.000 170.000.000 0,01%
Sekuritas

22.| PT Jakarta Securities 200.000 170.000.000 0,01%

23.| PT JJ NAB Capital Thk 200.000 170.000.000 0,01%

24.| PT Kresna Graha 200.000 170.000.000 0,01%
Sekurindo Tbk

25.| PT Lautandhana 200.000 170.000.000 0,01%
Securindo

26.| PT Madani Securities 200.000 170.000.000 0,01%

27.| PT Majapahit Securitieg 200.000 170.000.000 0,01%

28. | PT Makindo Securities 200.000 170.000.000 0,01%

29. | PT Makinta Securities 200.000 170.000.000 0,01%

30. | PT Masindo Artha 200.000 170.000.000 0,01%
Securities

31.| PT Mega Capital 200.000 170.000.000 0,01%
Indonesia

32.| PT Minna Padi 200.000 170.000.000 0,01%
Investama

33.| PT Nusantara Capital 200.000 170.000.000 0,01%
Securities

34.| PT OSK Nusadana 200.000 170.000.000 0,01%
Securities

35.| PT Pacific Capital 200.000 170.000.000 0,019

36.| PT Panca Global 200.000 170.000.000 0,01%
Securities

37.| PT Panin Sekuritas Tbk 200.000 170.000.000Q 0,01%

38.| PT Philip Securities Ind 200.000 170.000.000 0,01%
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39. | PT Reliance Securities 200.000 170.000.000 0,01%

40. | PT Recapital Securities 200.000 170.000.000 0,01%

41.| PT Samuel Sekuritas 200.000 170.000.000 0,01%
Indonesia

42.| PT Sucorinvest Central 200.000 170.000.000 0,01%
Gani

43.| PT Sinarmas Sekuritas 200.000 170.000.000 0,01%

44.| PT Transpacific 200.000 170.000.000 0,01%
Securindo

45.| PT Trimegah Securities 200.000 170.000.000 0,01%
Tbk

46. | PT Universal Broker 200.000 170.000.000 0,01%

47.| PT UOB Kay Hian 200.000 170.000.000 0,01%
Securities

48. | PT Victoria Sekuritas 200.000 170.000.000 0,01%

49.| PT Yulie Securindo 200.000 170.000.000 0,01%

JUMLAH 000.000 68 0.000.00 00,00%

Negara Republik Indonesia masing-masing memilikis@@ (dua puluh
dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus medai modal ditempatkan
dan disetor penuh dalam PT. Bahana Pembinaan Usalomesia (Persero)
sedangkan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesgei®ememiliki 99,99%
(sembilan puluh sembilan per sembilan puluh sembilgersen) modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana iBesumdengan demikian
antara Perseroan dengan PT Bahana Securities dedmfamin Pelaksana Emisi
Obligasi adalah terafiliasi melalui kepemilikan aah oleh Negara Republik
Indonesid®

Negara Republik Indonesia memiliki 100% (seratussg®) dari jumlah
saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Riaréksa (Persero),
sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,9%¥l{gan puluh sembilan
per sembilan puluh sembilan) dari jumlah modal yditgmpatkan dan disetor
penuh pada PT Danareksa Sekuritas. Dengan demamdara Perseroan dengan
PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksams Efek adalah terafiliasi
melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik ireia .’

Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lemlsgham Seri A

% |pid.

8 |bid.
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Dwiwarna dan 31.000.000.000 (tiga puluh satu njili&ham Seri B atau
69,211% dari jumlah modal yang ditempatkan dantdigeenuh pada PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, sedangkan PT Bank Mandireréero) Tbk memiliki

95,69% (sembilan puluh lima per enam puluh semlpknsen)dari jumlah modal
yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Ma8dkuritas. Dengan demikian
antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas sélakiamin Pelaksana Emisi
Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saharteho Negara Republik

Indonesia®®

2.4.2.2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perga PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbhk
Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berkisdasil kesepakatan
dan negosiasi PT. Krakatau Steel (Persero) Thkatepgra Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dalam hal ini adalah PT. Bahana Seait{Terafiliasi), PT.
Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dan PT. MarBi@kuritas (Terafiliasi}®
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp850,00 (dektpa lima puluh
Rupiah) juga mempertimbangkan hasdokbuildingyang telah dilakukan para
penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukanajdain kepada para
investor di pasar domestik dengan pertimbangangséberikut:*
a. Kondisi pasar pada saabokbuildingdilakukan;
b. Permintaan investor;
c. Permintaan dari calon investor yang berkualitas taality Institutional
Buyer(QIB);
d. Kinerja Keuangan Perseroan;
e. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja epmma, sejarah
singkat, prospek usaha dan keterangan mengenaistindbaja di
Indonesia;

f. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, opetasikinerja Perseroan,

% |bid.
8 |pid., hal. 202.

% bid.
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baik di masa lampau maupun pada saat ini, sertappkousaha dan
prospek pendapatan di masa mendatang;

g. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

h. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan pterennilai pasar dan
berbagai metode penilaian untuk beberapa perusajeen bergerak di
bidang yang sejenis dengan Perseroan.

I. Penilaian berdasarkan rasio perbandindamce Earning (P/E) dari
beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bufsk Egional yang
dapat dijadikan perbandingan; dan

J.  Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

2.4.3. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam RangkaPO PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yangtaerplalam IPO ini
adalah sebagai berikdt:
a. Kantor Akuntan Publik : KAP Purwantono, SuhermanS&rja (dahulu
KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) yang beralagn&edung Bursa
Efek Indonesia, Menara 2, Lantai 7, JI. Jend. $oualr Kav 52-53, Jakarta
12190 Indonesia.
Akuntan Publik : Indrajuwana Komala Widjaja, No ST 291/PM/STTD-
AP/2001 tertanggal 13 Februari 2001, Asosiasi Riofe IAPI, No
keanggotaan profesi 950, Surat Penunjukkan Ke$269/MBU/2010
tanggal 7 Mei 2010
Tugas Pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksamakaudit
berdasarkan standauditing yang ditetapkan ole IAPI. Standar tersebut
mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan rdelaksanakan
audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa dap&euangan
bebas dari salah saji material. Suatu audit melgrrmeriksaan, atas dasar
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumladan

pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juggutepenilaian atas

1 bid., hal. 203.
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prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi fkgm yang dibuat oleh
manajemen, serta penilaian terhadap penyajian dapkeuangan secara
keseluruhan®?

. Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm, MenBedavia, Lantai
7, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220. NoTB :
KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 February 2005; No AstggHKHPM
227/PM/STTD-KH/1998, tanggal 5 Oktober 1998; Pedoniterja :
Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampitari Keputusan
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHEOQ5 tanggal
18 Februari 2005; Surat Penunjukkan : S-269/MBUREdInggal 7 Mei
2010

Tugas Utama dari Konsultan Hukum dalam rangka IPO adalah
melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara imdepe sesuai dengan
norma atau Standar Profesi dan kode etik konsuhakum dan
memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum fakts yang ada
mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perskepaua Konsultan
Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersedlaiht dimuat dalam
Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakanjglasan atas
Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang telgksahkan dari
Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif camdmi.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatddehwa tidak
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, badara langsung
maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalamo. 8/1995%
Notaris : Sutjipto S.H., Menara Sudirman, Lantai J18Jend. Sudirman
Kav 60 Jakarta 12190 ; No. STTD : 11/STTD-N/PM/1986. Assosiasi
211.5.017.051050 ; Pedoman Kerja : UU No. 30/20Cfatang Jabatan
Notaris; Surat Penunjukkan : S-269/MBU/2010 tanggisdei 2010.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penupjdalam IPO antara

lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-aktabselgan dengan

%2 bid.

% bid., hal. 204.
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IPO, antara lain perubahan seluruh Anggaran DaseseRoan, Perjanjian
Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan AdmnisisEfek.>*

. Penilai : KIPP Antonius Setiady dan Rekan, Wisrnatelj Baru, JI. Yusuf
Adiwinata, SH No. 41, Menteng, Jakarta 10350.

No STTD : 04/PM/STTD-P/AB/2006 ; No. Assosiasi GAPP021-
I/KIPP.9.09-PP ; Pedoman Kerja : Standar Pemildralonesia (SPI-
2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ; $uPanunjukkan : S-
269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010.

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangkaniPsesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yangakoerimeliputi
pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasiauBanseroan serta
melakukan penilaian berdasarKddLAI PASAR” atas aktiva tetap yang
dimiliki dan atau dikuasai Perseroan per tanggal@@l 2010 yang terdiri
atas : tanah, bangunan, dan sarana pelengkap mesin-dan peralatan,
dan kendaraan yang terletak diberbagai wilayah rdiomesia, dan
kendaraan yang terletak di berbagai wilayah Indenedalam
melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkalai NRasar,
perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Stacidéaian Indonesia
(SPI1-2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEP).

. Biro Administrasi Efek dilakukan oleh PT BSR Indsie Komplek
Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, JI, Kitasyim Ashari,
Jakarta 10150.

No STTD : 921/KMK.010/1990 ; No Assosiasi : AsosiaBiro
Administrasi Efek Indonesia (ABI) ; Pedoman Kerja320/BSR/DIR-
BMI/X-2009 tanggal 29 Oktober 2009 ; Surat Penuajuk: S-
269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE)aa rangka IPO ini,
sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pastal Mang berlaku,

meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Dafeanedanan

% Ibid., hal. 206.

% |bid., hal. 205.
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Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesananetabdiian Saham
(FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen setagai disyaratkan
dalam pemesanan pembelian saham dan telah mermEgatujuan dari
Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukank udtberikan

penjatahan saham, serta melakukan administrasi gzerae dan
pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tarsBAE. Para
Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BARiliki hak

untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi petsyapemesanan
yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jondaham yang
ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sedaapan rumus
penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahancetak Formulir
Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan pemga. BAE juga
bertanggung jawab menerbitan Surat Kolektif Sah&KS) apabila
diperlukan, dan menyusun laporan IPO sesuai demgaaturan yang

berlaku®®

2.5. Tahap Pendaftaran IPO PT Krakatau Steel (Perse) Tbk

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukamawaran Umum

Perdana sesuai dengan persetujuan Dewan Perw&dlgrat Republik Indonesia

yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakildty@®aRepublik Indonesia
No. PW.01/5972/DPR RI/IX/2009 tanggal 16 Septemd@09, serta penetapan
dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pemateesmerintah Republik
Indonesia No. 67 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 28@tang Perubahan Struktur

Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dajuBkxm Saham Baru pada

perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel.

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang selanjutrigabdt “Perseroan”

telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emikideteubungan dengan IPO

ini kepada Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan {LBakarta dengan surat

% |bid., hal. 206.

Ibid., hal. 2.
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No. 371/DU-KS/2010 pada tanggal 6 September 20%0asalengan persyaratan

yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Insiandlo. 8 tahun 1995

tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam LembararafdeBepublik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara N@ @&fanjutnya disebut

“UU Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaantiya.

Kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum ke ptgbengajuan

pendaftaran IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbéuase dengan syarat

pendaftaran peraturan Bapepam No IX. A. 1 dan Kegaut Ketua Bapepam-LK
No. KEP-111/PM/1996, tanggal 24 Desember 1996 yateh dilengkapi dan
sesuai persyaratan adalah sebagai berikut :

a.

Rencana Jadwal IPO yang akan dilaksanakan padagaiang,3,4
November 2010.

Menyediakan Prospektus, Prospektus awal dan praspakgkas.

c. Menyiapkan contoh surat efek

d. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Puata@o, Suherman

telah

& Surja

Surat dari Akuntan Publik KAP Purwantono, Suher®&gsurja

Surat Pernyataan dari Emiten di bidang Akuntansi

Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan gbaoyeksi dalam

prospektus

. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukurn Makes &

Partners Law Firm

Riwayat hidup dari komisaris dan direksi

Perjanjian penjaminan emisi efek dalam Akta PeiganNo. 29 tanggal 4
September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Awafani, S.H.
pengganti dari Sutjipto, S.H.

Seluruh persyaratan dan kelengkapan dokumen, ia&rmaterial, diatas

diajukan oleh emiten kepada Bapepam-LK dalahtemendapatkan

persetujuan dari Bapepam-LK tanggal efektif 29 ®kto2010 dengan Surat No.

S-9769/BL/2010. Penjamin emisi efek dan profesi ungeng pasar modal

% prospektus Ringkas PT Krakatau Steel (Persero) faik1.

% Alexander Layet. al, Op. Cit, hal. 277 - 280.
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bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberketerangannya dalam

pernyataan pendaftaran.

2.6. Tahapan Penawaran Saham PT Krakatau Steel (Peero) Tbhk

Sebelum melakukan penawaran saham IPO kepada pDbigktur Utama
PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk telah mengadakam Deal Roadshovke
beberapa Negara investor antara lain: Singapuragkémg, Inggris (London),
USA (New York) dan (Boston). Kegiatamoadshow ini bertujuan untuk
menawarkan investasi kepada investor asing aganibh&r membeli saham PT.
Krakatau Steel sesuai penjatahannya, tetapi labtardakan investor lokal dalam
hal ini."®

Masa penawaran saham perdana/IPO berlangsung séaftiga) hari
kerja, yaitu pada tanggal 2 — 4 November 2010. danawaran akan dimulai pada
pukul 09.00 — 15.00 WIB, bertempat di PT. Bank Man@ersero), Tbk Cabang
Jakarta Kebon Sirih, JI. Tanah Abang Timur No. JaRarta Pusat. Tanggal akhir
penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisk BEf#n Perseroan
menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemegaitartanggal 8 November
R0

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesogard ketentuan-
ketentuan dalam Prospektus dan Formulir Pemesarnambdfian Saham
(selanjutnya disebut FPPS). Pemesanan pembeliaamsaltilakukan dengan
menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjdf@laksana Emisi
Efek.'%

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pemiseli@m adalah
perorangan dan/Lembaga/Badan Usaha sebagaimanar dialam Undang-
Undang NO. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 189%ang Pasar Modal,
Peraturan IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepém Kep-48/PM/1996

19 Anindityo Wicaksono, Marga Saham IPO Krakatau Steel Rendah, Pemerineatup
Investigasl, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/13/880/19/2/Harga-Saham-IPO-
Krakatau-Steel-Rendah-Pemerintah-perlu-Investigagjgal 19 November Pukul 12.32 WIB.

101 Alexander Layet. al.,Op. Cit, hal. 377.

192 |pid., hal. 377.
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tanggal 17 January 1996 tentang Tanggung Jawab j&faRanjatahan Dalam
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawsraum/IPO,
sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputisaa Bapepam No. KEP-
45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2088.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilaku&dalah sistem
kombinasi yaitu Penjatahan Paskixed Allotment dibatasi sampai dengan
jumlah maksimum 98% (Sembilan puluh delapan perdan)jumlah saham yang
ditawarkan, dimana didalamnya termasuk jatah kaayaRerseroan sebesar 5%
(lima persen), Investor Asing 34.66% dan Investokdl 65%. Sisanya sebesar
2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan TergiBeating untuk masyarakat
umum. %

Penjatahan Pastirixed Allotmenk dibatasi 98% (Sembilan puluh delapan
persen) dari jumlah yang ditawarkan termasuk j&etada karyawan Perseroan
sebanyak 5% (lima persen) dari nilai emisi, yangna#lialokasikan namun tidak
terbatas pada'®®
a. Dana Pensiun
b. Asuransi
c. Reksadana
d. Korporasi
e. Perorangan
f. Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui MEBW&n@agement and

Employee Stock Allocatioatau program penjatahan saham manajemen
dan karyawan berdasarkan surat keputusan direksi 38IC/DU-
KS/kpts/2010 tanggal 27 September 2010 tentangnfétuPelaksanaan
Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Karyawan dan jstaea melalui
MESA dan MESOPNlanagement and Employee Stock Option Rlan
Pelaksanaan penjatahan dengan menggunakan sistejataRan Pasti

(diluar penjatahan kepada karyawan Perseroan), mpak@atahan tersebut hanya

1931hid., hal. 376.
194 pid., hal. 378.

1% |pid.
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dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyarataygqratan sebagai berikut :
106

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya peseedan pihak-
pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti d&i@m

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam IP&gappenjamin emisi
efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilgramembeli atau
memiliki saham untuk mereka sendiri.

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalB@, para penjamin
emisi efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannijardng menjual saham
yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkamtrizk Para Penjamin
Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diuagkan dalam
Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatathaursh.

Penjatahan TerpusaPdoling), dibatasi sampai dengan 2% (dua persen)
dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham ydipgsan melebihi jumlah
saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahars maelaksanakan prosedur
penjatahan sebagai berikuf*

a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham yangungan hubungan
Istimewa (Direktur, Komisaris, pekerja atau piha&ng memiliki 20%
(dua puluh persen) atau lebih saham dari suatuspkaan efek yang
bertindak sebagai para penjamin emisi efek ataakpyfang mempunyai
hubungan istimewa dengan semua pihak sehubungayamndPO, dan
terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lesiér dari jumlah
yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecuaitkamkan menerima
seluruh jumlah saham yang dipesan.

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mgaigdubungan
Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnyh kedzil dari jumlah
yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yalgdiklecualikan itu

akan dialokasikan.

198 |pid., hal. 379.

197 |bid.
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Penjatahan bagi pihak yang mempunyai hubungan estan jika para
pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yangnighlakunyai hubungan
istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya @aihrterdapat sisa saham,
maka sisa saham tersebut dibagikan secara propaldtepada para pemesan

yang mempunyai hubungan istimew®.

2.7. Tahap Pencatatan Saham PT Krakatau Steel (Psgro) Tbhk

Setelah melalui 3 (tiga) tahapan IPO diatas m#&Kg, Krakatau Steel
(Persero) Tbk, melakukan pencatatan di Bursa Hfdikresia yang dilaksanakan
pada tanggal 10 November 2010 dan selanjutnya BEhgeluarkan surat
pencatatan pada tanggal 11 November 2010 dengan Reng-P-
0100/BEI.PPR/11.2010, serta memberikan kode emiteiRAS untuk
perdagangan di bursa dalam Papan Pencatatan UtamaKrakatau Steel
(Persero)Tbk, masuk dalam kategori Papan Pencdidtama dikarenakan dalam
hal nilai Aktiva Berwujud Bersih Net Tangible Assets sebesar
Rp13.343.701.000.000,00 (tiga belas triliun tigtusatiga puluh empat miliar
tujuh ratus satu juta Rupiat§?

Dalam pencatatan di BEI PT. Krakatau Steel (Pejsdrbk telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalanupsngberundang-undangan,
dimana PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk merupakadarm hukum yang
berbentuk BUMN, selain itu juga sudah menyampaik@mdaftaran kepada
Bapepam yang efektif per tanggal 29 Oktober 201Qaloie surat No S-
9769/BL/201. Sedangkan PT. Krakatau Steel (Persé@ik juga memiliki
komisaris independen sebanyak 50% (lima puluh pgrsal ini telah melebihi
persyaratan yang telah diatur di dalam peraturamung@ng-undangan yang

menetapkan sebanyak 30% (tiga puluh perséh).

% bid., hal. 380.

199 Bursa Efek Indonesia,Pengumuman Bursa Pencatatan Saham PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk (KRAS) Papan Pencatatan Utama NogH#e0100/BEI.PPR/11-2010diakses
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAnd#uncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/
From_EREP/201011/KRAS_B006_STD_0030032351.PDF, ptggal 13 November 2011
Pukul 19.35 WIB.

10 1pid.
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Selanjutnya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbhk mlkemirektur yang
tidak terafiliasi 1 (satu) orang yaitu Bapak Sukamd/ang telah dipilih terlebih
dahulu melalui RUPS tanggal 7 Oktober 2010, yamgadigkan dalam Akta No.
75 Tahun 2010, perihal Pernyataan Pemegang Sahair&katau Steel. Setelah
melalui RUPS, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk jugmgangkat Komite Audit
untuk membentuk komite audit danorporate secretary***

Nilai nominal saham yang disyaratkan dalam peratupgrundang-
undangan adalah Rp100,00 (seratus Rupiah) sedangkanKrakatau Steel
(Persero) Tbk memiliki nilai nominal saham Rp500(0fha ratus Rupiah). PT.
Krakatau Steel (Persero) Thk , tidak tercatat dadamgketa hukum serta bidang
usahanya tidak bertentangan dengan undang-undamgy bexlaku di Indonesia
(tidak melanggar norma-norma hukurt:

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang palsdgan PT. Krakatau
Steel juga memiliki Perizinan di bidang lingkungherupa Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan demikian, prospsncatatan yang
diajukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbhk kel Belah memenuhi
persyaratan sesuai dengan Lampiran |-A.2 PeratBfanBursa Efek Indonesia
No. 1-A. '3 Persyaratan yang telah dipenuhi oleh PT. Krak&izmel (Persero)
Tbk secara ringkas dibuat dalam perincian sebasyéil.

Tabel 3 Data Umum

Nama Emiten PT Krakatau Steel (Persero) Thk
Kode Emiten KRAS

Papan Pencatatan Utama

Tanggal RUPSLB 07 Okt 2010

Biaya Pemeriksaan Pendahuluan 15.000.000

Harga Saham per Lembar yang 850

Menjadi Dasar Perhitungan
Kapitalisasi Pasar untuk Keperluan
Perhitungan Initial Listing Fee

SubSektor METAL AND ALLIED PRODUCTS
Keterangan tentang Kegiatan Usaha Industri Baja
Utama

id.

"2 bid.

113 Alexander Layet. al, Op. Cit, hal. 920.
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Keterangan tentang Produk Utama
Perseroan/Anak Perusahaan

aja

Baja lembaran canai panas, b
lembaran canai dingin dan batang
kawat baja

Alamat Kantor Pusat Emiten

JI Industri No. 5 PO Box 14 Cilegon
Banten 42435

Alamat Surat

Gedung Krakatau Steel Lantai 4
JI Jend Gatot Subroto Kav. 54
Jakarta Selatan 12950

Nomor Telepon

(021) 5221255

Nomor Fax (021) 5200876

Nomor NPWP 01.000.054.5-051.000

Nomor NPKP 0

Alamat NPWP JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 54
Jakarta

Alamat Email corsec@krakatausteel.com

Alamat Website www.krakatausteel.com

Nama Corporate Secretary
Alamat Email Corporate Secretary

Andi Firdaus
andi.firdaus@krakatausteel.com

Tabel 4 Susunan Direksi

Susunan Direksi Nama

Direktur Utama Fazwar Bujang
Direktur Syahrir Syah Pohan
Direktur Yerry

Direktur Sukandar

Direktur Dadang Danusiri
Direktur Irvan Kamal Hakim

Tabel 5 Susunan Direksi

Susunan Komisaris

Komisaris Utama Zacky Anwar

Komisaris Mochammad Imron Zubaidy
Komisaris Ansari Bukhari

Komisaris Alexander Rusli

Tabel 6 Komite Audit

Susunan Komite Audit
Ketua

Mochammad Imron Zubaidy

Anggota

Natsir Jafar

Anggota

Darto Yudhi

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



55

Tabel 7 Profesi Penunjang IPO

Profesi Penunjang untuk IPO
Nama Penjamin Emisi

Nama |
PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa
Sekuritas, PT Bahana Securities

Nama Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Suhermanu&jes

Nama Konsultan Hukum

Makes & Partners Law Firm

Nama Appraisal

KJPP Antonius Setiady dan Rekan

Nama BAE

PT Bhakti Share Registra

Nama Notaris

Sutjipto SH.

Tabel 8 Data Keuangan
Data Keuangan yang Digunakan

untuk IPO

Keterangan

Tahun Buku

2010

Periode Laporan Keuangan

1 Januari s/d 31 Desember

Tanggal Neraca

30 Jun 2010

Opini Akuntan

Wajar Tanpa Pengecualian dengan
Paragraf Penjelasan

Signing Partner

Indrajuwana Komala Widjaja

Mata Uang Laporan Keuangan

IDR

Total Asset

13.343.701.000.000

Total Kewajiban

6.636.363.000.000

Modal Disetor

2.000.000.000.000

Saldo Laba Ditahan (Defisit)

Telah Ditentukan Penggunaannya

3.393.443.000.000

Belum Ditentukan Penggunaannya

(79.405.000.000)

Ekuitas

6.635.971.000.000

Pendapatan 9.000.210.000.000
Laba (Rugi) Usaha 1.215.844.000.000
Beban Pajak 346.290.000.000

Pos Luar Biasa

0

Laba (Rugi) Bersih

997.753.000.000

Laba (Rugi) Bersih per Saham Sebelui00

Pos Luar Biasa

Laba (Rugi) Bersih per Saham Setelahl00

Pos Luar Biasa

Per Aktual Saat IPO

0

Per Proyeksi yang Menjadi Dasar
Penentuan Harga IPO

0
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Tabel 9 Informasi Saham

Saham Keterangan |
Mata Uang IDR
Tanggal RUPSLB 7 Okt 2010
Jumlah Saham Tercatat
Saham Pendiri 12.620.000.000 lembar
Penawaran Umum 3.155.000.000 lembar
Jumlah saham yang Tidak Tercatat 0 lembar
Harga Penawaran Umum 850
Nilai Nominal Saham 500
Tanggal Pencatatan Saham 10 November 2010
Tanggal Mulai Perdagangan 10 November 2010

Tabel 10 Data Anak Perusahaan

Kegiatan Usaha Persen Total Asset
Utama Kepemilikan
PT Krakatau Manufaktur Baja 100% 1.063.223.000.000
Wajatama Profil dan Tulangan
PT Krakatau Distributor dan 100% 610.917.000.000
Daya Listrik Penghasil Listrik
PT KHI Pipe Manufaktur Pipa Baja  98,48% 700.549.000.000
Industries
PT Krakatau Industri Real Estat 100% 392.982.000.000
Industrial Estate
PT Krakatau Rekayasa dan 100% 681.837.000.000
Engineering Rancang Bangun
PT Krakatau Jasa Pengelolaan 100% 255.702.000.000
Bandar Pelabuhan
Samudera
PT Krakatau Distributor dan 100% 197.646.000.000
Tirta Industri Pengolahan Air
PT Krakatau Jasa Pelayanan 97,55% 98.394.300.000
Medika Kesehatan
PT Krakatau Pemasok Teknologi 100% 61.976.000.000
Information Komputer
Technology
PT Meratus Jaya | Manufaktur Besi dan 66% 609.846.000.000
Iron & Steel Baja

Bahwa dari uraian diatas, maka secara ringkas prpsaawaran umum (IPO)

yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Perserd&)ddalah sebagai berikut :
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Skema 2 Proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

Proses di Emiten:
Penunjukan Notaris, Akuntan, Konsultan
Hukum, Penjamin Pelaksana, BAE

6 September 2010

4
X | 23 September 2010
Proses di !
Bapepam LK :
| 28 September 2010
v
A 8 Oktober 2010
Penawaran | ! [ 12 Oktober 2010
Awal Oleh '
Penjamin Emisi |
Bersama Emiten E 12 - 26 Oktober 2010
Y| 27 Oktober 2010
Proses di A
Bapepam LK
2l v 29 Oktober 2010
Al 1-2 November 2010
E 2 — 4 November 2010
Pasar Perdana E 8 November 2010
E 9 November 2010
: 10 November 2010
Pemantauandi |+ | 15 November 2010
Bapepam LK !
v 3 Desember 2010

RUPS, DPR: Komisi VI dan Komisi XI

Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Permintaan Perubahan/Tambahan Informasi

Jawaban Atas Permintaan Perubahan/Tambahan Informg

Pemberian ljin Publikasi Prospektus Ringkas

Pengumuman Prospektus Ringkas

Penawaran Awal

Penyampaian Harga Penawaran dan Informasi Lainnya

Pernyataan Pendaftaran Efektif

Pengumuman Perbaikan/Tambahan Atas Prospektusdgin

ok

Masa Penawaran Umum

Penjatahan

Distribusi Efek/Refund

Listing di Bursa Efek Indonesia

Laporan Hasil Penawaran Umum

Laporan Penjatahan yang Diaudit oleh Akuntan Publik
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Tabel 11 Detail Proses IPO PT. Krakatau Steel (Peeso) Thk''*

Tanggal

Keterangan

Persiapan Emiten sebelum penyampaian doku
pernyataan pendaftaran ke Bapepam — LK.

men

6 September 2010

Perseroan menyampaikan pernyapemdaftarar
melalui surat No. 371/DU-KS/2010, dalam rang
penawaran umum saham sebanyak 3.155.00(
saham biasa atas nama Seri B baru (saham
dengan nilai nominal Rp500,00 setiap saham atau
dari modal ditempatkan dan disetor penuh saham
B.

Berdasarkan Peraturan Bapepam LK IX.A.2 perse
menyampaikan dokumen pernyataan pendaft
terdiri dari:

Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
Prospektus

Prospektus Ringkas

Rencana Jadwal Penawaran Umum

Contoh Surat Efek

Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari Emite

~LGFo_Fo D

a.Akuntan;

b.Notaris;

c.Konsultan Hukum;

d.Penilai;

Riwayat hidup anggota komisaris dan direksi;

© x

|
jka
.000
baru)
20%
Seri

roan
aran

Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal dari:

Informasi lain yang tidak merupakan bagian dari

pernyataan pendaftaran (tidak diumumkan kepada

masyarakat):

a.NPWP anggota komisaris, direksi dan

pemegang saham utama;

b.Fotokopi KTP dan bukti kewarganegaraan gan

paspor atau tanda bukti lain bagi WNA;
c.Fotokopi anggaran dasar para pemeg
saham yang bukan perorangan;

ang

d.Surat pernyataan yang dibubuhi materai
Rp6.000,00 tentang terlibat tidaknya emiten,

komisaris, dan direksi dalam kasus hukum;

e.Keterangan lain yang diterima oleh Bapepam

LK dari pihak yang terlibat dalam suatu

penawaran  umum  untuk  menduku

ng

kecukupan dalam ketelitian dari pengungkapan

yang diwajibkan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.A.l
Angka 1 tentang Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

114 Bapepam, Proses IPO PT. Krakatau Steel (Perseio) T
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disebutkan: “Pernyataan Pendaftaran serta sem
dokumen pendukungnya harus diajukan kepada B
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara leng
walaupun informasi tertentu seperti harga penawa|

penyampaian pernyataan pendaftaran.”

la
adan
Kap,
ran

dan tanggal efektif belum dapat ditentukan pada saa

23 September 201j0Bapepam LK melalui Surat No. S-8811/BL/2010 yang

ditujukan kepada PT. Krakatau Steel untuk mem
perubahan dan/atau tambahan informasi
pernyataan pendaftaran.

inta
atas

28 September 201,

OPerseroan menyampaikan jawaban atas tangg
Bapepam LK melalui Surat No. 401/DU-KS/201
Jawaban atas tanggapan belum disertai h
penawaran saham dan sindikasi penjaminan final.

apan
0.
arga

8 Oktober 2010

Bapepam LK melalui Surat No. S492B/2010
menyatakan bahwa PT. Krakatau Steel (Persero)
sudah dapat mengiklankan prospektus ringkas
dapat melakukan penawaran awddodgkbuilding.
Penawaran awal ini dimaksudkan untuk mendap
informasi seberapa jauh minat investor terh
saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Thbk
dan

tkan
dap

12 Oktober 2010

PT. Krakatau Steel (Persero) Tingumumkar
prospektus ringkas, pada harian Investor Daily
Bisnis Indonesia walaupun jumlah saham dan h
penawaran belum dapat ditentukan.

12 — 26 Oktobe
2010

rPT. Krakatau Steel (Persero) Thk bersama penja
pelaksana emisi melaksanakdmokbuilding untuk
mendapatkan respon investor dan seberapa jauh
investor atas saham PT. Krakatau Steel (Persetq)

|
dan
arga

amin

minat
Th

27 Oktober 2010

Perseroan melalui Surat No. 44903/2010
menyampaikan konfirmasi jumlah saham vz
ditawarkan sebanyak 3.155.000.000 saham Se
dengan harga Rp850,00 per saham dan sind
penjaminan.

ANg
r B
ikasi

Tidak ada ketentuan dan peraturan di bidang p

penawaran umum. Prosesokbuildingatau penetap
harga saham PT. Krakatau Steel (Persero)
sepenuhnya dilaksanakan dan ditentukan
penjamin emisi dan emiten yang dituangkan d
perjanjian-perjanjian penjamin emisi efek.

29 Oktober 2010

Berdasarkan hasil penelaahan atidkumen
pernyataan pendaftaran PT. Krakatau Steel (Per
Tbk, Bapepam LK tidak memerlukan informa
tambahan dan pernyataan pendaftaran dinyat
efektif melalui Surat No. S-9769/BL/2010 tanggal
Oktober 2010.

10

1 November 2010

asar

modal yang mengatur tentang penetapan 2|arga
n

Tbk
pDleh
lam

5ero)
AS|
akan
29

Paling kurang 1 hari kerja abtefektif PT. Krakatat

Perlindung
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Steel (Persero) Tbk wajib mengumumkan ik
penawaran umum dan menyebarluaskan prospekit
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah mengiklan
(tambahan/perubahan) prospektus ringkas penav
umum perdana saham PT. Krakatau Steel (Per
Tbk di harian Suara Pembaruan dan Sinar Har
hari Senin tanggal 1 November 2010 dan harian B
Indonesia hari Selasa tanggal 2 November 2010.

lan
uS.
kan
yaran
5ero)
apan
sni

11

2 — 4 Novembe
2010

rPT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melaksanag
penawaran umum selama 3 hari.

ikan

12

8 November 2010

Tanggal penjatahan, dimana d@laspektus pors
penjatahan adalah sistem kombinasi yaitu penjat
pasti €ixed allotment maksimum 98% (termasuk jat:
karyawan 5%) dan sisanya sebesar 2% penjat
terpusat jfooling).

[
ahan
ah

ahan

13

9 November 2010

Tanggal distribusi saham sexiakaronik.

14

10 November 201

D Tanggal pengembalian uang @eraesdan tangga
pencatatan di Bursa Efek Indonesia.

A

15

15 November 201

DLaporan pasar perdana disampaikan pada tangg
November 2010.

al 15

16

3 Desember 2010

Penjamin emisi selaku ManajarjaRdan wajil
menyampaikan laporan penjatahan yang telah di:
oleh Akuntan Publik 30 hari setelah masa penaw
umum. Manajer Penjatahan menyampaikan lap
penjatahan yang diaudit pada tanggal 3 Deser

audit
aran
ran
nber

2010.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

3.1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Badadsaha Milik Negara

(BUMN)

Perkembangan BUMN di Indonesia merupakan suatuusvganjang
yang dimulai sejak nasionalisasi perusahaan-peaasahmilik Belanda
berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tenthiagionalisasi
Perusahaan Belanda. Dengan adanya nasionalisasbugr seluruh perusahaan
milik Belanda yang beroperasi di Indonesia diamddih dan dikelola oleh
pemerintah Indonesia. Pengambilalihan tersebuttdisdengan ganti rugi yang
besarnya ditetapkan oleh sebuah panitia yang dikebérdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1959. Jumlah dan jenis peaan milik Belanda yang
dinasionalisasikan sangat banyak dan beragam, setg@uti hampir seluruh
sektor kehidupan ekonomi. Keberagaman jenis/bertaan usaha tersebut
menyebabkan kesulitan dalam pembinaan dan pengamsa’

Pemerintah mencoba untuk menyeragamkan bentuk Blddlidm UU
No. 9 Tahun 1969 menjadi 3 (tiga) bentuk usaha meggaitu Perusahaan
Jawatan  (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), daosdP&ran Perseroan
(Persero). Kebijakan ini dirubah dengan UU No. 48un 2003 tentang bentuk-
bentuk usaha negara, yang disederhanakan menjadieshiuk yaitu Persero dan
Perum, sedangkan bentuk Perjan ditiadakan. Pediadakan untuk mengejar
keuntungan sedangkan Perum dibentuk untuk melakaarieemanfaatan umum

dan boleh memperoleh lada®

115 H R. Daeng NajaPengantar Hukum Bisnis Indonesi@et.1, (Jakarta: PT. Buku Kita,
2009), hal. 30.

118 pid., hal. 34.
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Mengingat pentingnya peranan BUMN maka pemerint@nasa bahwa
pembinaannya perlu dilakukan secara khusus dengaapdn dapat lebih
memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Kdedna itu perlu ditangani
oleh sebuah lembaga tersendiri sehingga dengantlsspu Presiden No. 101
tahun 1998 (Kabinet Pembangunan VII) yang dipimpieh Menteri Negara
Pendayagunaan BUMN, kemudian diikuti dengan pehgalkedudukan menteri
keuangan selaku pemegang saham/RUPS (PP No. 12n TH)®B8) kepada
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN berdasarkan PBMWN®ahun 1998 dan
UU No 19 Tahun 2003 yang mengatur secara khusugyenan Badan Usaha
Milik Negara.**’

PT. Krakatau Steel sebagai salah satu badan usiéikenegara strategis
yang kegiatan usahanya menurut dan berdasarkatug@rgerundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan besai&an Akta Perseroan No. 34,
tanggal 27 Oktober 1971, sebagaimana diubah defg@nPerubahan Anggaran
Dasar No. 25, tanggal 29 Desember 1971, keduamymtdihadapan Tan Thong
Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta terseteiat memperoleh pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarSurat Penetapan No.
J.A. 5/224/4 tanggal 31 Desember 1971, telah didedh dalam buku register
yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakafia.

Sebagai salah satu BUMN strategis, PT Krakataul Siersero)Tbk,
mempunyai tujuan perusahaan sesuai dengan Angdzasar Rumah Tangga
(AD/RT) yaitu sebagai berikut’?

a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut melaksandka menunjang
kebijakan dan program pemerintah di bidang ekondthijsusnya di
bidang industri besi dan baja serta optimalisasig#aatan sumber daya
perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau s lyermutu tinggi
dan berdaya saling kuat serta mengejar keuntungaa gieningkatkan

nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prineigdfoan terbatas.

" bid., hal. 32.
118 prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero)Jp. Cit, hal. 2.

19pid., hal. 80.
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b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatassempan dapat

melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1.

Memiliki dan mengusahakan kegiatan pertambangah bigsiiron
ore, batu bara dan/atau mineral dan/atau bahan tanthamya.
Mengolah bahan mentah, bahan lain atau hasil tagnbameral
menjadi bahan baku besi dan baja.

Mengolah bahan baku besi dan baja menjadi prodsk den baja
sebagai bahan baku industri.

Mengolah bahan baku industri besi dan baja merjadang-barang
jadi dan/atau setengah jadi.

Membuat mesin dan peralatan dari besi dan bajaratanbuat suatu
hasil produk atau barang yang lebih bermanfaat lwtan baku yang
ada serta merakit mesin atau peralatan untuk kegeihdustri hulu
dan hilir.

Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangdnbusi dan
keagenan, baik produksi sendiri maupun produksikplain, atau jenis
Melakukan pengadaan bahan baku/penolong, baraagdpatau suku
cadang, mesin peralatan beserta komponen-kompoaebayk dari
dalam maupun luar negeri.

Melakukan pekerjaan desaiengineering perencanaan konstruksi,
manajemen konstruksi, studi penelitian, perbaikan demeliharaan
mesin dan peralatan, pengoperasian pabrik, latikatrampilan,
konsultansi dan jasa teknis lainnya dalam sektustri besi dan baja

dan fasilitas pendukung industri baja lainnya.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ayat €23erBan dapat

melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangkamalsasi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroatu yaergudangan,

perbengkelan, property, pelabuhan, pendidikan dalatipan, limbah

produk dan limbah industri pembangkit listrik, peladaan air, dan jasa

teknologi informasi.
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Untuk mewujudkan tujuan dari perseroan tersebutasianaka modal yang

dibutuhkan bagi persero sesuai dengan AD/RT adahhagai berikut*?°

1. Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp200m0adn.000,00 (dua
puluh triliun Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000.00 (empat puluh
miliar) saham, yang terdiri dari 1 (satu) sahami $eDwiwarna dan
39.999.999.999 (tiga puluh Sembilan miliar Sembil@tus Sembilan
puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan pulidmidlan ribu
Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) sahamBsemasing-masing
saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (ktus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan daetalispenuh oleh
pemegang saham sebanyak 31, 55% (tiga puluh sata kma puluh lima
persen) atau 12.620.000.000.00 (dua belas milyameratus dua puluh
juta) saham, yang terdiri dari 1 (satu) Saham Sari dan
12.619.999.999.00 (dua belas milyar enam ratus H&mibelas juta
Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembitus Sembilan
puluh Sembilan) saham Seri B atau dengan nilai namseluruhnya
sebesar Rp6.310.000.000..000,00 (enam triliun riagas sepuluh milyar
Rupiah) oleh pemegang saham yang telah mengamigidrbaaham dari
rincian serta nominal saham yang disebutkan sebakimn akta ini.

3. 100% (seratus persen) atas modal yang ditempatkesebut atau
seluruhnya sebesar Rp6.310.000.000.000,00 (endmntriiga ratus
sepuluh miliar rupah) telah disetor penuh.

Dilihat dari perubahan anggaran dasar tersebutglidan sesuai Akta
perubahan anggaran dasar No. 75/2010 tanggal 14b&@k2010, maka dapat
disimpulkan bahwa kepemilikan PT Krakatau Steelagab perusahaan milik
Negara Republik Indonesia sudah memenuhi sy&fat.

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai baddrausdik Negara untuk

menjalankan usahanya memiliki struktur organisasugahaan berdasarkan akta

120 hid., hal. 50.

121 pid., hal. 80.
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No. 135 tanggal 21 Agustus 2010 jo. Akta No. 73@0Gsusunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaitieri??

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Zacky Anwar

Komisaris Independen : Mochamad Imron Zubaidy
Komisaris : Ansari Bukhari

Komisaris Independen : Alexander Rusli

Direksi

Direksi Utama : Fazwar Bujang

Direktur : Syahrir Syah Pohan
Direktur R

Direktur (tidak terafiliasi)  : Sukandar

Direktur : Irvan Kamal Hakim

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Persetelah memenuhi
Peraturan Bapepam No. IX.1.6. lampiran Keputusatu&eBapepam No. Kep-
45/PM.2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direlsi Komisaris Emiten

dan Perusahaan Publik.

3.2. Latar Belakang PT. Krakatau Steel (Persero) Tk Melakukan Go Public
Kemakmuran rakyat dapat terwujud apabila pemerintdhpat
melaksanakan pelayanan publik secara optimal. katlapat dilakukan dengan
adanya dana yang dialokasikan untuk pembangunak $taiktur maupun
infrastruktur. Melalui IPO, PT. Krakatau Steel (f&0) Tbk, memiliki peluang
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perloasasis kepemilikan

saham persero. Esensi kepemilikan BUMN adalah kéeam rakyat yang

122 |pid., hal. 82.

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



66

direpresentasikan melalui kepemilikan persero. lfg@a dapat dimanfaatkan
menjadi wahana pemerataan kesejahtet&an.

Semakin banyak masyarakat kita yang memiliki sal&dMN, akan
semakin besar manfaat yang dapat diperoleh masytaraiik melalui dividen
maupun capital gain Hal ini berarti persero dapat memberikan sumbangs
kepada masyarakat tanpa melakukan kebijakan ygreyalieh dari dana APBN
saja. Oleh sebab itu, dengan adanya dana masyayakgt diinvestasikan ke
dalam tubuh persero tersebut maka dividen darseperakan kembali pada
masyarakat?*

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dalam mewujudkasejahteraan
rakyat dapat terwujud sebelum dana APBN yang dipkralari kinerja PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, dipergunakan untukbaamgunan. Melalui IPO
persero melakukan privatisasi untuk mengumpulkamadahak ketiga sebagai
sumber ekspansi untuk pengembangan usahanya di segs@. Adapun dana
yang akan diperoleh perseroan dari hasil IPO, aeidkurangi biaya-biaya emisi,
akan digunakan untuk‘®

a. Sekitar 3,8% (tiga koma delapan persen) untuk nmeaidavestasi barang
modal sehubungan dengan rencana modernisasi d@anskskapasitas
produksi pabrik baja lembaran canai panas menj&ditigja setengah) juta
ton yang diharapkan akan selesai pada tahun 2QE3ritol tiga belas) ;

b. Sekitar 24,2% (dua puluh empat koma dua persem)kumieningkatkan
modal kerja perseroan dalam bentuk pembelian sabako iron ore
pellet, scrap, billet, slaldan bahan pembantu lainnya ;

c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk membigganatangan lahan
seluas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan pulkeiapén) hektar yang
akan digunakan oleh perseroan sebagai penyertada grayek pabrik
baja terpadu PT. Krakatau Posco ;

1231 Nyoman Tjager, Pampak Privatisasi BUMN”, merupakan artikel dalam PPH
Newsletter: Hukum dan pengembangan, No. 70, Semei7, hal. 5.

124 |bid.

125 pid., hal. 213.
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d. Sekitar 15% (lima belas persen) untuk meningkatganyertaan modal
pada anak perusahaan yaitu KBS dan KDL untuk pé&atag kapasitas
bongkar muat pelabuhan dan peningkatan kapasitabgregkit listrik.
Dengan melakukargo public persero juga mendapatkan keuntungan.

Penjualan saham baru yang berasal dari portepel akamberikan dampak
perolehan dana segar dari perusahaan. Dampakf mzsitigo publicitu sendiri
adalah sebagai berikut :

1. Struktur kepemilikan akan berubah, hal ini diselzabketelatgo public
dilakukan akan terdapat pemegang saham baru dindadaisero. Dalam
hal ini pemegang saham baru yang merupakan masygraklik tersebut
akan melakukan pengawasan atau kontrol baik lamgso@aupun tidak
langsung terhadap jalannya operasional perusahgan i@vestasi yang
ditanamkan dalam saham persero tidak menimbulkanglen. Dengan
pengawasan yang lebih ketat dari publik, perseamd&bih berhati-hati
dan lebih profesional dalam mengelola perusahaan ;

2. Perusahaan akan memperoleh dana segar untuk pesmgembusahanya
di masa depan. Selain itu untuk masa mendatangrseetiaan sumber
dana untuk ekspansi akan lebih terjamin. Hal irsedabkan akses
pendanaan terbuka lebar baik didalam negeri madjpuar negeri dengan
menerbitkan instrumen utang maupun instrumen péaser--°

3. Perseroan akan lebih terkenal, dengan prestise Viaggi, sehingga
operasi bisnisnya lebih baik dan pasarnya akarh lei@luas. Dalam hal
ini, perusahaan akan memperoleh promosi gratisatlianmassa melalui
pengumuman harga saham yang disajikan setiap Hili. ini akan
memberikan dampak likuiditas yang baik disebabkansgroan dapat
memperjual belikan sahamnya setiap hafi.

4. Dengan statusnya sebagai perusahaan publik, maksergan akan
semakin transparan karena adanya kewajiban untukyangaikan

laporan baik yang bersifat reguler seperti lapot@mnan dan tengah

128 pid., hal. 15.

127 7aeni AsyhadieHukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Ind@e<Cet.1
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 58.
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tahunan serta laporan non reguler dari kejadiag yensifat material. Hal

ini akan lebih menjamin kelestarian perseroan ka@an terhindar dari
mismanagemensebab setiap aktivitas yang menyimpang dalam suatu
perseroan publik langsung akan disorot oleh makgapublik 2

5. Coorporate valuepersero lebih terukur dan nilai wajar perusahdeana
tercermin dari harga saham yang diperdagangkaasairp

6. Keberhasilan manajemen juga lebih terukur yang eterm dari
pertumbuhan harga saham di pasar antusias masyaeakadap saham
tersebut.

Perlu diketahui bahwa pola Privatisasi Badan Udditik Negara (BUMN)
yang dilakukan oleh persero melalimitial Public Offering (IPO) dapat
mendatangkan manfaat ganda, dalam hal ini pembroda PT. Krakatau Steel
(Pesero)Thk, akan memperoleh manfaat tersebutinddisebabkan pemerintah
akan memperoleh dana segar yang diperoleh daril lagestasi saham
pemerintah di dalam perseroan, sementara perséedeat dapat memperoleh
dana segar untuk pengembangan bisnisnya melaljuglan saham baru yang
berasal dari portepel. Kombinasi penjualan sahana latau divestasi saham dari
pemerintah dengan penjualan saham baru dapat metrjaggi yang ideal dalam
pengembangan perseroan melgipublic.*?°

Selain adanya keuntungan yang diperoleh perusabdanpun keuntungan
yang diperoleh dunia pasar modal Indonesia. Dalaang lingkup pasar modal,
go publicPT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai BUMNetaut juga akan
dirasakan dampak positifnya yaitif:

1. Menambah jumlah investor lokal di Indonesia, halberarti adanya dana
masyarakat yang masuk ke dalam perusahaan dalamd wiyestasi. Hal
ini berarti sarana perwujudan kesejahteraan rakyapat terwujud
mengingat keberadaan investor lokal yang menanam&aa miliknya ke
dalam perseroan akan kembali kepada masyarakapaelividen yang

diperoleh dari perseroan ;

128 |bid.
129 bid.

39 pid.
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2. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat merfjgdkaatau instrumen
investasi yang menarik bagi masyarakat. Sebagairyeamg dikemukakan
sebelumnya, apabila Privatisasi BUMN dilakukan @gengalan penjualan
perusahaan dengan mitra strate§sdtegic Partnertentu hanya investor
yang memiliki modal besar saja yang dapat menikmhssil
perusahaannya. Hal ini tidak akan menarik invesiokal secara
keseluruhan disebabkan hanya pihak tertentu sajg@ gapat berinvestasi
atau dengan kata lain investor dalam BUMN akanatesh pada pihak
tertentu saja;

3. Dengan masuknya perseroan ke pasar modal, ma&kgadikan pasar
modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat. irtlatlisebabkan
investasi di dalam pasar modal dapat melibatkaakpihana pun karena
investasi dapat dilakukan dengan jumlah modal y&édgk terbatas.
Artinya sekalipun masyarakat memiliki jumlah dareng kecil, ia pun
dapat membeli saham yang ada di dalam pasar mbidhlini berarti
investasi dalam pasar modal terbuka bagi semuad@tayang hendak
melakukan investasi;

4. Kehadiran saham PT. Krakatau Steel (Persero) Thk pasar modal
dengan sendirinya meningkatkan nilai kapitalismgapavolume dan nilai
transaksi harian. Dengan adanya dana yang masdalalin perusahaan,
tentu akan menyebabkan tingginya nilai permintaan genawaran di

bidang pasar modal.

3.3. Prospek Usaha, Rencana Ekspansi dan Strategi Pertibuhan
3.3.1. Prospek Usaha

Perseroan memproduksi baja dalam bentuk HRC (Baj@baran canai
panas), CRC (Baja lembaran canai dingin), WR (Bagaang kawat), baja
tulangan, baja profil dan pipa baja yang digunakabagai bahan baku pada
segmen pasar industri otomotif, konstruksi, pemdnu&apal, dan lainnya®*

Kegiatan usaha perseroan mempunyai prospek yamgh cdi masa

131 prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero)Jp. Cit, hal. 176.
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mendatang mengingat pertumbuhan permintaan bajangedengan laju
pertumbuhan ekonomi Negara. Semakin tinggai lajdaupgduhan ekonominya
maka semakin besar permintaan bajanya. IndoneB&gyaeNegara berkembang
dengan memiliki jumlah penduduk yang besar dipreijeln akan tumbuh dengan
laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5 (lima) sampagale 7 (tujuh) persen,
dimana sektor pendukung utama adalah konstruksi iddastri. Sektor ini
memerlukan bahan baja cukup be&#r.

Peluang lain adalah konsumsi baja papita Indonesia juga masih rendah
jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, yastesar 29 kg (dua puluh
sembilan kilogram) di tahun 2009 (dua ribu Sembjlasedangkan Vietnam
sebesar 123 kgl/orang (seratus dua puluh tiga kilogper orang), Malaysia
sebesar 256kg/orang (dua ratus lima puluh enangriifo per orang), Thailand
sebesar 154 kg/orang (seratus lima puluh empatgrkilo per orang), dan
Singapore sebesar 515 kg/orang (lima ratus limashélogram per orang)*

3.3.2Rencana Ekspansi

Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kapgsituksi pabrik
baja lembaran canai panas (produk HRC) dari 2.00000 (dua juta ) metrik ton
menjadi 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu)tmieton. Untuk mendukung
rencana ini perseroan juga melakukan peningkatpaskas dari pabrik-pabrik
pendukungnya, seperti kapasitas produksi pabrik §@sns dari 1.500.000.00
(satu juta lima ratus ribu) metrik ton menjadi D0B00.00 (satu juta tujuh ratus
empat puluh ribu) metrik ton, kapasitas produksibriga slab baja dari
1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu) metnikmenjadi 2.470.000.00 (dua
juta empat ratus tujuh puluh ribu) metrik ton, agoerseroan akan membangun
fasilitas pabrik baru seperti pabrik baja tanurggin berkapasitas produksi
1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) metrik tonbriga pembuatan besiiron
making plant berkapasitas 315.000.00 (tiga ratus lima belbs)rimetrik ton
berkerja sama dengan PT. Aneka Tambang (Perseko)X@h pabrik baja terpadu

132 |pid., hal. 176.

33 |bid.
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memproduksi pelat dan slab baja berkapasitas 00@O (tiga juta) metrik ton
bekerja sama dengan POSE® Obyektif dan strategi pertumbuhan yang akan
dilakukan adalah sebagai berikgit:

a. Mencapai proses produksi yang ekonomis dan efisienitalisasi dan
modernisasi fasilitas produksi akan meningkatkagkat efisiensi dan
reliabilitas fasilitas produksi, meningkatkan hasibduksi dan menurunkan
biaya produksi. Proses produksi yang ekonomis tlaiele merupakan salah
satu faktor penting dalam menjaga marjin dan mew@tkgn kinerja
keuangan.

b. Meningkatkan kapasitas produksi dengan memanfaat@tumbuhan
perekonomian Indonesia. Permintaan baja Indonesig yerus meningkat
menjadi peluang perseroan untuk tumbuh dan berkeghnbdengan
melakukan ekspansi. Perseroan meyakini bahwa kearapgrseroan untuk
meningkatkan kapasitas fasilitas produksi merupakalah satu aspek
penting di dalam strategi perseroan untuk mempantedn posisi sebagai
pemimpin pasar domestik industri baja.

c. Konsisten menghasilkan produk berkualitas tingiuaeslengan standar
nasional dan internasional. Kualitas dan kepuasdanggan menjadi hal
utama bagi perseroan. Oleh karena itu, semua rangariumbuhan juga
difokuskan secara konsisten untuk memproduksi pedolja berkualitas
tinggi yang memenuhi standar nasional dan inteomasi

d. Fleksibilitas dalam sumber bahan baku dan energi,

Perseroan akan membangun fasilitas pembuatanibmsiniaking melalui

pembentukan perusahaan patungan dengan PT. Anekbahg (Persero)
Tbk dan merencanakan untk membangun fasilitas tdamggi (blast

furnace dengan modal dasar sendiri. Kedua fasilitas lertsdirencanakan
untuk menggunakan bahan baku lokal yang lebih mdeahhemat energi
yang mana dapat menurunkan biaya bahan baku lakag kebih murah dan
hemat energi. Perseroan dan secara lebih lanjuait dageningkatkan

keuntungan perseroan. Fasilitas pembuatan hesi (aking perseroan

3% |bid.

13%pid., hal. 177.

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



72

saat ini masih mengimpor pellet bijih besi dan t#&gi berbasis gas untuk
produksi spons besi sjonge iroj. Perseroan berencana untuk
mendiversifikasi sumber bijih besi dengan mengganakijih besi lokal
pada fasilita pembuatan besbof making dan tanur tinggikflast furnacg.
Dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas tamgygi (blast
furnacg baru, perseroan juga merencanakan untuk mendikass sumber
energi pada fasilitas pembuatan basbn making dengan penggunaan
teknologi berbasis batubara untuk mendukung uapgmeraeroan dalam

mengurangi ketergantungan dan menghadapai kenha#ga gas.

3.3.3. Strategi Usaha
Strategi usaha perseroan secara umum adalah mehgegkan posisi
perseroan sebagai produsen utama produk baja dndésta dan memenuhi
peningkatan permintaan produk baja dengan tetagageerdan meningkatkan
marjin laba. Perseroan berupaya untuk menerapkeategi usaha tersebut
dengan®
a.Revitalisasi dan modernisasi fasilitas produksuknmnheningkatkan efisiensi
dan menurunkan biaya.
b.Menyeimbangkan fasilitas produksi hulu dan hilirtukn meningkatkan
profil marjin perusahaan.
c.Meningkatkan produksi baja perseroan untuk mengngkeeluang
pertumbuhan di pasar Indonesia.
d. Meningkatkan bauran produk untuk menangkap pasar. b
e.Melakukan diversifikasi sumber energi dan baharuhakuk meningkatkan

profitabilitas.

3.4. Risiko Usaha Perseroan
3.4.1. Risiko Yang Berkaitan dengan Kondisi Indonea

Perubahan kondisi ekonomi domestik, regional gtabal dapat berdampak
negatif terhadap bisnis perseroan. Hal tersebutatadidelakangi oleh
ketidakstabilan kondisi sosial dan politik, dikea&an Indonesia terletak di zona

130 prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero)Jp. Cit, hal. XIV.
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yang rentan terhadap serangan pihak luar negarakéaena wilayah Republik
Indonesia sangat terbuka dari kegiatan teroris yEp@at memicu ketidakstabilan
ekonomi dan sosial.

Selain itu gempa bumi dan memiliki risiko geolog#g dapat menciptakan
ketidaknyamanan sosial dan kerugian ekonomi. Sarartan kegiatan teroris
juga dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan kdSi&lain itu tingkat inflasi
dan suku bunga yang tinggi di Indonesia dapat Ipepd& negatif bagi kondisi
keuangan dan hasil usaha. Indonesia yang sangagtiéksrpermasalahannya juga
sampai wabah penyakit menular, atau ketakutan jpange wabah, atau masalah
kesehatan umum lan di Asia (termasuk Indonesia) ditempat lain dapat

berdampak negatif bagi kondisi bisnis dan keuamgaseroan™*’

3.4.2. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Paddaham Perseroan

Risiko yang berkaitan dengan investasi pada sapameroan adalah
kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengarugahatau likuiditas saham
perseroan. Ketiadaan pasar dimana terdapat sahaergen dapat menyebabkan
kesulitan likuiditas. Hal ini dipengaruhi harga hetr yang fluktuatif, fluktuasi
nilai Rupiah terhadap mata uang asing di masa depan mempengaruhi mata
uang asing yang setara dengan nilai saham darediypedrseroan. Selain itu, agen
penjual internasional dan penjamin pelaksana emgEk akan melakukan
penjatahan lebih terhadap saham yang ditawarkam sgbaliknya melakukan
stabilisasi harga pasar saham yang ditawarkanu&enj saham di masa depan
dapat memberikan pengaruh negatif terhadap hargar psaham perseroan.
Kemungkinan bahwa perseroan tidak membayar divithatk pemegang saham
untuk berpartisipasi dalamight issue perseroan dapat dibatasi, yang akan
menimbulkan dilusi atas kepemilikan sahamnya. Daméyang saham mungkin
dikenakan pembatasan atas hak-hak pemegang samamitasi. **°

137 bid., hal. XXV.

38 |bid.
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3.5. Kondisi Perekonomian Nasional Negara Republikndonesia

Industri baja dipengaruhi oleh banyak faktor, @sok pertumbuhan atau
resesi ekonomi dan perubahan terkait di tingkatalodan regional dalam
produksi industri, kapasitas produksi dunia, sates adanya dan atas fluktuasi,
impor baja dan peraturan-peraturan perdagangaektifotHarga baja cenderung
responsif terhadap penawaran dan permintaan, dfiukieasi dalam merespon
kondisi ekonomi umum dan ekonomi industri bajasiemdiri.*°

Indonesia adalah Negara terbesar di Asia Tengtmmekeempat terbesar di
dunia dengan populasi 230 (dua ratus tiga pulutg jwa pada tahun 2009,
menurut data dari prospek populasi dunia PBB. led@n pernah mengalami
krisis Asia tahun 1997, dan pada awalnya lambatkumulih dibandingkan
Negara-negara lain yang terkena dampaknya. Sejak ita Gross Domestic
Product (GDP) tumbuh sebesar 65,7% (enam puluh lima komuh tpersen)
mencapai tingkat 5-6% (lima sampai enam persen)tggaun dalam beberapa
tahun terakhir sebelum 2009. Menurut CRU (mengganalata dari sumber dari
Oxford Economy dari PBB), GDP per kapita saatadalah $2.329 (sekitar
$4.000 dalam parita daya beli), dengan sektor indusemberikan kontribusi
40,7% dari GDP, dengan segmen utama termasuk ienesigstii dan
pertambangan, dan industri transportasi yang berkent*°

CRU berpendapat bahwa perlambatan ekonomi gladdah tberdampak
pada pembangunan ekonomi Indonesia di tahun 2@@®, pertumbuhan yang
cepat diharapkan akan berlanjut pada tahun 201Getasa mempercepat sedikit
demi sedikit sampai pertengahan dekade ini. Satainmenurutworld PBB
penduduk prospek, pertumbuhan penduduk telah tonemjadi 1% (satu persen)
per tahun pada awal tahun 2010 sehingga mendoremgikan GDP per kapita,
tingkat kesuburan total 2,3% (dua koma tiga persemjta, dibandingkan dengan
tingkat kematian sebesar 2,2% (dua koma dua pepseld) saat ini. Dengan rata-
rata usia 28 (dua puluh delapan) tahun, tingkaatkedn yang jatuh dan rasio

ketergantungan usia yang masih rendah menyiratkgginya proporsi penduduk

139pid., hal. 178.

140 pid., hal. 182
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usia kerja!*

CRU berpendapat bahwa Indonesia akan memasukpé&agsenmbuhan yang
banyak menggunakan baja didasarkan pada perkenbamdpastri, konstruksi,
dan infrastruktur. Mengingat pertumbuhan GDP pepitkadan daerah-daerah
perkotaan berpenduduk padat di Indonesia, konstpgtamahan juga diharapkan
meningkat selama beberapa tahun ke depan. Selgail€RU juga berpendapat
bahwa infrastruktur juga akan mendorong permintdmja pada dekade

berikutnya.}*?

3.6. Pendapat KAP Terhadap Laporan Keuangan Konsalasi PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbhk

KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Pumwrao, Sarwoko &
Sandjaja), akuntan publik independen telah memerikgporan keuangan
konsolidasian perseroan pada tanggal 31 (tiga psdut) Desember 2007 (dua
ribu tujuh), 2008 (dua ribu delapan), dan 2009 (dba sembilan), dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersedmita pada tanggal 30 Juni
2010 dan untuk periode enam bulan yang berkahia padggal tersebut. Yang
seluruhnya tercantum dalam prospektus lengkap teéaudit berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan oleh 1API, dengan pendapatajar Tanpa
Pengecualian yang laporannya tercantum dalam prospektus |gngRd.
Krakatau Steel (Persero) THR®

3.7.  Minat Investor terhadap IPO PT. Krakatau Steé¢ (Persero) Thk

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, merupakan BUMMgyanemiliki
industri strategis bagi Indonesia, persero dengaetayang jelas, perkembangan
industri baja yang sangat pesat, seperti yanglikitd dari data diatas. Adapun
faktor-faktor keunggulan PT. Krakatau Steel (Perselbk adalah sebagai
berikut:

! bid.
2 |bid.
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a. Perseroan memiliki posisi ideal terkait dengan pettsskonomi Indonesia
yang kuat serta tingginya permintaan produksi baja

b. Perseroan adalah pemimpin pasar di Indonesia ;

c. Fasilitas produksi perseroan terletak di lokasatsggis yang menjamin
akses kepada pelanggan dan bahan baku ;

d. Basis pelanggan yang kuat dan terdiversifikasi ;

e. Proporsi penjualan yang tinggi kepada pengguna akhi

f. Tim manajemen yang memiliki kapabilitas tinggi dakam jejak yang
sudah terbukti.

Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk cukup mghkgan karena
ditopang proyeksi pertumbuhan perseroan yang tiriggiseiring pertumbuhan
ekonomi Indonesia dan permintaan baja yang terusngleat. Saat ini konsumsi
baja Indonesia hanya 29 (dua puluh sembilan) lkiliogrper kapita. Jauh
dibandingkan dengan Singapura sebesar 515 (lima liata belas) kg per kapita.
Kebutuhan itu akan terus meningkat menyusul petaepgpembangunan
infrastruktur dan peningkatan konsumsi baja berbiagiastri. Jika di tahun 2009
(dua ribu sembilan) permintaan baja nasional h&hgalenam koma lima) juta
ton, tahun 2014 (dua ribu empat belas) diperkirakdn(dua belas) juta ton.
Sebagai pemimpin pasar, PT. Krakatau Steel (PgrsBo mengantisipasi
lonjakan permintaan itu dengan meningkatkan proddis 2,75 juta ton saat ini
menjadi 4,25 juta ton tahun 2014 (dua ribu emp#ad)e Kepala Riset Bhakti
Securities Edwin Sebayang memperkirakan, tahun 2(ua ribu sebelas) laba
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bisa Rp3,99 (kgma sembilan puluh
sembilan) triliun atau tumbuh 95 (sembilan puluhd) persen dari proyeksi laba
bersih tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rpe) (diliun. Jika perkiraan itu
tepat, target harga saham PT. Krakatau Steel ({@&rSbk tahun 2011 (dua ribu
sebelas) bisa Rp2.850 (dua ribu delapan ratuspuh#h) atau naik 235 (dua ratus
tiga puluh lima) persen dari harga perdanaf{&aktor-faktor tersebut menarik

investor untuk memiliki saham persero tersebutskbagai BUMN yang strategis

“4ompas, “Harga Saham Rp 850 untuk Siapa’, diakses melalui
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/10/38/8222/undefined, pada tanggal 1
November 2011 Pukul 00.00 WIB.

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



77

memberikan rasa aman kepada setiap investor yagip imembeli saham
tersebut.”®

Tingginya minat emiten pada IPO PT. Krakatau S{Befsero) Tbk juga
didorong oleh kondisi ekonomi domestik dan globangy kondusif serta
mendukungnya kebijakan moneter, seperti rendahnyku sbunga yang
mendorong investor cenderung mengalihkan investasi pasar uang ke pasar
modal. Berdasarkan data yang diperoleh sepanjartgunT&@010 (dua ribu
sepuluh), dengan asumsi investor mengikuti seldRM di pasar perdana dan
melepas (menjual) sahamnya saat penutupan perdagd@g pertama di pasar
sekunder, dapat memperole#turn dengan rata-rata hingga 25 (dua puluh lima)
persen 4

Selain faktor di atas, saham IPO PT. Krakatau S(Belrsero) Tbk,
dipercaya berpotensi memberikan keuntungatu(n) yang menggiurkan bagi
investor. Ini terbukti dari statistik yang menurfak bahwa sejak hari pertama
perdagangan, saham IPO ternyata selalu mengalamakbn harga yang
signifikan. Hal tersebut membuat saham-saham tetss#lalu menjadi buruan
para investor tanpa melihat lagi faktor fundameny@l**’

Lonjakan harga saham IPO disebabkan oleh tinggamyasiasme investor
untuk memperoleh saham tersebut di pasar sekurstefals tidak mampu
memperolehnya di pasar perdana. Dan menganggaa ivargukup murah. Salah
satunya adalah tidak semua investor bisa mendapg#tah saham di pasar
perdana. Penyebab utamanya adalah besarnya muestan pada saham IPO
yang menyebabkan lonjakan permintaan hingga teratebihan permintaan
(oversubscribed hingga sembilan kali sehingga investor cukup ra&gi
kesulitan untuk memperoleh saham tersebut di pasadana.'*® IPO PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, tambah menarik det&lamenterian BUMN

145 prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Perserio)dfb cit.,hal. 135.

146 Okezone, “Tahun 2010 dan Saham IPO”, diakses mielal
http://economy.okezone.com/read/2011/01/06/226/488hun-2010-dan-saham-ipo, pada
tanggal 31 Oktober 2011 Pukul 21.45 WIB.

7 bid.

%8 bid.

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



78

menetapkan harga saham perdananya Rp850,00 (delagpas lima puluh

Rupiah), mendekati batas bawah harga indikatif yditgtapkan sebelumnya
Rp800,00 (delapan ratus Rupiah) — Rp1.150,00 (seebatus lima puluh Rupiah)
per saham. Harga yang telah ditetapkaderwriterbersama emiten dinilai cukup
murah. Menurut data, permintaan investor Asia meaica
Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah), dimnantal tersebut belum
belum mencakup investor di Eropa dan Amerika Serika

Hal tersebut juga didukung oleh Pemerintah dalamirh diwakili oleh
Kementrian BUMN dan Dewan Perwakilan Rakyat didalgersetujuannya
terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk htel@mperoleh izin untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana sesuai dengaetypess Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertudalgm Surat Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3BPR RI/IX/2009 tanggal
16 September 2009, serta penetapan dari pemesab#gaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67nté&@i0 tanggal 4 Oktober
2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Sahagahh melalui Penerbitan
dan Penjualan Saham Baru pada perusahaan PerséReagero) PT Krakatau
Steel (Persero)TbK?

Sebagai investor IPO PT. Krakatau Steel (Perseb&) Tpertimbangan-
pertimbangan diatas dapat kita nilai berdasarkarsgakius lengkap pada saat
jadwal roadshow dan company profiledi website serta analisis pasar yang
mengatakan bahwa saham IPO PT. Krakatau Steelef@grsbk untung kita

miliki.

3.8. Analisis Timbulnya Gugatan IPO PT. Krakatau Seel (Persero) Thk
Berdasarkan keterangan-keterangan analisis diagdsva PT. Krakatau

Steel (Persero) Thk, merupakan sebuah perusahdwik pang memiliki tingkat

kesehatan yang sangat baik, memiliki industri b&fategis. Hal ini ditandai

dengan fakta pembayaran deviden tahun 2008 — 2¥ai berikut **°

149 prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero)Jp. Cit, hal. 2.

150 | aporan Keuangan PT. Krakatau Steel (Persero)TEbkin 2008 — 2010.
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- Tahun 2008 sebesar Rp94,1 (Sembilan puluh empaa lsatu) miliar
Rupiah.

- Tahun 2009 sebesar Rp137,9 (seratus tiga puluh &gma sembilan

miliar Rupiah)

- Tahun 2010 sebesar Rpl48,4 (seratus empat pul@patelkoma

empat miliar Rupiah).

Dibawah ini beberapa hal hasil wawancara penuligyae Bapak Adler
Manurung (Penggugat |) pada tanggal 29 Oktober 26ahwa indikator adanya
gugatan dikarenakan alasan-alasan dibawah ini aebagkut ***

a. Bahwa dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan bajé lelari 10%
(sepuluh persen) per tahun, dimana konsumsi bagiomal akan
meningkat dari 6,5 juta ton pada tahun 2009 (doa sembilan) menjadi
12 ton pada tahun 2014, maka investasi yang diakkr. Krakatau Steel
(Persero) Tbk pasti menguntungkan, jika pemerirkahsisten dengan
ucapan dan visinya, maka kebangkitan nasional hbasgaterwujud jika
pemerintah mendukung penuh eksistensi dan penggab&iJMN.

b. Faktanya justru pemerintah telah mengeluarkan kepat untuk
melakukan penjualan saham IPO PT. Krakatau SteeséRo) Tbk dengan
harga yang sangat murah yakni Rp850,00 (delapas fisha puluh) per
lembar saham, dimana nilai perusahaan sejenis deR§R rata-rata
industri 11-12 kali sebesar Rp1.150,00 (seributgsriama puluh Rupiah).

c. Maksud dan tujuan pendirian BUMN untuk memberikambangan bagi
perkembangan perekonomian nasional pada umumnyapeiaarimaan
Negara pada khususnya serta mengejar keuntungdamDieasus ini
sebagai BUMN, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbkryustenjual sangat
murah hanya Rp850,00 (delapan ratus lima puluh &pper lembar
saham dengan demikian Negara akan dirugikan dakmugan saham
IPO. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tuperdirian BUMN.

d. Permintaan pembelian saham dari investor yang satiyggi hingga

mencapai 9 (Sembilan) kali, harusnya bisa dijadikdesar untuk

31 Wwawancara, Adler Manurung, pada tanggal 29 Okt@04drl, bertempat di Kampus
STIE Perbanas, Jakarta.
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menetapkan harga pada batas atas, atau lebih tiaggi Ternyata
keputusan yang diambil oleh persero sangat berbedaaneh dengan
menjual saham PT. Krakatau Steel (Persero) Thk padza batas bawah
dinilai sangat tidak wajar.

e. Kementerian BUMN beralasan, murahnya harga saharKiRRKatau Steel
(Persero) Tbhk untuk menarik minat asing, mengg&aatpasar saham di
pasar sekunder, menaikkan bahan baku baja. Pad&tehya permintaan
asing sudah mencapai 6 (enam) — 7 (tujuh) trilRimak asing pun siap
untuk membeli dengan harga tinggi. Hal ini patwtudgai bahwa harga
murah tersebut adalah bentuk kesengajaan untuk engdndceuntungan
sebesar-besarnya oleh oknum penguasa dan oknumgkditi kekuasaan
pemburu rente.

Atas dasar tersebut diataslah para penggugat deragangugatan warga

negara ¢itizen lawsul, mengatas namakan kepentingan umum dan demi

membela kepentingan rakyat Indonesia karena sargdtatin atas keputusan
penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Perséb&) melalui mekanisme IPO
ke masyarakat umum dengan harga yang sangat muedahal PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk, merupakan perusahaan indistja strategis untuk
Indonesia, sehingga menurut Penggugat (Adler MargjruAbdul Razak

Lestaluhu, dan Marwan Batubaragjtizen lawsuit adalah mekanisme bagi
warganegara untuk menggugat tanggung jawab pemgdesman negara yang
melibatkan kepentingan umum secara perwakilan lkegkedaian yang didalilkan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum (yang diduga aelgdugat).

Lebih lanjut Penggugat menyatakan baloiteen lawsuitmerupakan hak
tanpa syarat bagi seluruh warganegara atas kegantinmum dan tidak harus
mengalami dampak kerugian secara langsung sedla ti@merlukan surat kuasa
khusus dari anggota masyarakat yang diwakiliny&k fng dipakai penggugat
merupakan inisiatif dalam membela kepentingan rakydonesia karena adanya
keputusan atas penjualan saham PT. Krakatau $teedgro) Thk, yang melalui
mekanisme penawaran kepada masyarakat umum deagge jhal yang sangat

murah.
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Adapun pertimbangan dan alasan diajukannya gugtédmdap PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, yaitu:

1. Harga saham yang ditawarkan pada tahap penawanamspgerdana
dinilai memakai harga batas bawah sebesar Rp8%adl@pan ratus
lima puluh), hal ini dapat dianggap merugikan negd&arena
seharusnya jika PT. Krakatau Steel (Persero) Thémakai harga
batas atas Rp1.100,00 (seribu seratus Rupiah) hesthyang didapat
oleh negara memiliki selisih sebesar Rp788.7500MI)00 (tujuh
ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus Ipuluh juta Rupiah)
hal ini dianggap merugikan yang seharusnya didapatkeh negara
jilka memakai harga batas atas.

2. Permintaan investor terhadap saham PT. Krakataal $da saat
bookbuilding mencapaioversubscribedsebanyak 9x (sembilan kali)
saham yang ditawarkan. Walaupun pada saat penawsaham
sebenarnya hanya menurut laporan Bepepam hasilvaesta umum
hanya 1,5 (satu setengah kali) permintaan. Kondisi tetap
menunjukkan minat yang cukup besar terhadap sala@h PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk.

3. Penjataham saham dinilai tidak adil, sesuai depgaaturan Bapepam
No. IX.A.7 yang menyatakan bahwa pemesan kategoES®IP
(Management and Employee Stock Option Plgang terdiri dari
Direktur, Komisaris, Karyawan atau pihak yang m@mi20% (dua
puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusabéek yang
bertindak sebagai penjamin efek atau agen penjwedtnatau pihak
lain yang terafiliasi dengan emiten atau semuakpifeng dimaksud
sehubungan dengan penawaran saham tersebut. Bkedasaporan
Bapepam penjatahan sahéimallotmentyang terjadi adalah MESOP
10% (sepuluh persen), Investor Asing 34% (tiga lpidmpat persen),
Investor Lokal 65% (enam puluh lima persen) &awoling Allotment
hanya diberikan sebesar 2% (dua persen). Hal iangdjap oleh

Penggugat, jatah sahapooling allotmentyang seharusnya menjadi
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milik masyarakat dianggap terlampau rendah ataukisegiang
seharusnya dapat dimiliki oleh masyarakat.

4. Menneg BUMN memiliki kewenangan untuk menentukangaadan
penjatahan saham kepada publik, walaupun UU NoTdfun 2003
tentang BUMN telah mengatur bagaimana menentukagahakan
tetapi belum ada transparasi mekanisme untuk mekestaharga

sehingga sangat mungkin terjadi penyalahgunaamdai penentuan
harga.

Dengan demikian, dari uraian-uraian tersebut diatzeka antara alasan
yang dikemukakan oleh Penggugat dengan permasalpkaentuan harga
maupun penjatahan yang dianggap tidak adil seda #ansparasi yang belum
dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbknjadk alasan yang sangat
mendasar dan sangat wajar apabila diajukan gugstbagai gugatamitizen

lawsuitdemi membela kepentingan atas nama rakyat Ind@nesi
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BAB 4
ANALISIS PUTUSAN NO. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR PUBLIK
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

4.1. Gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk
4.1.1. Para Pihak :

a.

Prof. Dr. Adler H. Manurung, beralamat di Jl. Cikilimpiun RT/RW
013/001, Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat, béw@assurat kuasa
khusus tertanggal 5 (lima) November 2010 (asli tstesa terlampir),
(selanjutnya disebut sebag&leénggugat I');

Abdul Razak Lestaluhu, beralamat di KL. Kp PanjaRJ/RW 05/07,
Rawa Panjang, Bojong Gede berdasarkan surat kimsask tertanggal 5
(lima) November 2010 (asli surat kuasa terlamgsglanjutnya disebut
sebagai Penggugat IF’) ;

Marwan Batubara, beralamat di Jl. Depsos | No. ZIR®V 005/001,
Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasatkan kuasa khusus
tertanggal 5 (lima) November 2010 (asli surat kuasrlampir),

(selanjutnya disebut sebag&énggugat 111). *>2

Para Penggugat I, Il, dan Il selanjutnya bersaamasdisebuPara Penggugat

Para Penggugat dengan ini mengajukan gugatan tgrhad

a.

Pemerintah Republik Indonesia Cg. Kementrian Neddadan Usaha
Milik Negara (BUMN) dalam hal ini diwakili oleh Muafa Abubakar
dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai MentegarleBUMN,
beralamat di Gedung Keuangan 16, Lantai 1, JIWahidin Raya No. 2,

Jakarta Pusat. (selanjutnya disebut dendamdugat I”);

hal. 1

52pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50087Pd10/PN.JKT.PST
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b. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk berkedudukan lgigGn, Jalan Industri
No. 5 PO Box 14 Cilegon, Banten 42435, Indoneselafjutnya disebut
“Tergugat II");

c. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangaep@a-LK)
Departemen Keuangan RI beralamat di DepartemenrigamaR|1, Gedung
Keuangan 16, Lantai 3-8, JI. Dr. I. Wahidin 4, J&kd&usat. (selanjutnya

153

disebut Tergugat 1l 7).

Para Tergugat I, Il, dan Il selanjutnya bersamaadisebuPara Tergugat

4.1.2. Obyek Gugatan

Dalam perkara perdata lazimnya dikenal 2 (dua) blyegatan sengketa
yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Blsgngketa perdata
penting untuk dibedakan karena masalah yang sasggisial terkait dengan
pembuktian di persidangan. Pentingnya pembedaanat@ug berdasarkan
perjanjian dan gugatan berdasarkan Perbuatan Meldukum karena dalam
praktek biasanya penggugat mulai dengan gugataen&alPerbuatan Melawan
Hukum dan atas dasar itulah penggugat meminta gentgian:>*

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa wanprdserada dalam
ranah perikatan yang lahir karena perjanjian, sgiim Perbuatan Melawan
Hukum berasal dari perikatan yang lahir karenarkat undang-undang yang
didahului oleh adanya perbuatan manusia. Dengankaem dapat dikatakan
bahwa Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam kat@goikatan karena
undang-undang, dan wanprestasi termasuk dalam dtatpgrikatan karena
perjanjian. Oleh karena itu, setiap perjanjian ydisgpakati terjadi pelanggaran,
maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karenapardubungan kontraktual

antara para pihak yang menimbulkan dan menderitaglan. Jika tidak ada

153 bid.

1% Rosa AgustinaPerbuatan Melawan Hukus@et.1 (Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2003), hal. 44
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hubungan kontraktual pihak yang menderita keruggapat menggunakan
Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatdnhya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas bahwaeaR&rbuatan Melawan
Hukum dan wanprestasi terdapat beberapa perbeBadmedaan merupakan hal
yang perlu diketahui oleh setiap pihak yang hena@kgajukan suatu gugatan.
Penggugat sebagai pihak yang hendak mengajukanaguigarus benar-benar jeli
dan cermat melihat apa yang menjadi dasar gugatatergebut. Sebab, jika
penggugat kurang yakin atas dasar apa dia mengguajed pihak lawan akan
membantah gugatan tersebut dan bahkan hakim akaolaikegugatan yang telah
diajukan tersebut.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ryaakg menjadi dasar
dari gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagai diatur dalam Pasal
1365 KUHPerdata aoprechtmatige daadg) yang terdapat dalam Buku Il
KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberji@mgertian Perbuatan
Melawan Hukum, melainkan hanya mengatur apabilacsasag yang mengalami
kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum yang dimkuoleh orang lain
terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan gamtidian pada pengadilar.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum terus berkemlmamgga sesudah
adanya kasus Lindenbaum dan Cohen yang mengakibatiaculnya pengertian
Perbuatan Melawan Hukum yang tidak hanya diartig@ipagai perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang, yang melanggasubyektif orang lain,
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, naogsm hertentangan dengan
kaedah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepaaltan masyarakat’

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan pasal yang menga&ngenai
perbuatan melawan hukum, meskipun tidak menjelaskesara rinci perbuatan
apa saja yang termasuk dalam perbuatan melawanmu®leh karena itu, perlu
diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum pg@as perbuatan apa saja

155 SuharnokoHukum Perjanjian: Teori dan Analisa KasuSet. 1 (Jakarta: Kencana,
2004), hal. 115-116.

1% M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan HukumCet.1(Jakarta: Pradnya
Paramita, 1979), hal. 17.

15" Rosa AgustinaQp. Cit.,hal. 53-56.
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yang termasuk perbuatan melawan hukum. Adapun wwrsur perbuatan
melawan hukum adalah sebagai berikut.

1. Perbuatan Melawan Hukum
Dalam arti sempit perbuatan melawan hukum dinyatad@bagai berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak deingatau bertentangan
dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatuh aledang-undant®
Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit ini telkirnya adalah undang-
undang, artinya suatu perbuatan dianggap sebadaigian melawan hukum jika
bertentangan dengan undang-undang. Namun, pemgey&ebuatan melawan
hukum berkembang menjadi arti yang lebih luas yaitu
1. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu berartielamggar
wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepasknsang!>®
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Keamajibukum
diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukoenk tertulis
maupun tidak tertulis®
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu kemtgan dengan
norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan malsyadiakui
sebagai norma hukum. Menurut Utrecht yang dimaksietgan
kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalanasyenakatan
yang tidak termasuk merupakan hukum, kebiasaam agfama®*
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakatdegyhdiri dan
orang lain*®?
Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukekarang ini
tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang mghmigak subyektif orang lain,

kewajiban hukum pelaku, dan undang-undang melainksga perbuatan-

138 M.A. Moegni Djojodirdjo,Op. Cit.,hal. 21.
1%9 Rosa AgustinaQp. Cit.,hal. 53-56.

180 1bid.

181 bid.

192 |bid.
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perbuatan yang bertentangan dengan kaedah kesuslEa kepatutan dapat
disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Kesalahan
Unsur kesalahan ini mencakup kealpaan dan keseamgdpengan demikian
pengertian kesalahan mencakup 2 (dua) pengertikni ¥&@salahan dalam arti
luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahaamdalrti luas terdiri dari
kealpaan yakni kesalahan dalam arti sempit dannkegsan. Kesengajaan sudah
cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan p&ihuatau pada waktu
melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akyaetgy merugikan itu
menurut perkiraannya akan atau pasti timbul dasngrtersebut, sekalipun ia
sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbustamtau melalaikan
keharusanny&®®
Kesalahan yang dianggap sebagai sebuah kesendegaasiah memenuhi
elemen-elemen sebagai berikut.
1. Adanya kesadarasstate of minyluntuk melakukar®*
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukanahadgnya perbuatan
saja’®®
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk merkab
konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaanedbngan tindakan
tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi ters&b
Sedangkan kesalahan yang dapat dianggap sebuaaideelharuslah memenuhi
unsur-unsur pokok sebagai berikut.
1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuaty rpastinya

dilakukan®’

183 M.A. Moegni Djojodirdjo,Op. Cit.,hal. 66.

184 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontempo(Bandung:
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hal 47.

1% |pid.
198 |pid.

7 bid., hal 73.
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2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatiatuty of carg;*®®

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian terselot;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatartidékumelakukan
perbuatan dengan kerugian yang timB@il.
Dengan demikian, inti dari unsur kesalahan adalanganai ada tidaknya
kesengajaan atau kealpaan dalam suatu perbuatan.

3. Kerugian
Penentuan tentang ganti kerugian yang harus dibkgegna perbuatan
melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentyamg sama dengan
ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprey&sy diatur dalam Pasal
1243-1252 KUHPerdatd! Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 1365
KUHPerdata tidak menentukan dengan jelas dan tbgespa ganti rugi yang
diterima orang yang menderita kerugian akibat pmdou melawan hukum.
Gugatan penggantian kerugian karena perbuatan raelaukum dapat berupa:
1. Uang dan dengan uang pemaks$a;
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uanadxgs): ">
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengaang
pemaksaf;*
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adaéahbifat
melawan hukuri’”

188 1bid.
189 bid.
170 bid.
"1 M.A. Moegni Djojodirdjo,Op. Cit, hal. 73.

172 Mariam Darus BadrulzamarKUHPerdata Buku Ill Hukum Perikatan Dengan
Penjelasan,(Bandung: Alumni, 1996), hal. 148.

73 |bid.
7% |bid.

7 |bid.
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Dalam gugatan wanprestasi kerugian terdiri dariuorganti, rugi, dan
bunga. Dengan demikian, dalam perbuatan melawaanhditanya terdapat unsur
rugi. Kerugian dari perbuatan melawan hukum menktiliiPerdata tidak hanya
kerugian materiil saja melainkan juga dapat berkgraigian imateriil, sehingga

tidak hanya berwujud harta kekayaan s&ja.

4. Hubungan Kausal

Dalam hukum perdata, hubungan kausal ini adalabkumnteneliti apakah
antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yémgbdilkan terdapat suatu
hubungan, sehingga si pelaku dapat dipertangguagjeam’’ Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa ganti kerugian dapat ditepiinak yang dirugikan karena
suatu perbuatan melawan hukum jika ada hubungasakaantara perbuatan

melawan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul.

4.1.3. Duduk Perkara

PT. Krakatau Steel (Persero) Thk, sebagai perugaiaiik membutuhkan
dana segar untuk pengembangan bisnis usahanyaldamtendapatkan izin dari
Menteri Negara BUMN. Berdasarkan RUPS maka dipanskntuk melakukan
IPO dengan menunjuk penjamin pelaksana emisi afakkumelakukan penelitian
berapa harga wajar yang bisa diserap paar.

Penjamin pelaksana emisi efek bersama-sama denigalirékatau Steel
(Persero) Tbk telah menentukan harga Rp850,00 pdelaatus lima puluh
Rupiah) per lembar saham. Dengan kondisi penjatahlacommitment]PO telah
dilakukan dengan harga Rp850,00 (delapan ratus puhzh Rupiah) per lembar
saham ternyata mengalamver subscribedsebanyak 1,5x (satu setengah kali)
dari saham yang ditawarkan sesuai dengan laporaawagan umum dari
Bapepam®”®

178 suharnokoQp. Cit.,hal.121-122.
7 M.A. Moegni Djojodirdjo,Op. cit, hal. 83.
178 putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.P®p.Cit, hal. 2.

179 |bid.
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Walaupun demikian, penjatahgooling allotment(masyarakat umum)
hanya dapat menikmati 2% (dua persen), hal ini ngglar peraturan Bapepam
IX.A.7, selebihnya dikuasai oleh pihak-pihak laimng terdapat dalanfix
Allotment (MESOP, Investor Asing, dan Investor Lokal) yang rmieki
kepentingan-kepentingan tertentu sehingga hargag ydiberikan tersebut
dianggap menguntungkan pihak asing, masyarakak tid@at membeli saham
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Hal ini dianggsgrugikan negara menurut
18%ihak penggugat, yang merasa mengenai mengeteluki beluk pasar modal,
karena tergerak untuk melakukan koreksi atau gagethadap praktek IPO yang
disinyalir merugikan keuangan Negara yang sehasu$imsa mendapatkan nilai

lebih tinggi.*®*

4.1.4. Petitum Gugatan/Permohonan Gugatan

Bertitik tolak dari dasar dan alasan gugatan djateeka para Penggugat
meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaranenjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk selurpuhnya

2. Menyatakan Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergughtidlah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum atas penjualan Saham Pdkakau Steel
dengan harga sangat murah;

3. Menyatakan batal demi hukum penjualan saham milikktakatau Steel
(Persero) Tbk;

4. Menghukum Para Tergugat memulihkan keberadaan datudikikan
hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai aakidari
dilaksanakannya privatisasi;

5. Agar Para Tergugat diusut secara hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya pergang timbul di
semua tingkat persidangaf;

180 | pid.
181 |bid.
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Dari uraian diatas maka yang menjadi pokok permahatari Penggugat
adalah menyatakaBatal Demi Hukum terhadap penjualan saham PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk sebagai konsekuensi dilaksaumgia Privatisasi.

4.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60°PDT.G/2010/PN.JKT.
4.2.1. Dalil Penggugat
Diajukannya gugatan ini adalah karena alasan+aldib@wah ini:

a. Bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, adalah paétan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang dapat dikategorikan sedahgan gambaran
sebagai berikut:

1. Industri strategis bagi Indonesia

2. Persero dengan asset yang jelas

3. High Opportunity to growth investasi atau proyek yang memiliki
potensi untuk berkembang secara signifikan dan hesiliian profit
ke investor.

4. Profitable financing by debgpinjaman dari hutang dan menghasilkan
profit ke investor2*

b. Hal ini dengan ditandai dengan fakta pembayararmdeiivtahun 2008 —
2010 sebagai berikut :

1. Tahun 2008 sebesar Rp94,1 milliar (sembilan pulnpa koma satu
miliar);

2. Tahun 2009 sebesar Rpl137,9 miliar (seratus tigahptujuh koma
sembilan miliar);

3. Tahun 2010 sebesar Rpl148,4 miliar (seratus emplath pdelapan
koma empat miliar):3*

c. Bahwa dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan bajé ldari 10%
(sepuluh persen) per tahun, dimana konsumsi bagioms akan
meningkat dari 6,5 juta (enam koma lima juta) fwada tahun 2009
menjadi 12 juta (dua belas juta) ton pada tahur 20taka investasi yang
dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pasthgnatungkan, jika

183 |bid, hal. 5
184 | bid.
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pemerintah konsisten dengan ucapan dan visinya,amabangkitan

nasional hanya bisa terwujud jika pemerintah meodgkpenuh eksistensi

dan pengembangan BUM®

. Bahwa faktanya justru Pemerintah melalui Tergugatdh mengeluarkan

keputusan untuk melakukan penjualan saham PT. Kralksteel (Persero)

Tbk, dengan harga sangat murah yaitu Rp850,00ddeleatus lima puluh

Rupiah) per lembar saham, dimana nilai perusahaag gejenis dengan

kategori industri yang sama rata-rata 11-12 kalesar Rpl1.150,00

(seribu seratus lima puluh Rupidfi§;

. Bahwa terhadap hal ini terjadi adanya Pelanggaeeratap UU No. 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

1. Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN antancadalah :

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara padasiya;

b. Mengejar keuntungan, dalam kasus ini sebagai BUNMMQy
bertujuan memberikan sumbangan bagi perekonomisioms dan
penerimaan negara, harga saham PT. Krakatau 8terslefo) Tbk,
justru akan dijual sangat murah, hanya Rp850,0(afjde ratus
lima puluh Rupiah), dengan demikian apakah negeanablali akan
dikorbankan dalam penjualan PT. Krakatau Steel s@re)
Tok?;'®’

2. Pasal 75, “Privatisasi dilakukan dengan memperaatgkinsip-prinsip
transparasi, kemandirian, akuntabilitas, pertangguaban, dan
kewajaran”.

a. Bahwa dengan harga saham Rp850,00 (delapan rataspliluh
Rupiah) per lembar dan jumlah saham yang dilepdsngak
Rp3,155 miliar lembar, maka pemerintah hanya akemperoleh
dana Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratiBar

185 | pid.
186 |hid.
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Rupiah), sedangkan apabila pemerintah hanya ingindapatkan
dana sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua trilivmmmematus
miliar Rupiah), maka seharusnya pemerintah bisageramkan
kekuatan BUMN dan BUMD untuk menyediakannya, tahpeus
melepas kepemilikan saham milik negara yang demikteategis
dan berharga hingga 20% (dua puluh persen). Rakyatpasti
mendukung seandainya PT. Krakatau Steel (Persdik) Aarus
berhutang untuk mendapatkan dana sebesar itu;

. Bahwa sebenarnya permintaan pembelian saham deestor
sudah sangat tinggi hingga mencapai 9 (sembilaln)ipgat pada
saatbookbuilding Permintaan yang tinggi tersebut dapat dijadikan
dasar untuk menetapkan harga pada batas ataslebthutinggi
lagi. Ternyata keputusan yang diambil oleh Tergugahenjual
saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, pada Hmges bawah
dianggap sangat tidak wajar.

. Bahwa Tergugat | beralasan, murahnya harga saharkraKatau
Steel (Persero) Tbk dikarenakan alasan sebagéuberi

1. Untuk menarik minat asing;

2. Menggairahkan pasar saham di pasar sekunder;

3. Bahan baku baja akan naik;

4. Harga bahan bakar batubara akan naik.

Faktanya : Permintaan asing sudah mencapai
Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) -
Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah). Rib@sing pun
siap membeli dengan harga tinggi. Saat ini, sahsimara yang
tidak jelas prospeknya sangat baik seperti PT. &k Steel
(Persero) Tbk, oleh sebab itu patut dicurigai balmaega murah
tersebut adalah bentuk kesengajaan untuk mengexuktlkngan
sebesar-besarnya oleh oknum penguasa dan oknumngkditi
kekuasaan pemburu rente;

. Bahwa sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentangNBdan

PP No. 33 tahun 2004 tentang tata cara PrivatiBasiusahaan
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Perseroan (BUMN) serta PP No. 59 Tahun 2009 terRangbahan
PP No. 33 Tahun 2004, bahwa penetapan harga sakampakan
kewenangan dari Menteri BUMN. Namun dalam hal iluin ada
mekanisme pelaksanaan kewenangan penetapan hanga da
penjatahan saham yang transparan kepada publikggehsangat
memungkinkan terjadinya tindakan penyalahgunaanemewg'®
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat Il sebenarnya dapatotaé& keputusan
yang jelas-jelas merugikan kepentingan negara, atermgengambil
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnyaudian tersebut
sesuai dengan Pasal 15 Ayat 3 Butir 6 (d) Anggdbasar PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk. Namun ternyata telilgpas dengan

harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupi&h):;

Oleh karena Para Tergugat sudah mempunyai keputusak menjual
saham ini dengan harga murah dan tidak ada celalk brsa menundanya, maka
penundaan atau pembatalan ini hanya bisa dilakaolkdnPara Penggugat dengan
cara gugatan warga negaratigen lawsuit. Tindakan ini diperlukan karena
secara hukum tidak bisa pihak lain menunda penawsaham suatu perusahaan

yang bukan dimilikinya®®°

4.2.2. Dalil Tergugat
Dalam bagian ini, maka Penulis memfokuskan padaasalahan eksepsi
yang menjadi sumber dari dikabulkannya oleh Majelekim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, antara lain sebagai berikut:

EKSEPSI

Tergugat | 1. Gugatan tidak berdasarkan hukum
2. Diskualifikasi Person

188 |pid. hal. 7- 8.
189 |bid,

190 |pid.
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Gugatan Kaburgbscuur libe)
Gugatan kurang pihak

Gugatarerror in persona

Tergugat Il

Kompetensi absolut

Mengenakitizen lawsuit

Tergugat Il

o H 0N PN PO R

Kompetensi absolut

Gugatan Kaburdbscuur libe)

Penggugat tidak mempunylagal standing
Gugatan salah alamat

Gugatan kurang pihak

4.2.2.1. Tergugat | Pemerintah Republik Indonesia §. Kementrian Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4.2.2.1.1. Dalam Eksepsi

4.2.2.1.1.1. Eksepsi Gugatan Tidak berdasarkan Huka (Exceptio

Onrechmatigheid of Ongegrond

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukumre¢hmatigheid of

Ongegrong tidak dapat menunjukkan pasal tertentu dari hulpositif
yang dilanggar oleh para Tergugat. Oleh karenagtgatan Penggugat
sama sekali tidak memiliknfistenenmalebaik dasar hukum yang mutlak
diperlukan bagi sahnya setiap gugatén;

. Bahwa pelanggaran pasal dari hukum positif tersslngatlah penting
karena merupakan syarat mutlak dari suatu gugatamuerupakan satu-
satunya tolak ukur bagi keabsahan hukureclitsgeldigheil suatu
gugatan:®
. Penggugat dalam menyampaikan titik tolak premisagag mendasarkan
pada ketentuan perundang-undangan yang sudahbetdku lagi, yaitu
UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dekfiad No. 35

Tahun 1999. Sebagaimana diketahui bersama (nandak tliketahui

¥1bid, hal. 11

192 | pid.
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Penggugat), bahwa UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No.TaGun 1999
telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan N& 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakim&f;

. Gugatan dalam bentuditizen lawsuitbelum diatur dalam hukum acara di
Indonesia. Gugatan yang diakui di Indonesia hatyal@ugatan
Perwakilan Kelompokdlass actio lewat peraturan Mahkamah Agung
(Perma) No. 1 Tahun 2002. Gugatdtizen lawsuithanya dikenal dalam
sistem hukuntommon lawdan bukan sistem hukuaivil law seperti yang
dianut negara Indonest&?

. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikrestbkusumo, SH yang
dapat dilihat dalamvebsitehukumonline.com tanggal 27 November 2006
antara lain menyatakan :

Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakatutan
merupakan “aturan permainaspélregely’ dalam melaksanakan tuntutan
hak itu. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakatutan hak,
maka hukum acara perdata mempunyai fungsi yangingengehingga
harusstrict, fixed, correctpasti tidak boleh disimpangi dan harus bersifat
Imperative (memaksa). Hakim harus tunduk serta terikat paalasgn
tidak boleh bebas menafsirkannya, janganlah meradgum atau
mengadopsi lembaga hukum acara diluar. Setiap otatak bebas
mengajukan gugatan dengan cara yang dikehendakitaldmlah yang
berkuasa dalam menerima, memeriksa, dan memutdsarpedengan
tunduk pada peraturan hukum acara yang ada dark tenurut
justiciabelen(pencari keadilan/penggugat) yang memilik senchianya
berperkara yang tidak/belum ada dasar hukumnya;

Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengadopsi legabhukum acara
asing (kecuali sudah diatur dalam undang-undandiingga hakim
dilarang menciptakan peraturan yang mengikat segaram (Pasal 21
AB). Janganlah hakim dait accompliatau dipaksa untuk menerima atau

menggunakan lembaga hukum acara perdata yang tddlr dalam

198 |bid.

194 |pid, hal. 12
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hukum positif Indonesia seperti halnya dalam hulagara perdata yang
mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berstagkan memiliki

sifat prosedural berupa hak untuk naik banding, dfoan untuk

mengajukan saksi dan bukanlah bersifat substass@rti pada hukum
perdata materiil (hak milik, kewajiban untuk melanutang);

Kalau dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 mengatakdmva hakim

wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat, makagydimaksud

adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak Hewajiban

substansial), bukan hukum formil (hukum yang memgatak dan

kewajiban formil). Itupun dalam menggali hukumngalam menemukan
hukumnya, tidak asal mengadakan terobosan, tetd@i ractode atau
aturan permainannya, sehingga berdasarkan yurispsud’utusan MA
No. 239 K/Sip/1986, gugatan yang tidak berdasark&um yang berlaku,
maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan rhem&epada Majelis
Hakim untuk menetapkan bahwa gugatan Penggugatk tidapat

diteruskan atau gugatan tidak dapat diterimat(ontvanklijk verklaary
195

4.2.2.1.1.2. Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengatasnamakantkigan umum
dan demi membela rakyat Indonesia, dimana dalamnhd@enggugat tidak
mempunyai kepentingan hukum secara langsung dgrgggnalan saham PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Begat tidak mempunyai
kualifikasi untuk mengajukan gugatanquo.Ada atau tidaknya kepentingan
harus diukur dari ada atau tidaknya kepentingamuhnugecara langsung, yaitu
kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungamhantara Penggugat
dan Para Tergugat hubungan hukum itu langsung miatendiri secara
konkrit (nyata) oleh kedua belah pih&R;

2. Dalil tersebut diajukan berdasarkan pendapat ahbf. PDr. Sudikno
Mertokusumo, SH tentang pengertian kepentingang ydapat dijadikan

195 Jbid. hal. 13.

198 |pid. hal. 14.
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sebagai alas hak untuk menggugat. Terkait dengas @ssar utama yang
penting dalam hukum acara perdata di Indonesiai y@saspoint d’interest
point d actionyang berarti barang siapa mempunyai kepentingaratdap
mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingami doukan asal
kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara laggs@itu kepentingan
yang dilandasi dengan adanya hukum antara pengglagattergugat dan

hubungan itu langsung dialami secara konkret osfgBugat’®’

Bahwa sejatinya gugatacitizen lawsuit yang menjadi tergugat hanyalah

penyelenggara negara dengan menarik PT. Krakatal @tersero) Tbhk, sebagai

Tergugat Il yang merupakan badan hukum privat, mne#sungguhnya gugatan

yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam kateggatancitizen lawsuit

namun merupakan gugatan perdata biasa. Oleh kértermaukup beralasan bagi

Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidakpata diterima igiet

ontvanklijk verklaargl

198

4.2.2.1.1.3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelag&xception Obscuur Libél

1. Berdasarkan yurisprudensi teori dan praktek hukoanaayang berlaku, suatu

gugatan dapat dikategorikambscuur libel atau tidak jelas apabila posita
gugatan tidak relevan dengan petitum gugatan dkak tnendukung petitum
gugatan®®

. Bahwa dalam gugatan Penggugat, posita gugatan sseRali tidak
mendukung petitum gugatan karena di dalam petitwigagn, Penggugat
menuntut agar Pengadilan menyatakan seluruh Tergtgjah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang harus dikemukala@am gugatan
tersebut. Adapun keempat unsur yang harus terddpktm Perbuatan
Melawan Hukum adalah yang wajib dijelaskan adalah :

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

197 | bid.
198 |bid. hal.15.

199 | pid.
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b. Adanya kesalahan;

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

d. Adanya hubungan kausalitas hubungan sebab akibatadkesalahan dan
kerugian 2%

3. Mengingat keempat unsur tersebut diatas bersifahukatif dan harus
dipenuhi oleh setiap gugatan Perbuatan Melawan Hukterlihat jelas
Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Parguda yang telah
memenuhi keempat unsur tersebut. Oleh karena dsitgo gugatan dibuat
secara umum, tidak terstruktur dan sarat dengansaupolitis serta bersifat
spekulatif dan tidak dapat dibuktikan keabsahansghjngga posita gugatan
sama sekali tidak mendukung petitum gugatan, sgiainenunjukkan bahwa
posita dan petitum gugatan tidak relevan karen@gupeigugatan menyatakan
tentang PMH namun posita gugatan tidak menguraiatang keempat unsur
PMH;ZOl

4. Dalam Petitum Penggugat meminta agar menyatakaal lol@mi hukum
penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tdikehsebut bertentangan
dengan karakteristik gugatanitizen lawsuit karena dalam petitum gugatan
citizen lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan
penyelenggara negara yang bersifat konkrit dar. fibalam perkaran casuy
keputusan penjualan saham milik Tergugat Il merapaguatucoorporate
action sehingga gugatan tidak dapat diperiksa dengan nsskarcitizen
lawsuit, karena karakteristik dalam petitwitizen lawsuitagar penyelenggara
negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijalkang ybersifatregeling
agar kelalaian tidak terjadi di kemudian h&f;

5. Sehingga dengan demikian, maka dimohon gugatarebigrstidak dapat
diterima dan Majelis hakim menetapkan bahwa gugatnggugat tidak dapat

diteruskan atau gugatan tidak dapat diterimet (ontvankelijk verklaand 2%

2% bid, hal.15-16.
2%11bid, hal. 16.
292 hid.

293 |bid. hal. 17.
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D. Eksepsi Kurang Pihak Exception Plurium Litis Consortiun)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 T200& jo. PP No. 59
Tahun 2009 pelaksanaan privatisasi melibatkan lgabdan atau profesi
penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tkatenperundang-
undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya masatPT. Krakatau Steel
(Persero) Tbk, lembaga atau profesi penunjangletderdiri dari:

a. Konsorsium JLU (Joint Lead Underwriter)/ISA (Intational Sales
Agreement/Perjanjian Para Agen Penjual yang merkanaaham PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk ke luar negeri;

Konsultan Hukum;

Penasehat Keuangan;

Notaris;

Perusahaan Penilai;

T odic:

Biro administrasi efek;

Public Relation Agency

> @

Perusahaan Percetakan;
i. Kantor Akuntan Publik®*
Selain lembaga dan atau profesi penunjang tersaias pihak lain yang
terlibat dalam proses privatisasi PT. Krakatau IStdelah sebagai berikut :
a. Menteri Negara BUMN;
b. Komite Privatisasi yang terdiri dari :
1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Kelgnite
Privatisasi merangkap anggota;
2. Menteri Negara BUMN selaku Wakil Ketua Komite Ptigasi
merangkap anggota,;
3. Menteri Keuangan selaku anggota,;
4. Menteri Perindustrian selaku anggota;
5. Deputi Menteri Koordinator bidang perekonomian bigla
koordinasi ekonomi makro dan keuangan selaku Seksdéfomite

Privatisasi;

204 |pid.
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6. Sekretaris Menteri Negara BUMN selaku Sekretarismke
Privatisasi;
7. Menteri Keuangan;
8. DPR RI (Komisi VI dan Komisi IX)
9. Tim Privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Thikgyterdiri dari
wakil-wakil Kementrian BUMN Kementrian Keuangan d&f.
Krakatau Steel (Persero) Thk;
10.PT. Krakatau Steel (Persero) Th&
Bahwa dengan tidak memasukkan pihak-pihak yangb&rllainnya
menjadi Tergugat (kurang pihak), maka dengan demilgugatan Penggugat
tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapagricit Qiet ontvankelijk

verklaard).?%

4.2.2.1.1.5. Eksepsi GugataBrror in Persona

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah memasukdanerintah RI cq.
Kementerian BUMN dalam hal ini diwakili oleh Mustabubakar dalam
kedudukan dan kapasitasnya selaku Menteri NegaMMNBBelaku Tergugat I;
207

2. Dalam perkara kapasitas Menteri Negara BUMN bukanlsebagai
penyelenggara negara, nhamun sebagai pemegang $ahaKrakatau Steel
(Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam Pasala? (&) PP No. 67
Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikama® Negara Melalui
Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PerusdPRaasero) PT.
Krakatau Steel (Persero) TBE

3. Dengan demikian, gugatan ini yang ditujukan kepbeiggugat | adalalerror
in persona sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapatirda Qiet
ontvankelijk verklaart’®).

295 |pid.
2% |bid. hal. 18
207 | pidl.
298 |hid.
299 |bid.
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4.2.2.1.2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam hal-hal yang telah dikemukakan dalammegk, mohon
dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yaalgtedoisahkan dengan
pokok perkara ini;?*°

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh daligfugat dalam
gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui seegas oleh Tergugat
|;211

3. Berdasarkan azas hukumctori Incumbit Probatid jo. Pasal 163 HIR jo.
Pasal 1865 KUHPerdatadata, Penggugat diwajibkamkuntembuktikan
dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya bukan para tgegwyang diwajibkan untuk
membuktikan ketidakbenaran dalil Penggugat, olebriaitu Tergugat minta
agar Penggugat membuktikan dalilnya secara lebmhpkehensif yaitu yang
menyatakan saham PT. Krakatau Steel (Persero) dijplal terlalu murah,
selanjutnya akan Tergugat tanggapi dalil-dalil Rpmgt dalam Posita
Gugatannya sebagai berikft

4. Dalil Penggugat dalam posita gugatannya yang mekgat bahwa
‘penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Té#kgan harga yang
sangat murah yakni Rp850,00 (delapan ratus limahpRlupiah) per lembar
saham dimana nilai perusahaan sejenis dengan RBRata industri 11-12
kali sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima ptRulpiah) adalah tidak

benar;

Penetapan harga saham dalam PT. Krakatau Steale(BeiTbk Rp850,00
(delapan ratus lima puluh Rupiah) sudah melalus@saahagpre marketing

bookbuilding dan pembahasan bersama antara JLU, Direksi Pakakau

Steel (Persero) Tbk dan Menteri Negara BUMN.

219 hid, hal. 19.
211 pid.
212 |hjg.
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JLU dan ISA melakukampre marketingkepada para investor berdasarkan
pada hasil riseindependentmasing-masing guna mendapatki@edback
Berdasarkarfeedback pre marketingLU dan ISA menyampaikan usulan
kisaran harga kepada Menteri Negara BUMN sebes@s®p0 - Rp1.150,00
per saham. Setelah dilakukan pembahasan bersamal3BU emiten PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Kementrian BUMBMs aisulan kisaran
harga tersebut, dengan kesepakatan bersama datupeas PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk, Menteri Negara BUMN menetapkeaaran harga
sebesar Rp850,00 — Rp1.150,00 per saham yang aganakan dalam
prosesbookbuildingyang dalam hal ini setelah melalpiblic exposedan
road show Setelah dilakukan pembahasan bersama antaralSBRLDIireksi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Kementrian BUMbuU hasil
bookbuilding dengan kesepakatan bersama dan persetujuan dari P
Krakatau Steel (Persero) Tbk, menetapkan hargd tiR® saham PT.
Krakatau Steel (Persero) Thk sebesar Rp850,00 p@elaatus lima puluh
Rupiah)per saham dan sekaligus menetapkan alokhsinms porsi dalam
negeri sebesar 65% (enam puluh lima persen) dasi luar negeri sebesar
34% (tiga puluh empat persen) masing-masing damlgh saham yang
diterima dan dijual. Harga Rp850,00 (delapan rdioms puluh Rupiah)
mencerminkarPrice Earning RatiqPER) 9,9 (sembilan koma sembilan) kali
jika dibandingkan industri sejenisnya, yaitu POS&Qrea dan Tata Steel
India PER-nya masing-masing hanya sekitar 8,2 pael&oma dua) dan 8,1
(delapan koma satu) k&ft®

Dalam Gugatan Penggugat dinyatakan “bahwa dengga saham Rp850,00
(delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar damigh saham yang dilepas
sebanyak 3.155 (tiga juta seratus lima puluh lima)ar lembar, maka
pemerintah hanya akan memperoleh dana Rp2.600@DO0AD,00 (dua
triliun enam ratus miliar Rupiah). Jika hanya R2.600.000.000,00 (dua
triliun enam ratus miliar Rupiah), maka seharusrg@merintah bisa
mengerahkan kekuatan BUMN dan BUMD untuk menyediaka, tanpa
harus melepas kepemilikan saham milik negara yamgildan strategis dan

213\bid, hal. 19 - 20
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berharga hingga 20% (dua puluh persen)”. Bahwd Balnggugat tersebut
dapat Tergugat sampaikan tanggapannya sebagaiiberik

Dalam IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Thk, sahangydilepas adalah
saham dalam simpanan (saham dalam portepel), sdd@m yang dimiliki
negara hasil penjualan saham seluruhnya disetokase perusahaan PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, untuk pengembangamsgleaan. Selain itu,
Tergugat menyimpulkan bahwa apabila pemerintah erahgan dana
BUMN dan BUMD untuk menyediakan dana sebesar
Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus amilRupiah), maka
mekanisme yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentperaturan
perundang-undangan dan prinsip korporasi, hal hatséilakukan secara
business to businesstinya harus dilakukan mekanisme pinjam meminjam
antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan BUMNMBU Hal ini tidak
sesuai dengan tujuan privatisasi yaitu meningkakaarja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peran serta masyaa&at pemilikan saham
Persero sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 AyalU2No. 19 Tahun
2003 tentang BUMN/BUMD, tidak terdorong penguatamgp-prinsipgood
coorporate governancei PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan tidakaeat
juga tujuan untuk mendapatkan dana yang muralmggaiuntuk memperkuat
struktur permodalan PT. Krakatau Steel (Perser&) Tb

Tujuan Privatisasi bukan semata-mata mendapatkaa skegar untuk APBN,
namun ada tujuan yang bernilai strategis dalamkapgngembangan usaha.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU No. 19 Tah0& @&htang BUMN,
maka maksud dan tujuan privatisasi adalah sebagikuib :
1. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk

a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;

b. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan

c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen kenangang

baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan koitifet

e. Menciptakan persero yang berdaya saing dan betasiegiobal;
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f.  Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapsgtsar;

2. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meninkgatkinerja dan nilai
tambah perusahaan dan meningkatkan peran sertaarakal dalam
pemilikan saham Persero;

Dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan aebagkut :

Dengan pasal yang dilakukan privatisasi diharapdesn terjadi perubahan
atas budaya perusahaan sebagi akibat dari masplemyagang saham baru,
baik melalui penawaran umungd publiQ ataupun melalui pernyetaan
langsung direct placement Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban
pemenuhan utama dari suatu progespublic atau adanya sasaran-sasaran
perusahaan yang berubah tersebut akan dapat megdmeningkatan kinerja
perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertiaggisaing perusahaan
dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baikmels regional, bahkan
global sehingga pada akhirnya akan dapat membekiatribusi yang lebih
besar terhadap perekonomian nasional dalam berdtdng dan jasa yang
semakin berkualitas dan terjangkau harganya, gem&rima negara dalam
bentuk pajak yang akan semakin besar pula;

Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pedarnya adalah untuk
meningkatkan peran peserta dalam upaya meningkédsgjahteraan umum
dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas rperserta untuk
menunjang stabilitas perekonomian nasioffal;

6. Dalil Penggugat dalam posita angka 1.2. huruf Haddébahwa sebenarnya
permintaan pembelian saham dari investor sudah asatigggi hingga
mencapai 9 (sembilan) kali lipat. Berdasarkan lagermintaan yang tinggi
tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk mekemtharga pada batas
atas, atau lebih tinggi lagi. Ternyata keputusamgydiambil oleh Tergugat |
sangat berbeda dan aneh dengan menjual saham &&t&u Steel (Persero)
Tbk pada harga batas bawah sangatlah tidak wajar”;

Atas dalil Penggugat diatas sudah dijelaskan diamban angka 5 diatas>

21%1bid, hal. 20 — 23.
218 bid, hal. 23.
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7. Penggugat mendalilkan pada posita angka 1.2. hardfahwa bahwa
“Faktanya permintaan asing sudah mencapai Rp6.00@00.000,00 (enam
triliun Rupiah) — Rp7.000.000.000.000,00 (tujuliuri Rupiah). Pihak asing
pun siap membeli dengan harga tinggi. Oleh sehalpétut dicurigai bahwa
harga murah tersebut adalah bentuk kesengajaak on@ngeruk keuntungan
sebesar-besarnya oleh oknum pengusaha dan oknuimgkiar kekuasaan

pemburu rente”;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Fgltpermintaan asing
sudah mencapai Rp6.000.000.000.000,00 (enam trilikopiah) —
Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah)” adapernyataan spekulatif.
Harus dibuktikan dalil tersebut. Disamping itu bahvalhasil saham
ditetapkan untuk porsi dalam negeri sebesar 65%nfeouluh lima persen)
dan porsi luar negeri sebesar 34% (tiga puluh engemsen). Dengan
demikian, permintaan dari pihak asing sendiri tidi@pat dijadikan sebagai
dasar penetapan harga, namun demikian harus ledifpnoritaskan investor
dalam negeri;

Bahwa dalil Penggugat yang mencurigai adanya kegaag harga murah
untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya adatamyapaan yang
spekulatif, tendensius dan cenderung fitnah tamhakdng bukti sama sekali.
Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 diaga®tgpan harga tidak
semata-mata dilakukan oleh Menteri Negara BUMN sgndamun
berdasarkan hadilookbuilding dan pembahasan JLU dan ISA serta disetujui
oleh Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) THk;

8. Penggugat juga mendalilkan “Bahwa sesuai dengarNOU19 Tahun 2003
tentang BUMN dan PP NO. 33 Tahun 2004 tentang Tatea Privatisasi
Perusahaan Perseroan (BUMN) serta PP No. 59 Tald@® 2entang
perubahan PP No. 33 Tahun 2004, bahwa penetapga sanam merupakan
kewenangan dari Menteri BUMN. Namun dalam hal irelun ada

mekanisme pelaksanaan kewenangan penetapan hargemnjatahan saham

216 Jpid, hal. 23 -24.
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yang transparan kepada publik, sehingga sangat ngdimkan terjadinya

tindakan penyalahgunaan wewenang”.

UU BUMN maupun PP No. 33 Tahun 2005 (bukan tahudd2ebagaimana
yang disebut Penggugat jo. PP No. 59 Tahun 2068k tmewajibkan untuk
mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan penetapega dan

penjatahan saham, karena merupakan ketentuan yatg dalam hukum

pasar modal, Peraturan Bapepam No. IX.A.7 yanggiamg jawabnya berada
pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam halldi J

Dalam peraturan yang sama diatur pula audit pdmgat@aham oleh Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam palingbaim30 (tiga puluh hari)
kalender setelah tanggal penjatahan. Mengenai merkarpenetapan harga,
UU BUMN maupun PP No. 33 Tahun 2005 jo. PP No. &auh 2009 tidak
mengatur hal tersebut, karena dala@st practicepenetapan harga dilakukan
mekanismebookbuilding yang dilakukan oleh lembaga/profesi penunjang
dalam hal ini JLU dan ISA.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada frasa “seaingsangat
memungkinkan terjadinya tindakan penyalahgunaanemewgy’, merupakan
dalil yang sangat spekulatif tanpa didukung bukiiib yang jelas dan
terukur. Dalam jawaban diatas terlihat bahwa peraetdnarga dan penjatahan
saham tidak dilakukan sewenang-wenang oleh Mertegara BUMN,
namun pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkinyaihg tergabung
dalam lembaga/profesi penunjang, dalam hal ini dab ISA*’

. Bahwa dalam Petitum Gugatannya, Penggugat mohon Majelis Hakim
menyatakan batal demi hukum penjualan saham milik Krakatau Steel
(Persero) Tbk ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbuldhwa gugatan Penggugat
tidak memiliki dasar sama sekali, karena prosespsasi PT. Krakatau Steel
(Persero) Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengaentetn peraturan

217 [bid, hal. 24.
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perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena dtyt kiranya Majelis
Hakim menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Selain itu, tuntutan Penggugat tersebut sangak tidangkin dilaksanakan
(non executablekarena penjualan saham PT. Krakatau Steel (FRgr3dk
dari saat penjualan pertama di pasar primer hirsggd ini, saham-saham
yang dijual tersebut telah banyak beralih kepadwkppihak lain melalui
pasar sekunder. Sehingga tidak mungkin penjualaansaersebut dibatalkan,
secara teknis sulit untuk dilakukan, juga berpatenserusak iklim pasar

modal di Indonesia®*®

Permohonan Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan hukum yangkdid) dengan akta bukti

authentic sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka sudiyakeya jika

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat y#empormat memeriksa

perkaraa quomemberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat |

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimat (ontvanklijk
verklaard

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atatidakeidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimat (ontvanklijk
verklaard.

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mopatusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et borjo?**

218 [pjd, hal. 25 - 26.
219bid, hal, 26.
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4.2.2.2. Tergugat Il PT. Krakatau Steel (Persero) bk

Atas gugatan para Penggugat pihak Tergugat Il mekaa Eksepsi atas

Kompetensi Absolut dan Tanggapan terhadap Keabsahancitizen lawsuit

tertanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

1.

Bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili ini diajukan dbearkan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 133 HIR daal P34 jo. 136 HIR,
yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 133 HIR : “Jika si tergugat dipanggil mengipagdengadilan negeri,
sedang menurut peraturan Pasal 118 ia tidak usalglradap pengadilan
negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakienyatakan tidak
berwenang dalam hal itu, asal saja permintaanigukbn dengan segera
pada permulaan persidangan pertama; permintaan tidak akan
diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadeagerlawanan lain”.
Pasal 134 HIR : “Jika perselisihan itu adalah sysgtkara yang tiada
masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembavakigy dalam
pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakiemgaku dirinya
tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mendaaena jabatannya,
bahwa ia tiada berkuasa”.

Pasal 136 HIR : “Eksepsi (penangkisan) yang sekaamendak
dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tempthal hakim tidak
berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang-satu, tetap harus
dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengark pekkara”.?*°
Berdasarkan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 jo. 136 didfas, maka
sebelum memeriksa serta memutus pokok perkara ds¢angketa yang
sedang diadili disini, memohon kepada Majelis Hakiang terhormat
untuk terlebin dahulu mengeluarkan Putusan Selas diksepsi
Kewenangan Mengadili yang Tergugat ajulgh:

Tergugat Il berpendapat Pengadilan Negeri JakarsatRidak berwenang

untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengaarakebagai berikut :

2201bid, hal. 27.
221 |bjd.
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a. Para Penggugat meminta pembatalan penjualan sabeyught
yang terlaksana sebagai akibat hukum, diterbitkaryrat Ketua
Bapepam-LK No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktobet@@an

b. Citizen lawsuit tidak dikenal dan diakui dalam hukum acara
Perdata di Indonesia, kalaupun dikengugd non-— hal mana
ditolak). Prosedur formal dari gugatacitizen lawsuit tidak
terpenuhi?*

4. Bahwa dasar dan alasan-alasan yuridis mengenadaketenangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksapgaodi serta

memutus perkara ini adalah sebagaimana diuraikzawaih ini**>

4.2.2.2.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Para Penggugat dalam gugatannya meminta pembafaajualan saham
Tergugat |l yang terlaksana sebagai akibat hukuterldtkannya Surat Ketua
Bapepam No S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 20&6 dergugat Il yang
merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sahgummtan perkara quo

merupakan Gugatan Tata Usaha Ned&fa.

5. Apabila dicermati Posita maupun petitum gugapama Penggugat, maka
terbukti gugatan para Penggugat pada pokoknya nt@mpembatalan
penjualan saham Tergugat Il. Hal ini terlihat jepesla butir 3 dan 4 Petitum
Gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

“3). Menyatakan batal demi hukum penjualan sahahk RT. Krakatau Steel
(Persero) Tbk;

“4). Menghukum Para Tergugat memulihkan keberaddan kedudukan
hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagadabkdilaksanakannya

privatisasi??°

222\bid, hal 27-28.
223 [pjd, hal. 28.
224 | bid.

225 |bid, hal. 28-29.
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6. Bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Td895 tentang Pasar
Modal berikut Penjelasan menyatakan ketentuan seébagkut :

Pasal 70 ayat (1) :

“Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Bmitang telah

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepakimenawarkan atau

menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Ranadia tersebut telah

efektif”.

Penjelasan Pasal 70 ayat (1)

“Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satuucdk menghimpun dana

masyarakat =~ masyarakat. Untuk itu, kepentingan &arakat yang akan

menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkandogrgan. Oleh karena

itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun daralunéenawaran Umum

diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyatd2endaftaran kepada

Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapaildila setelah Pernyataan

Pendaftaran dimaksud efektif2®

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di at&is paeseroan yang bermaksud
menjual sahamnya di bursa efek baru dapat melakulRD setelah
mendapatkan surat pemberitahuan efektifnya suatdgf@ran dari Bapepam-
LK. Persyaratan ini berlaku bagi seluruh perserbaik perseroan terbatas
milik perorangan/badan hukum swasta ataupun pemseyang merupakan
Badan Hukum Milik Negare?’

8. Bahwa demikian pula dengan penjualan saham atgu baru terlaksana
setelah diterbitkannya Surat Ketua Bapepam No {/8162010 tanggal 29
Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pgadan PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk, oleh Tergugat Il (Surat BfeBapepam) berdasarkan
Bukti TII-1. #%®

226 |bid, hal 29.
227 | pid.
228 |bid
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9. Bahwa dengan meminta pembatalan penjualah sahemgugat 1l, Para
Penggugat secara implisit meminta pembatalan &ifiektif Bapepam tersebut
diatas, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usagjarélberdasarkan Pasal
1 Butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilaraTdsaha Negard?®

10. Bahwa Surat Efektif Bapepam adalah surat kejmtyang bersifat konkrit,
individual, dan final dengan alasan-alasan selagy&ut:

1. Pertama : Bahwa Surat Efektif Bapepam bersifat kbrkarena obyek
yang diputuskan didalamnya merupakan sesuatu yatak tabstrak,
melainkan berwujud, yaitu keputusan untuk menyetypendaftaran
Tergugat Il di Pasar Modal/Bursa Efek IndonesiaukiPO dalam rangka
privatisasi/penjualan saham yang diterbitkan olefmdaga Negara yang
berwenang mengatur dan mengawasi pasar modal;

2. Kedua : Bahwa Surat Efektif Bapepam tersebut lmraidividual sebab
tidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ddagu kepada PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan secara khusugahtarkait dengan
persetujuan atas pendafaran Tergugat Il di PasadaNBursa Efek
Indonesia;

3. Ketiga : Bahwa Surat Efektif Bapepam yang dijadikaoyek gugatan
bersifat final karena sudah definitif, sehinggauknimelaksanakan segala
sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak Idigierlukan
persetujuan dari instansi lainnya, dan sudah dapatimbulkan akibat
hukum;?%°

11. Bahwa dikarenakan Surat Efektif Bapepam telamanuhi definisi dari suatu

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketenasat P Angka 3 UU

PTUN, maka terbukti gugataoitizen lawsuityang diajukan oleh Para
Penggugat seharusnya diajukan berdasarkan keteRasah 53 Ayat (1) UU

PTUN yang mengatur sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merpsatkeannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat naagagugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi amagar Keputusan Tata

2291bjid, hal. 30.
20 hjd.
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Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakar &i@a tidak sah dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataabitasi”.
Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negarapakam pengadilan yang
berwenang secara absolut untuk memeriksa serta ad#ingerkaraa-quq
dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan umfim;

12.Bahwa dengan demikian secara nyata terbukti gudésa Penggugatquo
merupakan suatu gugatan tata usaha negara karenmtag@embatan Surat
Efektif Bapepam yang merupakan suatu Keputusan Usiaha Negara.
Kedua hal tersebut merupakan suatu alasan hukum ogtup bagi Majelis
Hakim dalam perkara untuk menolak gugatan para dleyed atau setidak-

tidaknya menyatakan tidak dapat diterimi{ ontvanklijk verklaaryl %32

4.2.2.2.2. Tanggapan Terhadap Keabsahdbitizen Lawsuit

Selain mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gatgumerasa perlu juga
untuk memberikan tanggapan terhadap keabasatiaen lawsuityang diajukan
Para Penggugat. Hal ini mengingat penerimaan atamtgn dengan bentuk
Gugatan Warga Negaraitizen lawsuit masih diperdebatkan dalam Hukum
Acara Perdata di Indonesfa®

Gugatan Warga Negara&itfzen lawsuit adalah mekanisme bagi warga

negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggagara atas kelalaian
dalam memenuhi hak-hak warga negara, yang didalilkabagai Perbuatan
Melawan Hukum, sehinggaitizen lawsuit diajukan pada lingkup peradilan
umum?®** Adapun karakteristik dagitizen lawsuiadalah sebagai berikut :
1. Tergugat dalam gugatanitizen lawsuityaitu penyelenggara negara, mulai dari

presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin t®ratenteri dan kepada

pejabat negara di bidang yang dianggap telah miedakikelalaian dalam

1 bid, hal. 31.
232 [pjd.
233 bid, hal, 32.

234 susanti AdinugrohoClass Action dan Perbandingannya dengan Negara, [@t.1,
(Jakarta: Kencana 2010), hal. 384.
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memenuhi hak warga negaranya. Oleh karena itugrdet&zen lawsuitselain

penyelenggara negara tidak boleh dimasukan sep#ug;

2. Perbuatan Melawan Hukum didalilkan dalaitizen lawsuitadalah kelalaian
penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak weggaa. Dalam hal ini
harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang teladkdkan oleh negara dan hak
warga negara yang gagal dipenuhi oleh negara. Rgagbarus membuktikan
bahwa negara telah melakukan perbuatan membukbkhwa negara telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanaajugalam perdata
biasa.

3. Gugatarcitizen lawsuitidak memerlukan mekanisnogtion outsebagaimana
diatur oleh Perma No. 1 Tahun 2002.

Pengaturan di beberapa negamnmon law sebelum mengajukan gugatan
citizen lawsuit di Indonesia Penggugat harus terlebih dahulu neeikdm
notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara aed¢iirsomasi tersebut pada
dasarnya adalah bahwa akan diajukan suatu gugatizen lawsuitterhadap
penyelenggara negara atas kelalaian negara dalamenp@an hak-hak warga
negara sebelum gugatan diajukan. Seperti yangtdikken dalanmSection505 US
Federal Water Pollution Control AGCWA) di Amerika Serikat, somasi ini harus
diajukan selambat-lambatnya dalam 60 hari sebelugatgn didaftarkaft>

Petitum citizen lawsuit sendiri hanya berisi permohonan agar negara
mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum Rgebuatan Melawan
Hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak wargaraeersebut di masa
yang akan datang tidak terjadi lagi, artinya pemgguidak boleh meminta ganti
rugi materiil, karena kelompok warga negara yangggegat bukan kelompok
yang dirugikan secara materiel sebagaimana gugktas action®*®

Selain itu gugatarcitizen lawsuittidak boleh meminta pembatalan suatu
Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan TataalUdabara) yang bersifat
konkret, individual, dan final, karena wewenangébut merupakan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara (TUR.

2% bid, hal 392-393
3¢ pytusan PN JakPus No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.BT,Cit, hal. 33.

27 bid, hal. 34.
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Demikian pula, gugatanitizen lawsuittidak boleh meminta pembatalan atas
suatu undang-undang, karena petitum semacam inipakan kewenangan dari
Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya penggugat jugaaktidboleh meminta
pembatalan atas peraturan perundang-undangan dibawgdang-undang, karena
hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agutudx umemeriksa hak uiji
materiel peraturan undang-undang dibawah undangngt®

Dengan demikian pada prinsipngdtjzen lawsuitadalah mekanisme bagi satu
atau lebih warga negara untuk mengajukan gugatesajgekepada negara atas
dasar Penyelenggara Negara dengan dasar Perbualawavi Hukum atau yang
sering dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum PResaguOnrechmatig
Overheidsdaad yaitu telah lalai dalam memenuhi hak-hak warggananya,
sehingga negara dihukum untuk mengeluarkan suatatupen yang bersifat
mengatur umum, agar kelalaian negara tersebut telalkang lagi dimasa yang
akan datang?*®

Jika kita lihat dari beberapa fakta-fakta dan tetsitas makaitizen lawsuit
yang saat ini diajukan oleh Para Penggugat penogatekesalahan formil dan
materil sehingga tidak dapat diajukan sebagai Wemitizen lawsuit yang
bertujuan demi kemanfaatan bersama. Tidak memidikdlasan yuridis dalam
pelaksanaannya di lembaga peradilan di Indonesibelsm dilakukan proses
jawab menjawab dalam pokok perkara, mohon kiranygels Hakim dalam
perkara mengeluarkan Putusan Sela mengenai dagainai atau tidaknya konsep
citizen lawsuitdalam perkara tersebufelain itu, keberatan terhadap konsep
pengajuan gugatan warga negacgiZen lawsuif mengingat tidak adanya dasar
hukum yang cukup dan aturan prosedur mengenaigaiaknnya dalam konsepsi
hukum positif Indonesig*°

Selain itu, Gugatan Warga Negareitizen lawsuil pada dasarnya belum
diatur dalam Hukum Acara Perdata Positif Repubtidoinesia sehingga tidak

dapat diajukan ke Pengadilan Indonesia, dengaarakebagai berikdt?

238 | pid.
239 pid.
249 1hid, hal 34-35

21 1pid, hal. 35.
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a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalakangeadalah gugatan
warga negaracitizen lawsuit sebagaimana dikutip sebagai beriktft:

1. Bentuk Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugalalackasus
perkaracitizen lawsuit?*?

2. Lembaga gugatan warga negara atztizen lawsuit atau actio
popularis merupakan lembaga hukum acara yang berasal dégirsi
hukum Common Lawdan belum diatur dasar hukum maupun
prosedural beracaranya dalam Hukum Acara Perddtanésia. Oleh
karena itucitizen lawsuittidak boleh diterapkan kecuali telah diatur
dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasahl@émene
Bepalingen van Wetgeving Voor Indong##) sebagai berikut :

“Hakim tidak diperkenankan, berdasarkaverordening umum,
disposisi ataureglemen, memutus perkara yang tergantung pada
putusannya”?**

3. Titik tolak premis gugatan butir 2, para penggugada pokoknya
mendalilkan bahwa dasar (titik tolak premis) datizen lawsuitadalah
Penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 27 AydtyNo. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaakiman yang
telah diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 1999 tenRergbahan
atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-kea@ntBokok
Kekuasaan Kehakimat®

4. Bahwa UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuaaritaan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen olehNdU 35
Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tafuda tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yauegjadi
dasar hukum Gugatan (titik tolak premis) oleh pRemggugat sudah
tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh No. 4 Tahun 2004

2 bid, hal, 36
243 bid.
244 |bid.
245 |bid.
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tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan UU No 4 Talg# 2elah
tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh N&l 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakimaff.

5. Bahwa karena dasar dalil Para Penggugat adaldng-undang yang
sudah tidak berlaku lagi sehingga merupakan suadarchukum yang
tidak sah, maka selayaknya Gugatan Para Pengguggatakan
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dagéerima (iet
ontvanklijk verklaard)®*’

6. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat nmberikan
argumentasi terhadap intreprestasi Para Pengoerdaidap ketentuan
dalam Penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasala2{1AyJU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kealamas
Kehakiman yang telah diamandemen oleh UU No 35 iah®99
tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 terKatentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasasrakiman
Lama). Selengkapnya bunyi penjelasan Pasal 1 dajelRgan Pasal
27 UU Kekuasaan Kehakiman lama adalah sebagaiuberik
Penjelasan Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman Lama :
“Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandusmgggrtian
didalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari watamgan
pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan pmhsaan,
direktiva atau rekomendasi yang datang dari pieaka judiciil,
kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undangramg”.
“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudidiakléih mutlak
sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah umtekegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengam naénafsirkan
hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azagaghigndasannya,
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadarsghingga
keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bastmysarakyat

Indonesia”.

248 |pid, hal. 36-37.

247 bid, hal. 37.
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Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kelaakirama :
“Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum ttdeklis, serta
berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakerupakan
perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yandup dikalangan
rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengadsyarakat untuk
mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasdam hdan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengarikéhn Hakim
dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hulam rasa
keadilan masyarakat®'®

7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum &samelPasal 1 dan
Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehaklraara, Para
Penggugat mendalilkan bahwa “.... sesuai dengan jadge made
law, hakim dituntut untuk mencipta hukum dalam mengipadkasus
yang dihadapi, secara rasional dan proporsionaandarangka
menegakkan keadilan dan kebenaran, berdasar Hancdan
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indorfé8ia;

8. Bahwa dengan menyatakeitizen lawsuitdapat diterima sebagai suatu
terobosan untuk memenuhi kewajiban hukum dalamefResgn Pasal
1 dan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaaaki@ian Lama,
Para Penggugat telah salah menginterpretasikan amdtedua
ketentuan tersebut diat&s’

9. Bahwa menurut hemat dan pandangan hukum, keamafibkim untuk
menggali dan/atau mencipta hukum yang hidup dalaasyarakat
diinterpretasikan terbatas pada hukum materiil,apukukum formil.

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum dari Prof. 8ndiMertokusumo,
sebagaimana yang dituangkan dalam tulisannya QugAfztio
Popularis dan Batas Kewenangan Hakim tertanggal 27 November

2006, yang dikutip sebagai berikut :

248 |pid, hal. 37-38.
249 [pjd, hal. 38.

250 Jpid.
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“Kalau dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 mengataiahwa
hakim wajib menggali hukumnya di masyarakat, makangy
dimaksudkan adalah hukum materiilnya (hukum yanggatur hak

dan kewajiban substansial), bukan hukum formil (lmak yang

mengatur hak dan kewajiban formil). Itu pun, dalamenggali

hukumnya, dalam menemukan hukumnya, tidak asal adakagn

terobosan tetapi ada metode dan aturan permainannya

Selain itu Prof. Sudikno Mertokusumo dalam doktyia tersebut juga
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

“Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksan&untutan

hak merupakan aturan permainaspé€lregels dalam melaksanakan
tuntutan hak itu. Sebagai aturan permainan dalanaksenakan
tuntutan hak maka hukum acara perdata mempunyajsifuypang

penting, sehingga harus bersigatct, fixed, correctpasti, tidak boleh
bebas menafsirkannya, jangankan menggunakan atawgaohepsi

lembaga hukum acara luar®

10.Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah

menginterpretasikan makna serta mekanisme pengapgiaren
lawsuit Kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidgacth
masyarakat hanya terbatas pada hukum materiil,rbbk&um formil;
252

11.Bahwa terdapat yurisprudensi-yurisprudensi yasgcara tegas
menyatakan citizen lawsuit tidak dapat diterima di Pengadilan
Indonesia karena tidak dikenal dalam Hukum Acarada Indonesia,
antara lain Putusan Perkara No. 406/Pdt.G/2010KeRsi tanggal 20
February 2007 terkait Operasi Yustisia (Bukti T)]-5°

12.Bahwa berdasarkan hal-hal terserbut diatas, mitikan lawsuityang

diajukan oleh Para Penggugat dalam perkagaosecara yuridis tidak

251 Jpid, hal. 39.
252 Jbid.

253 Jpid, hal. 40.
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dapat diajukan ke Peradilan Indonesia ¢asu Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat) karena melanggar rambu-rambu hukamaf
(keseluruhan peratuan hukum acara) yang berlakoddnesia. Oleh
karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudattusgm untuk
menyatakan bentuk Gugatan Warga Negaitdzén lawsuif a-quo

tidak dapat diterimanfet ontvankelijke verklaajd®>*

Lebih lanjut, prosedur pengajuan gugatan warga rae#izen lawsui}

tidak dipenuhi secara baik dan benar, sehingga ipweskseandainya lembaga

hukum gugatan warga negaciigen lawsuif diakui dan diterapkan di Indonesia-

quad non Gugatan dalam perkasaquotidak memenuhi syarat formil pengajuan

suatu gugatan warga negacdizen lawsui.

255

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, bahwa gugatrga negara
(citizen lawsuif merupakan lembaga hukum asing yang berasal dari
sistem hukuntommon lawy *°

2. Bahwa para penggugat, dalam dalil-daliinya tmmaitizen lawsuit
mengadopsi lembaga hukum asaitizen lawsuit*>’

3. Bahwa sebelum mengadopsi suatu lembaga hukung, aPara
Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengkaji lehidm prosedur
pengajuan gugatan warga negacdiZen lawsuit di negara asalnya
dan menggali sumber literatur hukum Indonesia. Diefika Serikat,
gugatan warga negaraitizen lawsui diatur dalamsection 5050 US
Federal Water Pollution Control Act (Clean Watert/&WNA) (Bukti
TII-6), adalah sebagai berikut :

“(b) No action may be commenced
(1) Under the subsection (a) of this section

4 bid.

2% |pid.

% bid.

2 |pid.
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(A) Prior to sixty days after the plaintiff has gen notice of the
allegedviolation (i) to the administrator, (ii) to the state in wehi the
alleged violation occurs, and (iii) to any allegedolator of the
standard, limitation, or order or”

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

“(b) Tidak ada gugatan yang dapat diajukan

(1) berdasarkan sub seksi (a) dari seksi ini

(A) Sebelum lampaunya jangka waktu 60 (enam puhdr) sejak
pemberitahuan penggugat terkait dengan pelanggaran dituduhkan
(i) kepada administrator, (ii) kepada negara badiarana pelanggaran
terjadi dan (iii) kepada setiap pelaku pelanggaeahadap standard,
batas, atau perintah atag®

4. Bahwa salah satu prosedur yang harus diperalamdgugatan warga
negara ¢itizen lawsulf adalah notifikasi/pemberitahuan kepada
tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hdrelsen diajukan
gugatan. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagugat untuk
memenuhi tuntutan penggugat di luar proses peragadiProsedur
notifikasi dalam citizen lawsuittersebut juga dijabarkan oleh Dr.
Susanti Adinugroho, S.H. dalam bukurykss Actiordi halaman 393
dan perbandingannya dengan negara fath.

5. Bahwa walaupun DR. Susanti Adinugroho, S.H. péedapat,
notifikasi tersebut tidak berlaku dan tidak mengikarena belum ada
peraturan formal yang mengatur hal tersebut, narmerdasarkan
yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetapifikasi dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari secara hukumbagijakukan oleh
Penggugat sebelum mengajulatizen lawsuit(Vide Bukti TII-7 dan
TI1-8); #%°

28 bid, hal. 41.
29 pid.
260 |hid, hal. 42.
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6. Bahwa dalam perkaraitizen lawsuit terkait Ujian Nasional yang
terdaftar sebagai perkara NO. 228/PDT.G/2006/PN.BRT di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para Penggugamdakrkara
tersebut telah melaksanakan somasi terbuka tear&®yJuni 2006
sebelum mengajukan surat gugatan tertanggal 27 2006 dan
perbaikan gugatan tertanggal 4 September 2006 ti(BLK7); %"

7. Bahwa dalam perkai@tizen lawsuitterkait Kenaikan Tarif Jalan Tol
yang terdaftar sebagai perkara No. 40/PDT.G/2008/NSEL di
Pengadilan Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang miksse perkara
tersebut menerbitkan Putusan Sela No. 40/PDT.G/POOSKT.SEL
tanggal 19 Mei 2008 yang pada pokoknya menyatakgatgn warga
negara yang diajukan tidak dapat diterimaietl ontvankelijke
verklaarg karena tidak memenuhi prosedur formal berupa
menyampaikan notifikasi, baik dalam bentuk surag$ang maupun
somasi terbuka, kepada para tergugat dalam wakt(er@@m puluh)
hari sebelum mengajukan gugatan. (Bukti T1128.

8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan
pemberitahuan/notifikasi dalam bentuk apapun kepzata Tergugat.
Dengan demikian, meskipun seandainya lembaga hukiinen
lawsuit diakui dan dapat diterapkan di Indonesjagd non hal mana
ditolak), prosedur formil pengajuannya dalam peakarquo tidak
dipenuhi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majgékim menolak
gugatan para penggugat dalam perkarguo atau setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterinmadt ontvanklijk verklaar?®®

Tergugat Il bukan merupakan Penyelenggara Negaramlfaga
Eksekutif), sehingga&itizen lawsuityang diajukan bertentangan dengan konsep

citizen lawsuit karena sebagaimana Tergugat Il dalilkan sebelamsglah satu

261 | pid.
262 |pig.
263 |pid, hal. 42-43
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karakterisitik citizen lawsuit adalah gugatan hanya dapat diajukan terhadap
penyelenggara negara, mulai dari Presiden dan VWa&giden sebagai pemimpin
teratas, menteri dan kepada pejabat negara di didamg dianggap telah
melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga nagareéDengan demikian

yang dapat menjadi Tergugat hanya lembaga eksektif

4.2.2.2.3. BUMN Secara Hukum Bukan Merupakan Penyehggara Negara

1. Ditinjau dari jumlah penguasaan saham oleh na#gemerintah, persero
dapat dibedakan menjadi : (i) Persero yang selsaifamnya dimiliki oleh
pemerintah dan (ii) Persero yang sebagian sahardimgdiki oleh privat
tetapi saham mayoritas masih dikuasai pemeriftah;

2. Sudah merupakan pandangan yang diterima unalmvébPersero merupakan
subjek hukum perdata murni sebagaimana halnya mparseéerbatas lainnya,
dan tidak pernah merupakan bagian dari badan petalean manapun, baik
itu eksekutif, legislatif, apalagi yudikatif. Pamdgmn ini didasarkan pada
bunyi Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat 1 UU No.dlfum 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, medefinisikan BUMN sebagai :

‘Badan usaha yang seluruh atau sebagian besarlmgaddimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yangabelai kekayaan negara
yang dipisahkan2°®

3. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2@ddahg Perbendaharaan
Negara juga sama sekali tidak mencantumkan pemrg@obarang milik
negara yang dipisahkan. Selain itu dalam Pasapgkeaah0 UU No. 1 Tahun
2004, menyebutkan bahwa barang milik negara adsg¢afmua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Seeac@ntrario dapat ditafsirkan
bahwa modal dan kekayaan Persero yang telah dikaisadari APBN adalah
bukan barang milik negar&’

2 |bid, hal, 43.
285 |bid, hal. 48.
2% |pid.
57 bid.
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4. Kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan akgannsebagai inbreng
negara dalam Persero yang telah disahkan menjatinbbukum, maka
kekayaan negara yang dipisahkan tadi menjadi kekayersero. Hal ini
sesuai dengan prinsip hukum perseroan, bahwa madalkar yang
ditempatkan oleh pemegang saham akan menjadi pelikeroan pada saat
perseroan memperoleh status badan hukum. Dengakidemmodal persero
tidak lagi dikelola negara, melainkan dikelola olpkrsero berdasarkan
prinsip-prinsip  pengelolaan perusahaan yang bagood corporate
governancg untuk mengejar keuntungan. Hal ini dipertegas lka&im
berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20&6anggal 16
Agustus 2006 yang menyatakan bahwa :

“Bahwa dalam pasal-pasal tersebut diatas, yangipakan undang-undang
khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modaMBlUberasal dari
kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN delanjutnya
pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pastem APBN

melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusaaag sehat’2®®

Dengan demikian terbukti bahwa Persero (BUMMN)casu Tergugat I
yang telah memperoleh status badan hukum adaladern®@an Terbatas biasa
sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 rignkerseroan Terbatas,
dan bukan merupakan penyelenggara Negara, ba#égislatif, eksekutif maupun
yudikatif. Oleh karena itu, terbukti pula secaraighs gugatan warga negara
(citizen lawsuit dalam perkara-quotelah salah alamat karena diajukan terhadap

Tergugat Il yang bukan merupakan penyelenggarafdgga

Tergugat | Menetapkan Penjualan Saham Tergud2aldm Kapasitasnya
Sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dan Bukan SePeggelenggara

Negara, dengan alasan sebagai befilut:

268 Jpid, hal. 49.
269 bid.

270 Jpid, hal, 50.
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Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 67ma06a0 tentang Perubahan
Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbittan Penjualan
Saham baru pada Perusahaan Perseroan (PerseroKr&Katau Steel
menyatakan sebagai berikut :

“Banyaknya saham dan besarnya nilai saham yangditerbitkan dan dijual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanéstieri Badan Usaha
Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham”.

Secara yuridis kedudukan Tergugat | dalam perrabhaal hukum terkait
penjualan saham Tergugat Il adalah sebagai RUP%anbusebagai
penyelenggara negara (lembaga eksekutif). Dengarik@d gugatan warga
negara ¢itizen lawsuil dalam perkaraa-quo telah salah alamat karena
diajukan terhadap Tergugat | yang tidak bertindatamh kapasitasnya
sebagai penyelenggara negdra;

Gugatan salah pihak adalah bertentangan dengeprudensi-yurisprudensi
dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagakberi

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 19821260/K/SI1P/1980
yang intinya menyatakan : “Gugatan tidak dapatriite karena ditujukan
terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yangrs&iga digugat adalah
Ny. Soekarlin (Bukti TlI-10).

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karenandasurat gugatan
Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalanh giadjatannya disebutkan
Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual hriumaah milik
Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Rengayasan (Bukti TlI-
12).272

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudahugaga Majelis hakim menolak
gugatan Para Penggugat dalam perkarguo atau setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterinmaigt ontvanklijk verklaary "3

271 | pid.
272|pid, hal. 50-51

273bid, hal. 51.
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Adapun permohonan dari Tergugat Il kepada Majdbkim Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai befikt:

1. Mengabulkan dalil-dalil dalam Tanggapan terhaddzen lawsuitdan
eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tgagii; >"

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakilike kewenangan
untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatqng?>’®

3. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkaqao ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterimaiet( ontvanklijk
verklaard)*"’

4. Menyatakancitizen lawsuittidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata
Republik Indonesia atau menyatakan prosedur fouitiaen lawsuityang
digjukan oleh Para Penggugat belum dipenuhi sebaik dan benar
sehingga gugata para Penggugat tidak dapat ditefam3®

5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya @egkang timbul.
279

4.2.2.3. Tergugat Il Badan Pengawas Pasar Modal BPEPAM-LK)
4.2.2.3.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (Kopetensi Absolut)
1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan tentangaf@n saham
Tergugat |l melalui IPO, ke Pengadilan Negeri JakRusat**
2. Dalam petitumnya, para Penggugat mohon kepada Biang&legeri Jakarta

Pusat agar menyatakan batal demi hukum penjualbansalrergugat Il

2" Ipid

2% |bid, hal. 50-51.
2% |bid, hal. 52.
7 Ipid.

278 |bid.

9 Ipid.

280 Jpid.
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melalui IPO dan menghukum para Tergugat memulinkalperadaan dan
kedudukan (rehabilitasi) Tergugat ;!

3. Bahwa gugatan para Penggugat dengan petitum térgbaias, bukan
merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Buoggk memeriksa
dan mengadilinyat®?

4. Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksangésagadili gugatan
para Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negagan alasan sebagai
berikut :

a. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU No. 8/1995 gapat melakukan
Penawaran Umum hanyalah emiten yang telah meny&erppendaftaran
kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efedia masyarakat
dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efeldtituk pembatalan
penawaran umum saham Tergugat Il dapat dilakukahik@pTergugat 11l
membatalkan surat efektifnya yang pernah diterhitdan ditunjukkan
kepada Tergugat I,

b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d UU No. 8/199pepam berwenang
untuk menetapkan persyaratan dan tata cara PeanyRendaftaran serta
menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnyany®maan
pendaftaran;

c. Surat efektif tersebut tertuang dalam surat No7&3#BL/2010 tanggal 29
Oktober 2010 diterbitkan oleh Tergugat Il berdasarkewenangan yang
terdapat dalam Pasal 5 huruf d UU No. 8/1995;

d. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasaigka 1 angka 12 UU
No. 8/1995, Tergugat IlI melakukan pembinaan, pamga, dan
pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal yaragidali bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuandh;

5. Dengan demikian Tergugat Il yang menerbitkan siiat S-9769/BL/2010
tanggal 29 Oktober 2010, merupakan badan atau &€jalba Usaha Negara

281 | pid.
221hid, hal. 53.
283 | pid.
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sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 8 UU No. &inrd®86 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan BaidanPejabat Tata
Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang nreddlesa urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-uamdagagg berlaki®*

6. Bahwa Surat No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktolis02yang diberikan
Bapepam kepada emiten dalam hal ini PT. Krakatael SPersero) Tbk
bersifat konkret, individual dan final. Konkret kaa sudah dalam bentuk
surat tertulis, Individual ditujukan langsung kdpaTergugat Il (PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Final karena ktidaemerlukan
persetujuan lagi dari atasan Tergugat Il (Meraniiangan)?®

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka srsgbut memenuhi
Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Pasal 53 ayat 1 UU PJalNPasal 47 jo.
Pasal 1 angka 7 UU PTUN, seseorang atau badan hylerdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputliséa Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengagidag berwenang dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalgaddean Tata Usaha
Negara?®®

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka, Peiteya Jakarta Pusat tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatara p2enggugat,
sehingga sudah sepantasnya gugatan para Penggagatapat diterima®’

4.2.2.3.2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidakelas
1. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kdhaar tidak jelas
sampai sekarang hukum acaaation popularisatau citizen lawsuittidak

diatur dalam peraturan perundang-undangan yangkoeff®

8 |bid, hal. 54.
*%bid, hal. 55.

2% bid, hal. 55-56.
87 bid, hal. 56.
288 |bid.
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2. Di negara Republik Indonesia, setelah gugatan peetoiasa, baru mengakui
gugatan perwakilan kelompok. Diakuinya gugatan pé&ian kelompok
tersebut karena memang rakyat Indonesia mengheadakiya jenis gugatan
tersebut, melalui legislasi yang dilakukan antaf@RDselaku wakil rakyat
dengan Pemerintah Republik Indonesia. Itupun tidakiua bidang dapat
dilakukan gugatan perwakilan kelompok, terbatasyagmada bidang-bidang
tertentu seperti Lingkungan Hidup, Perlindungan #onen, dan Kehutanan;
289

3. Gugatan Perwakilan Kelompok dapat dilakukan karememang sudah
ditentukan tegas dalam perundang-undangan yang atendiingkungan
Hidup, Perlindungan Konsumen dan Kehutanan. Ad&pugatan Perwakilan
Kelompok diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nd.ahun 2002 yang
mengatur lebih lanjut tata cara Gugatan Perwakikglompok dapat
dilakukan.?®

4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukt@hwa gugatan para
Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatu¥lajelis Hakim

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapanuttér’

4.2.2.3.3. Para Penggugat Tidak MemilikLegal StandingUntuk Mengajukan
Gugatan
1. Para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugagambil inisiatif

mengajukarcitizen lawsuitatas nama kepentingan umum dan demi membela

rakyat Indonesia karena sangat prihatin atas kepatpenjualan saham milik

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, melalui mekanisR@ melalui pasar

modal:?%2

% bid, hal. 60.
20 bid.
#11bid, hal. 63.
292 bid.
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Kepentingan publik/kepentingan rakyat Indonesangat luas, para
Penggugat tidak mencantumkan kepentingan rakyabnksla yang mana
yang diwakilinya dan mana yang dilanggar oleh Jaaugat?*®

Bahwa selain itu dalam Pasal 123 HIR, gughtanslah diajukan oleh orang
yang bersangkutan, atau yang berkepentingan, dd&anbwrang lain,
seandainya gugatan diajukan oleh orang lain, makashada surat kuasa
khusus yang diharuskan dipakai dalam persidangpargjadilan negerf>*
Dalam Pasal 111 UU No. 8/1995 yang menentukaetidp pihak yang
menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggatas undang-undang ini
dan atau perataruan pelaksanaannya dapat menamtutrggi, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lainmyngiliki tuntutan yang
serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bggtarg jawab atas
pelanggaran tersebut®

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU No. 8/1@@8ehut, jelas bahwa
gugatan di Pasar Modal mensyaratkan adanya kepentiyang secara
langsung dialami oleh pihak yang mengajukan guggtaiu adanya suatu
kerugian®®®

Para Penggugat tidak mampu untuk menguraikamuglker apa yang
dideritanya?®’

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, tetbbkhwa para Penggugat tidak
memilki legal standing untuk mengajukan gugatankansudah sepatutnya

Majelis Hakim menyatakan gugatan para Pengguggi tidpat diterima>®

93 |bid, hal. 63.
2% bid.
% bid, hal. 66
2% bid.
297 |bid.
8 bid, hal. 67.
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4.2.2.3.4. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat

1.

Dalam petitumnya, Penggugat mohon kepada Pgagabegeri Jakarta
Pusat agar menyatakan Tergugat Il telah melakuRarbuatan Melawan

Hukum (PMH) atas penjualan saham Tergugat Il dergaga yang sangat

murah;?%°

Gugatan para Penggugat kepada Tergugat Ijatepetitum tersebut adalah

salah alamatgfror in persond;>®

Bahwa Tergugat Ill, bukanlah pihak yang mekakupenetapan harga saham
Tergugat 11;°*
Oleh sebab itu, maka gugatan kepada Terglgaddlah salah alamagrfor

in persond. Dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakemyatakan

gugatan para Penggugat kepada Tergugat |1 tidadt dierima

4.2.2.3.5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

1.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU No. 19 TahioB Zentang BUMN,
terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan mémlenieria yang telah
ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menkeuangan,
selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakad gidtonsultasikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat’

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Replrdlinesia No. 33 Tahun 2005
tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Persemanentukan bahwa
pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah ERIRImemberikan
persetujuan atas RAPBN yang didalamnya terdapgétt@enerimaan negara

dari hasil privatisasi®

?91bid, hal, 67
390 pid.
%01 | id.
%92bid, hal. 68.
%03 |hid.
%% 1bid, hal. 69
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. Di dalam Prospektus IPO saham Tergugat Il, dimoformasi tentang
persetujuan DPR-RI yaitu : bahwa Perseroan telampeeoleh izin untuk
melakukan IPO sesuai dengan persetujuan DPR RItgaingang dalam surat
Ketua DPR RI No. PW.01/5972/DPR-RI/1X/2009 tangd#l September
2009;%%

. Bahwa dengan demikian DPR RI merupakan pihakgyaremberikan
persetujuan kepada Tergugat | untuk melakukan figas terhadap Tergugat
Il 306

Selain itu berdasarkan prospektus yang ditabitTergugat I, dinyatakan
bahwa harga penawaran untuk saham ini ditentukaxabarkan hasil
kesepakatan dan negosiasi perseroan dengan pemataksana emisi efek
(PT. Bahana Securities, PT. Danareksa SekuritasPd@aMandiri Sekuritas);
307

Seharusnya para Penggugat menarik DPR RIl,gegmamin pelaksana emisi
efek sebagai pihak dalam perkargug®®®

. Dengan tidak diikut sertakan DPRI RI dan pamajgmin pelaksana emisi efek
sebagai pihak dalam perkamaqug maka gugatan para Penggugat dianggap
kurang pihak3®

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung MOK2Pdt/1988 tanggal 27
September 1990, dinyatakan bahwa tidak lengkapityak prergugat, maka
gugatan perdata oleh hakim dinyatakan tidak daiperima;3'°

. Bahwa karena gugatan para Penggugat kuranly, piteka sudah sepantasnya
Majelis Hakim menyatakan gugatan para Pengguggi tidpat diterima ™

%95 | hid.

3% bid.

%7 | bid

%% bid, hal. 69-70
%91bid, hal. 70.
310 | hid.

1 bid.
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4.2.3. Analisis Putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.
4.2.3.1.Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dgl@mimbangannya
sebelm mengambil keputusan atas perkara ini dikasaatas beberapa hal
sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugabtg, Para Tergugat
telah mengajukan keberatan atas kedudukan hukuen FRarggugatstandio
in Judicio selaku pihak para Penggugat dalam perkacmo dan keberatan
tentang kompetensi absolut, dimana keberatan-kleréersebut telah
diputuskan dalam putusan sela tertanggal 24 Maefl 2/ang menetapkan
gugatan hak warga negareitigen lawsuit yang diajukan para Penggugat
adalah sah menurut hukum dan menyatakan Pengaddidgeri Jakarta Pusat
berwenang secara absolut mengadili perkagag

2. Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut diatag, pargugat juga telah
mengajukan keberatan yang sama, bahwa gugatapagmgugat kekurangan
pihak @lurium litis consortiuny yaitu tidak mengikutkan DPR RI, dimana
DPR RI adalah selaku pihak yang memberikan persatujatas izin
melakukan IPO saham Tergugat Il sebagaimana dalaat ketua DPR RI
No. PW.01/5972/DPR-RI/IX/2009 tanggal 16 SeptemB609, juga para
Penggugat tidak mengikutkan PT. Bahana Securitie§, Danareksa
Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pihaigdgat yang menentukan
harga perdana saham Tergugat II;

3. Menimbang. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugaehet, selanjutnya
Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai brik

4. Menimbang, bahwa inti pokok gugatan para Penggadatah masalah IPO
saham Tergugat Il kepada masyarakat umum meladarpaodal o publig
dengan harga yang sangat murah, tidak wajar hap$&dR00 (delapan ratus
lima puluh Rupiah)per lembar, dimana nilai perusahaejenis dengan per
rata-rata industri 11-12 kali sebesar Rp1.150 Kfgeseratus lima puluh
Rupiah), sehingga perbuatan para Tergugat telabgika@n negara;
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. Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugatangntkurang pihak
karena tidak mengikut sertakan pihak DPR RI dargdemmelihat substansi
gugatan para Penggugat tentang masalah IPO sahagugaée Il (PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbhk kepada masyarakat umalalui pasar modal
(go publig, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatiRasal (1)
PP No. 59 Tahun 2009 tentang perubahan terhada Pasyat (7) PP No.
33 Tahun 2005 perihal persetujuan DPRI RI dalanakssinaan privatisasi
BUMN dan dalam hal ini telah diperoleh surat ketD®R RI No. .
PW.01/5972/DPR-RI/1X/2009 tanggal 16 September 20@8ka keberatan
para Tergugat yang menyatakan gugatan para Pertgielarangan pihak
adalah berdasarkan hukum;

. Menimbang, bahwa kurangnya pihak karena tidak nkemkpan PT. Bahana
Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. MiaBdkuritas sebagai pihak
Tergugat yang menentukan harga perdana saham Ber¢jugan dengan
melihat substansi gugatan para Penggugat yang madayapenjualan saham
Tergugat Il sangat murah, menurut Majelis Hakimuaeslengan ketentuan
Pasal 13 PP No. 33 Tahun 2005 jo. Pasal 1 PP Ndab8n 2009 tentang
Perubahan Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) PP Niat&8 2005 perihal Tata
Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan BUMN, daamdalal privatisasi
Tergugat 1l ini telah melibatkan PT. Bahana Semsjt PT. Danareksa
Sekuritas, dan PT. Mandiri Sekuritas, maka kebergi@ra Tergugat yang
menyatakan gugatan kurang pihak adalah beralasamhu

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigarakurangnya pihak
yang beralasan hukum diatas, maka gugatan para&gaigharus dinyatakan
tidak dapat diterimanfet ontvanklikj verklaaryd

. Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugaatdkan tidak dapat
diterima, terkait dengan kurangnya pihak dalam g@e&rlka qug maka
keberatan-keberatan para Tergugat lainnya tiddk pgvertimbangkan lagi;

. Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugaitdkan tidak diterima,
maka para Penggugat sepatutnya dibebani untuk nyambiaya perkara.
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Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sepertetartialam pertimbangan
tersebut diatas, maka karena kurangnya pihak daerkaraa quq maka
keberatan-keberatan para Tergugat lainnya tidaku pdipertimbangkan lagi,
gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapatind@erniet ontvanklikj
verklaarg dan menghukum para Penggugat untuk membayar engkdkara
sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belasRuipiah).

4.2.3.2. Analisis Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

Bentuk gugatan yang Para Penggugat ajukan dalamwms kasrkara ini
adalah gugatanitizen lawsuit yang pada intinya adalah mekanisme bagi warga
negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenguagara atas kelalaian
dalam memenuhi hak-hak warga negara, yang didalilgabagai Perbuatan
Melawan Hukum(onrechmatig overheids dagglaitu telah lalai dalam memenuhi
hak warga negaranya, sehingga negara dihukum umteRkgeluarkan suatu
peraturan yang bersifat mengatur umum, agar kalalaiegara tersebut tidak
terulang lagi di masa yang akan dataoijzen lawsuitdiajukan pada lingkup
peradilan umum. Para Penggugat mengambil iniasiaghgajukan gugatan
citizen lawsuitdengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dembera
kepentingan rakyat Indonesia dengan alasan sangaatip atas keputusan
penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persé@iluk, dengan harga yang
sangat murah.

Gugatan warganegagitizen lawsuitbelum diatur dalam hukum acara di
Indonesia. Contoh kasus adalah : Gugatéimen lawsuitatas kenaikan harga
BBM oleh LBH APIK dimana Majelis Hakim PN Jakartaigat menyatakan
gugatan tidak dapat diterima, karena sistem gugataen lawsuittidak dikenal
di Indonesia, dan Gugatatitizen lawsuitkenaikan tarif tol oleh tim advokasi
masyarakat pengguna jalan tol di PN Jaksel dimagatgn tidak diterima dengan
alasan yang sama? Gugatan yang diakui hanya Gugatan Perwakilan Ketdm
(class actiop lewat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2@2gatan

312 qusanty Adi NugrohoClass Action dan Perbandingannya Dengan Negara ,Lain
Cet.1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,)284D 390-391.

Universitas Indonesia

Perlindungan investor ..., Melinda, FH Ul, 2012



136

citizen lawsuithanya dikenal dalam sistem huk@Woemmon Lawdan bukannya
sistem hukunCivil Law seperti yang dianut di Indonesia.

Tergugat dalam gugatanitizen lawsuityaitu penyelenggara negara, mulai
dari presiden dan wakil presiden sebagai pemimgratds, menteri dan pejabat
negara di bidang yang dianggap telah melakukanakatadalam memenuhi hak
warga negaranya. Oleh karena itu dalaitizen lawsuitselain penyelenggara
negara tidak boleh dimasukan sebagai pihak. Dalamiri para Penggugat
menggugat Bapepam yang merupakan bukan penyelengggara atau pejabat
negara yang dianggap lalai memenuhi hak warga aggahingga menjadi salah
alamat. Tugas Bapepam disini hanya memberikan ptaag efektif untuk
persetujuan kelengkapan dokumen atau data yangkdibeoleh emiten dalam hal
ini PT. Krakatau Steel (Persero) Thk.

Perbuatan Melawan Hukum didalilkan dalaaitizen lawsuit adalah
kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhahdikalrarga negara. Dalam
hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yasigh dilakukan oleh negara dan
hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh aef§asuai dengan Pasal 1365
KUHPerdata menentukan bahwa tiap perbuatan melalwakum yang
mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajib8eang yang melakukan
perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Reyagg harus dapat
membuktikan bahwa negara telah melakukan PerbuMalawan Hukum,
sebagaimana gugatan dalam perdata biasa dan adadambkausalitas antara
Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugaada orang lain dan
ada ganti rugi dalam gugatan ini.

Dalam petitumcitizen lawsuit sendiri hanya berisi permohonan agar
negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatwmy agar Perbuatan
Melawan Hukum berupa kelalaian dalam pemenuhanweala negara tersebut
di masa yang akan datang tidak terjadi lagi, aatilBenggugat tidak boleh
meminta ganti rugi materiel, karena kelompok wanggara yang menggugat
bukan kelompok yang dirugikan secara materiel s@b@na gugatarClass
Action Selain itu gugatanitizen lawsuittidak boleh meminta pembatalan suatu
keputusan penyelenggara negara (Keputusan TataaUdadara) yang bersifat

konkret, individual dan final, karena wewenang ébtg merupakan kewenangan
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peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Keputusan-kepntuang dibuat secara
konkret, final dan individual yang telah diputusl@ah negara yang diwakili oleh
Bapepam dalam memberikan surat pernyataan efektibyparan umum PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk, dengan demikian tidea dibatalkan melalui
gugatarcitizen lawsuit melainkan melalui gugatan Peradilan Tata UsalgaiNe

Demikian pula gugatacitizen lawsuittidak boleh meminta pembatalan
atas suatu undang-undang, karena petitum semacéameinopakan kewenangan
dari Mahkamah Agung untuk memeriksa hak uji makgrexaturan perundang-
undangan dibawah undang-undang.

Apabila dilihat dari fakta-fakta tersebut diatas]ibat secara nyata bahwa
Gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh para Penggugat penuh dengan
kesalahan formil dan materiil sehingga tidak dag@jukan sebagai gugatan
citizen lawsuit Gugatarcitizen lawsuit adalah konsep hukum acara yang belum
dikenal serta tidak memiliki landasan yuridis dalpelaksanaannya di lembaga
peradilan di Indonesia, dan aturan proseduralnyagerai pelaksanaan dalam
konsepsi hukum positif Indonesia, sehingga tidagatlaliajukan ke Pengadilan

Indonesiaif casuPengadilan Negeri Jakarta Pusat).

4.2.3.3. AnalisisLegal StandingDiskualifikasi (orang yang tidak berhak utk
menggugat)

Dalam hukum acara perdata, barang siapa yang memipkepentingan
dapat mengajukan tuntutan hak atau gugataaz point d’interest point d’actipn
Hal ini berhubungan dengan kepentingan hukum sedamngsung, Yyaitu
kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungkanh antara penggugat
dan tergugat dan hubungan hukum itu langsung dias@mdiri secara konkrit
oleh penggugat.

Bahwa dalam gugatannya, penggugat mengatasnamagpentingan
umum demi membela rakyat Indonesia, dalil penggugatebut menunjukkan
bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan hulegcara langsung dengan
penjualan saham/IPO PT. Krakatau Steel (Perserd), T™beh karena itu
Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengaukgugatara qua Ada atau

tidaknya kepentingan harus di ukur dari ada atdaktadanya kepentingan hukum
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secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasgah adanya hubungan
hukum antara Penggugat dan para Tergugat dan habumngkum itu langsung
dialami sendiri secara kongkrit (nyata) oleh kedwgdah pihak. Kepentingan
publik atau kepentingan rakyat Indonesia sangas krinya, harusnya dapat
dipertanggungjawabkan kepentingan rakyat Indongaregy mana yang diwakili
oleh penggugat. Penggugat tidak mencantumkan kegeant publik atau atas
kepentingan rakyat Indonesia yang mana yang diEngdeh para Tergugat
dalam hal ini.

Pasal 123 HIR telah ditentukan, gugatan haruslajukin oleh orang
yang bersangkutan, atau yang berkepentingan, d#&anbwleh orang lain,
seandainya gugatan diajukan oleh orang lain, makashada surat kuasa khusus
yang diharuskan dipakai dalam persidangan di pelagadegeri. Dalam hal ini
para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langs@m@gai pihak yang
dirugikan oleh para Tergugat, karena jelas bahwa pe@nggugat mengatakan
dalam gugatarcitizen lawsuitmengajukan gugatan ini karena mewakili warga
negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggsgara atas kelalaian
dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Radadbahwa “Setiap
pihak yang menderita kerugian sebagai akibat delanggaran atas undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dagatintut ganti rugi, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pilakydeng memiliki tuntutan
yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yasgamggung jawab atas
pelanggaran tersebut”, berdasarkan ketentuan Pasahi jelas bahwa gugatan di
pasar modal mensyaratkan adanya kepentingan skoagsung dialami pihak
yang mengajukan gugatan, yaitu adanya kerugiararD&lal ini para Penggugat
tidak dapat menguraikan kerugian apa yang didemtaecara langsung, karena
Penggugat bukanlah korban secara langsung selmagasitor yang dirugikan
sehingga tidak memiliki hak untuk menggugat, pResnggugat tidak memiliki
legal standing sesuai Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1&%&ng Pasar Modal.

Berdasarkan analisis-analis tersebut diatas makagate ini, para
Penggugat tidak memilikegal standinguntuk mengajukan gugatan karena bukan

sebagai korban yang dirugikan menurut peraturanNdU8 Tahun 1995 tentang
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Pasar Modal Pasal 111, Pasal 123 HIR, dan paad d’interest point d’action
yang terdapat dalam hukum acara perdata.

4.2.3.4. Analisis Gugatan Tidak Jelasdbscuur Libe)

Berdasarkan yurisprudensi teori dan praktek hukearaayang berlaku,
maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasildgas sebagai gugatan yang
kabur dan tidak jelaobscuur libe) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan
dengan petitum gugatan dan tidak mendukung pettugatan.

Gugatancitizen lawsuittidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga menjadi kabur dan tidalsjalduk menerapkan gugatan
citizen lawsuit Gugatancitizen lawsuit hanya dikenal dalam sistem hukum
negara-negar&@ommon LawMenurut Prof. Dr. RM Sudikno Mertokusumo, S.H,
menyatakan “Suatu penemuan hukum tidak boleh ne#tahturan formal yang
ada. Menentukan hukum itu kalau yang ditentukan bkan hukumnya
merupakan pelanggaran. Yang boleh dilakukan dal@mempuan hukum itu
terutama hukum materiilnya. Buka hukum formal atearanya”. Di negara
Indonesia, setelah gugatan perdata biasa, baru akengadanya gugatan
perwakilan kelompokélass actionltu pun dalam gugatasiass actionyang dapat
dilakukan dalam gugatesiass actiorterbatas pada bidang-bidang tertentu seperti
lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan kelautan

Dalam gugatan Penggugat, posita gugatan sama sieledi mendukung
petitum gugatan karena didalam petitum gugatan,gdlezat menuntut agar
pengadilan menyatakan bahwa seluruh Tergugat, telalakukan Perbuatan
Melawan Hukum atas penjualan saham PT. Krakatael @®ersero) Tbk dengan
harga yang sangat murah. Namun disisi lain positgign Penggugat sama sekali
tidak mendukung petitum gugatan karena penggudak tdapat menguraikan
tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yangshdikemukakan dalam
gugatan tersebut. Adapun dalam Pasal 1365 KUHRend@sur yang terdapat
dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah :

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
b. Adanya kesalahan;

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
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d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalamakedagian

Kategori suatu perbuatan apakah dapat dikualiBgbagai Perbuatan
Melawan Hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu tdsdangan dengan
kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan swdkyektif orang lain,
bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangagardekepatutan, ketelitian
dan kehati-hatiar’*®

Hal ini menunjukkan bahwa posita gugatan sama sgak mendukung
petitum gugatan, sekaligus menunjukkan bahwa pdsitapetitum gugatan tidak
relevan karena petitum gugatan menyatakan bahwat@ugnerupakan Perbuatan
Melawan Hukum namun dalam posita gugatan tidak memkgpn secara rinci dan
jelas tentang keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pada gugatdizen lawsuitbahwa dalam
petitum gugatawcitizen lawsuittidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan
penyelenggara negara yang bersifat kongkrit daal fitalam perkara in casu,
dalam petitumnya Penggugat meminta agar menyatdkdal demi hukum
penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tddkinhbertentangan dengan
karakteristik gugatanitizen lawsuit***

Sesuai dengan analisis tersebut diatas maka gugatarPenggugat dinilai
kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tida& menjabarkan secara rinci
unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat didgengertian Pasal 1365
KUHPerdata, dan gugatantizen lawsuittidak dikenal didalam sistem peradilan

hukum Perdata di Indonesia.

4.2.3.5. Analisis Gugatan Kurang Pihak Exceptio Plurium Litis Consortium
Pelaksanaan privatisasi PT. Krakatau Steel (Per3é&tomelibatkan lembaga dan
profesi penunjang yang terdiri dari :

1. Konsorsium JLU/ISA

2. Konsultan Hukum : Makes & Partner Law Firm

3. Penasehat Keuangan

4. Notaris : Sutjipto S.H.

313 Rosa AgustinaPerbuatan Melawan HukunCet. 1,(Jakarta : Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2004), hal. 117
4 |pbid, hal. 395
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Perusahaan Penilai : KJPP Antonius Setiady danrReka
Biro administrasi efek : PT BSR Indonesia

Public Relation Agency

Perusahaan Percetakan

Kantor Akuntan Publik : Kap Purwantono, Suherman Sarja

10. Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Mandiri Sekuritab, Bahana Securities,
Danareksa Sekuritas, dan PT. BNI Sekuritas).

Selain lembaga dan/atau profesi penunjang terspiatk lain yang terlibat dalam

proses privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero)alatah sebagai berikut :
a. Menteri Negara BUMN

b. Komite Privatisasi yang terdiri dari :

1.

O e B

=

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketiiamite
Privatisasi merangkap anggota.

Menteri Negara BUMN selaku Wakil Ketua Komite Ptigasi
merangkap anggota;

Menteri Keuangan selaku anggota;

Menteri Perindustrian selaku anggota

Menteri Perindustrian selaku anggota

Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bigekoordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KoRviteatisasi;

Menteri Keuangan;

8. DPR RI (Komisi VI dan Komisi IX);

TIM Pravatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbhkgyaerdiri dari
wakil-wakil Kementrian BUMN, Kementrian Keuanganard PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk ;

10.PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Bahwa dengan tidak memasukkan pihak-pihak yangh#&trlainnya menjadi

Tergugat, maka gugatan yang diajukan kurang pihakyd memasukkan
Pemerintah Republik RI cq Kementrian BUMN, PT. Kawu Steel (Persero)
Tbk, dan Bapepam, seharusnya pihak Penggugat rkaibaihak-pihak tersebut

diatas menjadi pihak yang turut Tergugat.
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4.2.3.6. Analisis Gugatarkrror In Persona

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat menyatakan gatdl (Bapepam)
dan Tergugat Il (PT. Krakatau Steel (Persero) Tékht melakukan Perbuatan
Melawan Hukum atas penjualan saham dengan hargg gangat murah.
Berdasarkan prospektus saham Tergugat Il dinyatéledmwva penetapan harga
penawaran saham perdana/IPO ditentukan berdas#&ksih kesepakatan dan
negosiasi perseroan dengan para penjamin pelaksariai efek. Dengan
demikian maka yang menentukan harga saham terselalah para penjamin
pelaksana emisi efek (PT Mandiri Sekuritas, PT. d@ah Securities, PT.
Danareksa Securities) bersama dengan perseroagieadh karenanya gugatan
yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Terdlid®apepam) adalah salah
alamat karena dalam hal ini Bapepam tidak memikkiwenangan untuk
menentukan harga saham yang akan dijual, Bapepawyahaemberikan surat
pernyataan efektif IPO PT. Krakatau Steel (Persebf)

4.2.3.7. Analisis Eksepsi Kompetensi Absolut
Penggugat dalam gugatannya memohon pembatalan afsnjgaham

Tergugat Il yang terlaksana sebagai akibat hukuterldtkannya surat ketua

Bapepam No. S-9769/BL/2010 pada tanggal 29 Okt@b&0 oleh Tergugat llI

yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Nedaregga gugatan perkara

merupakan gugatan tata usaha negara.
Bahwa surat efektif Bapepam adalah surat keputysag bersifat konkrit,
individual dan final dengan alasan-alasan sebagyaud :

1. Surat efektif Bapepam bersifat konkrit karena obygkng diputuskan
didalamnya merupakan sesuatu yang tidak abstralimkan berwujud yaitu
keputusan untuk menyetujui pendaftaran Tergugati IPasar Modal untuk
Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam rangka prigagsenjualan saham
yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenamengatur dan
mengawasi pasar modal.

2. Surat efektif Bapepam bersifat individual sebalakiditujukan secara umum,
melainkan hanya ditujukan kepada PT. Krakatau $t@&ersero)Tbk, dan
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secara khusus hanya terkait dengan persetujuapetasftara Tergugat Il di

Pasar Modal;

3. Surat keputusan Bapepam yang dijadikan sebagaikolgugatana quo
bersifat final karena sudah definitif, sehingga uknimelaksanakan segala
sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidakdiagirlukan persetujuan
dari instansi lainnya dan sudah dapat menimbulkégyathukum.

Dengan demikian maka, maka Pengadilan Negeri daRargat tidak memiliki
Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadilatsugugatan yang
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dinsaharusnya menjadi
kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha NegardNP$esuai dengan UU
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ed@asal 1 angka 3 jo Pasal
53 ayat (1) UU PTUN No 5 Tahun 1986 tentang Pemadifata Usaha Negara
yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetegials yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yarsj thedlakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undayggay berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang mebutkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”.

Pasal 53 ayat (1):

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merassthk@@nnya dirugikan

oleh suatu Keputuan Tata Usaha Negara dapat méwagajgugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi amtagar Keputsan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakarn &iata tidak sah dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitas

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan olela penggugat melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah aldasgna tidak memiliki

kewenangan mengadili perkara gugatan Keputusan WUatha Negara yang

seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usadr&(PTUN).
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4.3. Analisis Perlindungan Investor Terhadap Putusa  No.
500/PDT.G/2010/PN.JKT.

UU Pasar Modal telah mengatur perlindungan terhadapstor yang
berinvestasi di pasar modal :

Penawaran umum saham perdana/IPO PT. Krakatau Gtemero) Tbk yang
ditawarkan dengan harga sebesar Rp850,00 (delapalima puluh Rupiah) per
lembar saham menurut yang dilaporkan ke Bapepangatemioversubscribed

sebanyak 9x (sembilan kali) namun kenyataannyaaary kali permintaan yang
sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan besarnya nmmasyarakat investor untuk
memiliki saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Hekgan harga yang
ditawarkan, bahkan terjadi penjatahan saham. Dendamikian hal ini

menunjukkan bahwa investor mendapatkan harga yangngkau dan wajar,
sehingga investor tidak dirugikan dalam hal penametiaham IPO tersebut.

Dalam kaitannya dengan gugatan yang diajukan olefgdgigat maka
pihak investor dalam hal ini tidak dirugikan bahkaandapatkan keuntungan dari
penawaran saham perdana PT. Krakata Steel (Pérbkrgang murah adapun
kerugian bagi negara tidak terbukti dalam putusangBdilan Negeri Jakarta
Pusat.

UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal juga memberikarin@ungan
kepada investor dalam bentuk gugatan ganti rugdgtar sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan dikaitkan dengeatysan dalam Pasal 80
Ayat 1 jo. Pasal 111 UUPM No. 8/1995. Artinya, afmlsetiap orang yang
mengalami kerugian secara nyata atas perbuatanmhdalam UU No. 8/1995
dan peraturan pelaksanaannya, maka orang tersapat thengajukan tuntutan
ganti kerugian dengan terlebih dahulu mengajuk@ortn ke Bapepam untuk
dilakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil pédikah Bapepam yang
membuktikan telah terjadi kerugian yang dideritaelstor maka, ganti kerugian
yang dimaksud dapat diajukan melalui prosedur yaag misalnya gugatan ke
Pengadilan Negeri untuk meminta sejumlah biaya kiemigian dengan dasar
Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pas& K¥#HPerdata jo. Pasal
111 jo. Pasal 80 ayat 1 UUPM No. 8 Tahun 1995.
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Dalam masalah ini, apabila gugatan IPO PT. Krak&tael (Persero) Tbk
yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Pealzgatliegeri Jakarta Pusat,
maka upaya yang dapat dilakukan oleh investor yaamgabung dalam PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah mengajukanaupakum yaitu Banding,
Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Jika putusasebet telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan merugikan investor, makagai bentuk perlindungan
hukum atas investor, maka UU No. 8/1995 telah miemmgadir hak-hak dari
pihak yang merasa dirugikan, salah satunya adalavesior. Bentuk

perlindungannya telah diatur dalam Pasal 111 UUS\IR95 yang berbunyi:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai aldba pelanggaran
atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksapa dapat
menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupumshena-sama dengan
Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, &eldp Pihak atau Pihak-
Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggararbterse®

Selanjutnya pihak yang bertanggung jawab untuk m@mg kerugian yang
diderita oleh Investor menurut UUPM No 8 tahun 396ntang Pasar Modal
Pasal 80 ayat 1 mengatur pertanggung jawaban tgshpelrnyataan yang tidak
benar yaitu :
a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan penaajft
b. Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu pernyataandaftaran menjadi
efektif
c. Penjamin Pelaksana emisi efek
d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yaemberikan pendapat
atau keterangan dan atas persetujuannya dimuatmdglarnyataan
pendaftarari’®
Dengan demikian maka tuntutan-tuntutan ganti kewugidapat
dialamatkan kepada pihak-pihak tersebut diatas oiebstor bilamana terjadi

pelanggaran dan kesalahan terkait dengan prosdurKeterbukaan informasi,

315 Indonesia (a)Qp. Cit.,Pasal 111.
%1% Indonesialbid, Pasal 80 ayat 1
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penyampaian laporan secara berkala kepada masydnaigga pelanggaran
lainnya.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap investobligudalam kasus
gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sehgautidak dibatalkan dan
tidak mungkin dilakukan karena akan berisiko paéaekcayaan investor dan
masyarakat umum serta perekonomian Indonesia, &aeabila dibatalkan maka
investor akan mengalami kerugian yang besar, dinmdaskemungkinan investor
sebelum melakukan penjatahan saham PT. Krakatal §ersero) Tbk telah
terikat dengan berbagai perjanjian sehingga sel@gesiekuensi hukum terhadap
dana yang sudah dialokasikan maka investor akamahj secara hukum atas
saham yang sudah dibelinya dan setiap dana yanahsdietorkan ke PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak akan bisa ditkembali. Oleh karena itu,
tindakan untuk membatalkan IPO PT. Krakatau Steeftgero) Tbk dinilai akan
merusak pasar modal di Indonesia serta akan meagdin selanjutnya untuk
menarik perusahaan-perusahaan lain untuk dibatalkagan bermacam-macam

alasan.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikhobdngkan dengan

pokok permasalahan yang telah dirumuskan, makalipememberikan 3 (tiga)

kesimpulan, antara lain:

1. Prosedur Initial Public Offering (IPO) sudah dilakukan dengan benar
oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk karena sudah sesuai dengan
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mddal Peraturan
Bapepam serta peraturan pelaksananya, dimana pragadsecara khusus
dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu Tahap RessiaTahap Pengajuan
Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Sahansali Pardana, Tahap
Pencatatan Saham di Bursa Efek. Adapun perincidrag@ersiapan yang
meliputi Persetujuan dari DPR RI pada tanggal liite3eber 2009 dan RUPS
LB pada tanggal 1 Agustus 2010 dan 7 Oktober 2@&dangkan Tahap
Pengajuan Pernyataan Pendaftaran efektif pada dbritfy Oktober 2010
setelen mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK, Tdédap Penawaran
Saham Perdana pada tanggal 2 sampai 4 Novembey 2818 tahap terakhir
yaitu Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada &riggNovember 2010.

2. Munculnya gugatan terhadap IPO PT. Krakatau Steel Persero) Tbk
disebabkan oleh beberapa halantara lain:

a. Harga saham yang ditawarkan pada tahap penawalf@amsaerdana
dinilai memakai harga batas bawah sebesar Rp8%0dd@pan ratus lima
puluh), hal ini dapat dianggap merugikan negara,

b. Permintaan investor terhadap saham PT. Krakatael $®ersero) Tbk
pada saabookbuildingmencapaioversubscribedsebanyak 9x (sembilan
kali) saham yang ditawarkan, sehingga kondisi ignanjukkan minat
yang cukup besar terhadap saham PT. Krakatau $eetero) Tbk,
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dengan demikian tidak ada alasan apabila sahamKPakatau Steel
(Persero) Tbk dijual dengan harga Rp850,00 (delagias lima puluh);

c. Penjataham saham dinilai tidak adil, karena pemésdegori MESOP
memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham slgatu perusahaan
efek, sedangkan berdasarkan laporan Bapepam peamatsahamfix
allotment untuk MESOP hanyalah 10% (sepuluh persen), sedangk
Investor Asing 34% (tiga puluh empat persen), Itvmekokal 65% (enam
puluh lima persen) daRooling Allotmenthanya diberikan sebesar 2%
(dua persen), sehingga bagian yang seharusnya gnemj& masyarakat
dianggap terlampau rendah atau sedikit;

d. Belum ada transparasi dari Kementerian Negara BUMIdm penentuan

harga saham sehingga rentan terjadi penyalahgunaan.

3. Perlindungan hukum terhadap investor publik dalam kasus gugatan PT.
Krakatau Steel (Persero) Thk,adalah apabila IPO dibatalkan maka investor
publik dapat mengajukan tuntutan ganti kerugiaragalmana diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 111 UU No. 8/198% setiap pelanggaran
dan kesalahan yang dilakukan selama proses IP®aKatau Steel (Persero)
Tbk, selain itu terhadap IPO PT. Krakatau Steetqgt®) Tbhk merupakan hal
yang bijaksana bagi pemerintah agar tidak membatalRO PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk karena akan berisiko pada kapaan investor dan
masyarakat umum serta perekonomian Indonesia, &ampabila dibatalkan
maka investor akan mengalami kerugian yang bestax dikhawatirkan akan
mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia, dingkan menjadi acuan
selanjutnya grecedent untuk membatalkan IPO perusahaan-perusahaan lain

yang sudah masuk bursa.

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa sarag gapat dikemukakan
sebagai masukan bagi penulisan ini. Adapun sanmamsaang hendak
dikemukakan antara lain sebagai berikut:
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1. Dalam prosedur IPO perlu diberlakukan pengawasarg \ketat sehingga
terlaksananya prinsip keterbukaan informasi secduwdh, oleh karena itu
perusahaan yang sudah lolos dari beberapa peryatah akan masuk bursa
diharapkan konsekuen dengan segala hak dan kewaji@ag harus
dilakukannya dan dapat dipertanggung jawabkan adustum seluruh proses
IPO yang sudah dilakukan menurut peraturan pergidadangan dan
peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

2. Dalam perkara tersebut, maka penulis menyarankan sejiap orang yang
merasa memilki kepentingan dengan adanya IPO Pakatau Steel (Persero)
Tbk harus menjelaskdegal standinglkedudukan hukum) maupun hubungan
hukum yang dikaitkan dengan materi perkara, kamalam gugatan tidak
cukup berdasar apabila perkara dilanjutkan untuknemésa pokok perkara,
selain itu perlu transparansi dari Kementerian MerBUMN, PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk dan Penjamin Pelaksana Emek &fjar secara terbuka
menilai harga saham perdana IPO berdasarkan kalelian prospek usaha
jangka panjang, selain itu kecerobohan dari pen@fgugang tidak
mengikutsertakan DPR RI sebagai pihak perlu dikéging, karena tidak
hanya DPR RI saja yang harus diikutsertakan dalkeriapa melainkan semua
pihak yang memiliki kapasitas untuk menjelaskanigpagari PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk;

3. Perlindungan investor publik dalam permasalahanpérlu diperhatikan
pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajibaestor terhadap
keseluruhan proses IPO, sehingga jelas apa yangs hdilindungi dan
diperjuangkan apabila terjadi pelanggaran terhadegses IPO terhadap

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
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